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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta 

anugerahNya sehingga Laporan Kinerja tahun 2025 

BBPOM di Kupang dapat diselesaikan dengan baik.  

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun 

berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 

Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya.  

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 

kinerja BBPOM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan 

obat dan makanan selama periode Tahun Anggaran 2025. Tujuan penyusunan 

laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai 

sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja ini dapat  memberikan informasi 

kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah 

dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan 

dalam rangka peningkatan kinerja BBPOM di Kupang pada periode berikutnya.  
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BBPOM di Kupang diharapkan dapat 

memberikan informasi yang bisa dipahami mengenai kinerja yang telah dicapai dan 

menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis 

berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja. Terima kasih dan 

penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal 

BBPOM di Kupang, semoga Laporan Kinerja tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan. 

 

       Kupang, 26 Februari 2026 

       Kepala Balai Besar POM di Kupang 

 
 
 
               
                 ${ttd_pengirim} 
 

 
 
 

       Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

 

Balai Besar POM (BBPOM) di Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Badan POM (BPOM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat  

Laporan Kinerja  tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh 

BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya 

Keputusann Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan 

kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Interim setiap tahun. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan 

bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam 

pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Tahun 2025 dan upaya 

perbaikan kinerja di tahun berikutnya.  

Dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Kupang Tahun 2025 terdapat 8 Sasaran 

Kegiatan yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 

BBPOM di Kupang serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 8 sasaran kegiatan 

terdapat 2 sasaran kegiatan yang tidak mencapai target dan 6 sasaran kegiatan telah 

tercapai. Dari 28 IKSK terdapat 5 IKSK yang tidak mencapai target dan 23 IKSK telah 

mencapai target. Berikut hasil pencapaian kinerja BBPOM di Kupang pada Tahun 

2025, yaitu: 

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Kupang pada tahun 2025 adalah 

92,21 % dengan predikat Baik.  

2. Sasaran Kegiatan (1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT memperoleh 

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 106,67 dengan capaian indikator kinerja 

sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut: 

a. Persentase sampel  Sediaan Farmasi  berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan dengan capaian sebesar 110,21 ketegori Tidak Dapat 

Disimpulkan 
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b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

ke BPOM dengan capaian sebesar 108,69 kategori Sangat Baik 

c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik 

d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar  

dengan capaian sebesar 100 kategori Baik. 

e. Persentase sampel  PIRT berisiko yang  ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik 

f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian 

sebesar 106,75 kategori Sangat Baik. 

g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,71 kategori 

Sangat Baik. 

h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori 

Sangat Baik 

i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03 kategori 

Sangat Baik. 

j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori 

Sangat Baik 

k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan dengan capaian sebesar 114,81 kategori Tidak Dapat 

Disimpulkan 

l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi 

sesuai standar dengan capaian sebesar 100,25 kategori Sangat Baik 

m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan 

capaian sebesar 104,75 kategori Sangat Baik 

n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT 

sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 106,34 

kategori Sangat Baik. 
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o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 100 kategori Baik  

3. Sasaran Kegiatan (2) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan Fortifikasi nilai pencapaian sasarannya memperoleh nilai 

sebesar 100 dengan kategori Baik.  

4. Sasaran Kegiatan ke-3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, 

edukasi di masing-masing wilayah kerja UPT memperoleh NPS sebesar 

100,98 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai 

berikut: 

a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 103,93 

kategori Sangat Baik 

b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 

dengan realisasi 10 sekolah dan capaian sebesar 100% kategori Baik. 

c. Jumlah desa pangan aman dengan realisasi 4 Desa dan capaian sebesar 

100% kategori Baik. 

d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan realisasi 1 Pasar dan 

capaian sebesar 100% kategori Baik. 

5. Sasaran Kegiatan Ke-4 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam 

pemenuhan standar keamanan dan mutu memperoleh NPS sebesar 141,72 

diukur dengan pencapaian IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan 

memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 141,72 kategori 

Tidak Dapat Disimpulkan. 

6. Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT memperoleh 

NPS sebesar 76,34 diukur dengan pencapaian IKSK  Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan 

capaian 76,34 kategori Cukup 

7. Sasaran Kegiatan 6 Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi 

kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif 

memperoleh NPS sebesar 111,11 diukur dengan pencapaian IKSK Persentase 

Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 111,11 kategori 

Tidak Dapat disimpulkan. 
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8. Sasaran Kegiatan 7 Layanan Publik UPT yang prima memperoleh NPS 

sebesar 104,68 diukur dengan pencapaian IKSK Indeks Pelayanan Publik yang 

memperoleh predikat Pelayanan Prima dengan nilai 4,92 dan capaian sebesar 

104,68 kategori Sangat Baik 

9. Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi 

yang optimal memperoleh NPS sebesar 92,15 diukur dengan pencapaian 

beberapa IKSK sebagai berikut: 

a. Nilai Pembangunan ZI dengan capaian sebesar 96,86 kategori Baik 

b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 97,08 kategori Baik 

c. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 80 kategori Cukup 

d. Indeks Manajemen Risiko dengan capaian sebesar 94,67 kategori Baik 

 

Penyerapan anggaran BBPOM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2025 

untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian 

output/kegiatan adalah sebesar Rp. 20.524.129.168 atau 62,46% dari jumlah 

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.861.512.000.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian 

Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator 

Kinerja. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang 

dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan 

unit kerja (disebut juga PK level organisasi). Perjanjian Kinerja disusun 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator 

kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau 

secara berkala.  

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjelaskan bahwa pengukuran kinerja 

dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. Sistem pengukuran tersebut dikenal dengan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi  SAKIP oleh 

Badan POM (BPOM) dalam  penguatan  akuntabilitas instansi pemerintah 

adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM nomor 676 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam 

keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan 

BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan 

dan tahunan. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan 

kewajiban Balai Besar POM (BBPOM) di Kupang untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur 

dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. 
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Tahun 2025, BBPOM di Kupang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi 

(NKO) sebesar 92,21 dengan predikat Baik, sehingga beberapa upaya 

perbaikan masih perlu dilakukan terhadap Sasaran Kegiatan dengan NPS 

dibawah 100 atau belum mencapai target. Sebagai salah satu bentuk tindak 

lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 

periode tahun 2025, BBPOM di Kupang menyusun Laporan Kinerja tahun 2025. 

Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan 

kinerja di lingkungan BBPOM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan 

dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan. 

 

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan 

lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM dipimpin 

oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, 

BBPOM di Kupang merupakan salah satu Unit  Pelaksana  Teknis  BPOM  yang  

berada  di wilayah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  BBPOM di Kupang  

merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis 

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan 

wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah 

provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Kupang 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Kupang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TUGAS DAN FUNGSI  

  Sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) BPOM berdasarkan 

Peraturan BPOM nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat 

dan Makanan, BBPOM di Kupang sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri 

mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

BBPOM di Kupang mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan 

fasilitas pelayanan kefarmasian; 

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat 

dan Makanan;  

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;  

h.  pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan; 

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

Nama Unit 

Pelaksana Teknis 
Lokasi Wilayah Kerja 

BBPOM di Kupang Kota 
Kupang 

Kota Kupang, Kabupaten Kupang, 
Kabupaten Timor Tengah Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Utara, 
Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten  
Sabu  Raijua, Kabupaten Flores 
Timur, Kabupaten Lembata, 
Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka 
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j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;  

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan;  

n.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

 

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI  

Aspek strategis BBPOM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapain 

visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, dalam rangka 

mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai yaitu 

menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan 

Makanan yang aman dan bermutu.  

Tugas utama BBPOM di Kupang adalah memberikan perlindungan 

kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan, dimana hal ini menunjukkan 

posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk Obat dan 

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan Obat dan 

Makanan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau 

disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi 

kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan 

pengawasan tersebut BBPOM di Kupang perlu senantiasa menjaga 

keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, 

perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain 

yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Peran BBPOM di Kupang sebagai bagian integral dari BPOM memiliki 

kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan 

pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

BBPOM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi 

dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan, untuk itu BBPOM di Kupang 

perlu  menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk 



 

5 
 

melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari 

pengawasan Obat dan Makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

INTERNAL 

Sarana dan Prasarana 

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana BBPOM di Kupang 

No. Inventaris Kantor/ Aset Jumlah Keterangan 
 

1. Gedung Kantor Balai 
POM di Kupang 

1 unit LuasBangunan/Tanah: 
2.438 m2/3646m2 dengan 
nilai Rp. 13.283.192.284,- 
 

2. Rumah Dinas 1 unit Luas Bangunan/ Tanah: 
142m2/ 750m2 

 

3. Gedung Loka POM di 
Belu 

1 unit Luas Bangunan/ Tanah:  212 
m2/ 2860m2 

 

4. Tanah Loka POM di 
Sumba Timur 

1 unit / 
bidang 

Luas Bangunan/ Tanah:  0 
m2/ 3950m2 

 

5. Sumber Listrik (PLN) 
BBPOM di Kupang 

 
105 KVA 
 

- 

6. Genset 2 unit Kapasitas 100 KVA dan 150 
KVA 
 

7. Kendaraan Roda 4 7 unit 7 unit kondisi baik 
 

8. Kendaraan Roda 2 
 

4 unit 4 unit kondisi baik 

 

BBPOM di Kupang memiliki lahan seluas 3.646 m² berdasarkan 

Sertifikat Nomor 24.13.01.01.4.00539 Nomor NIB 24.13.01.01.01335 a/n 

Pemerintah Indonesia cq Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016. 

Lahan tersebut dimanfaatkan untuk fungsi perkantoran, pelayanan publik, serta 

laboratorium. Hingga tahun 2025, luas bangunan yang telah terbangun 

mencapai 2.438 m². 

Secara umum, pemenuhan kebutuhan alat pengolah data dan meubelair 

kerja sampai dengan Desember 2025 telah cukup mendukung operasional. 

Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia dan 

meningkatnya kebutuhan perkantoran, diperlukan pengadaan tambahan alat 
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pengolah data dan meubelair untuk memperkuat layanan manajemen 

pengawasan Obat dan Makanan. 

Pengujian laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan yang 

dilaksanakan oleh BBPOM Kupang terus ditingkatkan kapasitasnya. Upaya ini 

dilakukan agar laboratorium mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat 

dan Makanan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkesinambungan. Pada 

tahun 2024 telah dilakukan renovasi gedung laboratorium BBPOM di Kupang 

sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pengujian. Renovasi ini 

diikuti dengan penyediaan peralatan laboratorium yang memiliki tingkat 

sensitivitas dan akurasi memadai, sesuai dengan persyaratan ruang lingkup 

yang tertuang dalam Good Laboratory Practice (GLP). Dengan dukungan 

fasilitas tersebut, laboratorium diharapkan mampu menghasilkan data uji yang 

valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain itu, BBPOM Kupang mulai menerapkan konsep green laboratory 

(laboratorium hijau) yang berorientasi pada keberlanjutan. Penerapan ini 

bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, 

meningkatkan efisiensi energi dan biaya operasional, serta memperkuat aspek 

keselamatan kerja. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen BBPOM 

Kupang dalam mendukung inovasi berkelanjutan dan pelayanan publik yang 

berkualitas. 

 

Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas sangat diperlukan. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi 

menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pengawasan. 

Sampai dengan Desember 2025, jumlah ASN di Balai Besar POM 

Kupang tercatat sebanyak 77 orang, terdiri atas 56 PNS, 3 CPNS, dan 18 

PPPK. Pada tahun 2025, BBPOM Kupang menerima tambahan 3 CPNS dan 

14 PPPK yang diangkat dalam dua tahap, yaitu Juni dan Oktober. Seluruh 

PPPK yang diterima merupakan pegawai penuh waktu, sehingga total PPPK 

yang ada terdiri dari 3 orang penerimaan tahun 2023, 1 orang penerimaan 

tahun 2024, dan 14 orang penerimaan tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 2 
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orang ditempatkan di Loka POM Kabupaten Belu dan 1 orang di Loka POM 

Kabupaten Sumba Timur sesuai kontrak kerja. 

Pada tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang memasuki masa purna 

bakti, namun terdapat 1 pegawai yang cuti di luar tanggungan negara, dan 2 

pegawai mengikuti tubel dengan melepas jabatan. Desember 2025, sejumlah 

5 pegawai mendapat mutasi ke daerah asal melalui jalur aspirasi, setelah lebih 

dari 15 tahun berkarya di UPT bukan daerah asal. SK mutasi tersebut berlaku 

mulai Januari 2026. Selain itu, pada Oktober 2025 terdapat tambahan 1 PNS 

yang mengisi jabatan Kepala BBPOM Kupang. Dengan demikian, jumlah ASN 

BBPOM Kupang hingga Desember 2025 tetap berjumlah 77 orang. Profil 

gambaran SDM BBPOM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini:    

Tabel 1.3 Jumlah ASN BBPOM di Kupang 

No UPT 

Pendidikan  

Total 
S3 S2 Apt 

S1 
Bio 

S1 D3 D3 
SLTA  

Lain Farm Lain 

1. Kepala   1 0 0 0 0 0 0 1 

2. Bagian TU   1 0 0 7 1 8 1 18 

3. 
Fungsi 
Pengujian 

  1 9 4 15 3 0 0 32 

4. 
Fungsi 
Pemeriksaan 

  3 2 2 6 1 0 0 14 

5. 
Fungsi 
Penindakan 

  0 0 0 4 0 0 0 4 

6. 
Fungsi 
Informasi dan 
Komunikasi 

1 1 1 0 5 0 0 0 8 

  TOTAL 1 7 12 6 37 5 8 1 77 
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Gambar 1.1 Profil SDM Berdasarkan Gender dan Umur 

 

Anggaran    

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh 

Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang 

dilaksanakan BBPOM di Kupang pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya 

anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP 

DIPA- 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran kegiatan 

Rp. 32.391.308.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu 

Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran 

pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 

Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir 

mandiri adalah Rp. 16,039,318,000. Selain itu juga terdapat revisi relaksasi 

blokir anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNPN di lingkungan Badan 

POM serta dukungan anggaran kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, 

yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran BBPOM di Kupang menjadi 

Rp.32.161.658.000. 

Pada triwulan III terdapat revisi anggaran terkait penambahan belanja 

pegawai dan operasional BBPOM di Kupang sebesar Rp. 624.136.000 

sehingga total pagu anggaran BBPOM di Kupang menjadi Rp.32.785.794.000. 

Kemudian pada triwulan IV terdapat revisi relaksasi blokir serta penambahan 

anggaran uang makan sehingga pagu anggaran menjadi Rp.32.861.512.000 
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EKSTERNAL 

Cakupan pengawasan BBPOM di Kupang tersebar di wilayah kerja 

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 9 Kabupaten dan 1 Kota 

terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 

sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau 

utama: Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, 

Kabupaten Kupang), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor(Alor), Lembata 

(Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua). 

 
Gambar 1.2 Peta  Wilayah Kerja BBPOM di Kupang 

 
 

 

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk 

obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana 

pada tabel di bawah ini.   
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Tabel 1.4 Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi pada 
wilayah kerja BBPOM di Kupang 

 

No Jenis Sarana Jumlah Sarana 
Sarana yang 

diawasi tahun 2025 

Sarana Produksi 

1 Industri Pangan 81 29 

2 
Industri Rumah Tangga 
Pangan 

15 5 

3 
Usaha Kecil Obat 
Tradisional (UKOT) 

3 1 

4 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

6 1 

5 Industri Kosmetik 7 1 

6 
Sarana produksi Obat (Unit 
Transfusi Darah) 

7 0 

7 Industri Pangan Fortifikasi 1 1 

TOTAL 935 80 

Sarana Distribusi 

1 Pedagang Besar Farmasi 32 12 

2 Apotek 376 127 

3 
Instalasi Farmasi 
Pemerintah (GFK) 

17 17 

4 
Rumah  Sakit 
Pemerintah/Swasta 

49 32 

5 Puskesmas 289 52 

6 Klinik 95 24 

7 Toko Obat Berizin 52 29 

8 Sarana Distribusi Pangan 1677 212 

9 Sarana Distribusi Kosmetik 763 166 

10 
Sarana Distribusi Obat 
Tradisional 

350 14 

11 
Sarana Distribusi Suplemen 
Kesehatan 

350 11 

TOTAL 4050 696 
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1.3. STRUKTUR ORGANISASI 

 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Kupang diatur dalam 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi 

BBPOM di Kupang seperti pada gambar 1.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Struktur Organisasi BBPOM di Kupang 

 

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, 

program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, 

teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 

urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, 

kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai 

dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan 

Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan 

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan 

Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) 

kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau 

dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja 

organisasi. 

- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:  

a. ketua tim; dan  

b. anggota tim. 

- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang 

ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan 

kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. 

- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan 

kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

1.4. ISU STRATEGIS 

Perubahan dinamis baik dari faktor internal maupun eksternal 

merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi kinerja BBPOM 

di Kupang. Dalam konteks tersebut, berbagai isu strategis berperan signifikan 

terhadap pencapaian target kinerja organisasi sepanjang tahun 2025. Isu-isu 

strategis yang dihadapi BBPOM Kupang antara lain mencakup keterbatasan 

jumlah dan kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, kebutuhan 

penguatan koordinasi internal, serta modernisasi infrastruktur dan sarana 

prasarana penunjang. Di sisi lain, peluang berupa digitalisasi proses bisnis, 

pemanfaatan teknologi mutakhir termasuk integrasi kecerdasan buatan, serta 

peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi faktor yang 

dapat mendorong efektivitas pengawasan.  

Selain itu, ancaman eksternal seperti kejahatan siber di bidang Obat dan 

Makanan, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk, serta isu lingkungan dan 

keberlanjutan menuntut kesiapsiagaan organisasi dalam merumuskan 

kebijakan mitigasi. Dengan demikian, isu-isu strategis tersebut menjadi 

landasan penting bagi BBPOM Kupang dalam menetapkan arah kebijakan, 



 

13 
 

prioritas program, serta langkah penguatan kapasitas kelembagaan guna 

memastikan pengawasan obat dan makanan yang akuntabel, adaptif, dan 

berkelanjutan. Isu-isu strategis BBPOM di Kupang yang dapat memengaruhi 

pencapaian kinerja BBPOM di Kupang pada tahun 2025 antara lain sebagai 

berikut: 

 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten dan Loyal 

BBPOM di Kupang didukung oleh pegawai yang profesional, yang 

menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan 

fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan 

Makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan 

keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di 

BBPOM di Kupang mencerminkan standar tinggi di bidangnya. 

Profesionalisme dan dedikasi SDM BBPOM di Kupang telah ikut 

membangun reputasi BPOM sebagai pilar keandalan dan kepercayaan 

dalam pengawasan produk di Indonesia, memastikan bahwa hanya produk 

yang aman dan berkualitas yang tersedia untuk masyarakat. Komitmen ini 

memacu BBPOM di Kupang untuk terus berinovasi dan mengadopsi 

teknologi serta metodologi pengawasan terbaru, menjaga BPOM tetap 

unggul dalam menjawab dinamika tantangan yang terus berkembang 

dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan. Untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi,  BBPOM di Kupang di wilayah kerja Nusa 

Tenggara Timur perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas 

SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai 

dengan tantangan pengawasan Obat dan Makanan.  

2. Komitmen Kepemimpinan yang Kuat 

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan 

jangka panjang, kepemimpinan di BBPOM di Kupang telah memperlihatkan 

komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi 

organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat 

penting dalam memastikan BBPOM di Kupang mampu menavigasi 

lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang 

meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang 

aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BBPOM di Kupang tidak 
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hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif 

mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang 

matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Balai 

BBPOM di Kupang berusaha meningkatkan standar pengawasan, 

mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem 

pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Komitmen yang 

kuat dari kepemimpinan BBPOM di Kupang menciptakan lingkungan kerja 

yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan 

organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Kepemimpinan yang efektif 

menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan 

kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini 

dalam pengawasan obat dan makanan. Inisiatif kepemimpinan ini tidak 

hanya memastikan BBPOM di Kupang tetap relevan dengan kebutuhan 

dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan 

masyarakat dan pelaku usaha terhadap organisasi. Dengan demikian, 

kepemimpinan BBPOM di Kupang telah memposisikan organisasi sebagai 

lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan 

makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap 

perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan 

3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 

BBPOM di Kupang telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam 

pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Dalam 

pengujian Obat dan Makanan, BBPOM di Kupang memiliki kapasitas dan 

kapabilitasnya yang dapat diandalkan. Investasi pada peralatan 

laboratorium modern memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan 

kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan BBPOM di Kupang 

untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas 

yang signifikan. Peralatan yang digunakan memastikan bahwa evaluasi 

keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang 

sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari 

produk yang berpotensi berbahaya. Dengan demikian, memungkinkan 

BBPOM di Kupang dapat melakukan pengujian terhadap produk Obat dan 

Makanan, mulai dari analisis mikrobiologi hingga pengujian kimia.  
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Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BBPOM di Kupang telah merevolusi 

cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. 

Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan 

aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan 

platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua 

memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih 

transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak 

hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga 

mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BBPOM di Kupang, 

pelaku usaha, dan masyarakat. 

4. Pertumbuhan Pasar Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

Dalam Negeri 

Pasar produk Obat dan Makanan dalam negeri yang tengah berkembang 

mempresentasikan sebuah peluang bagi BBPOM di Kupang untuk 

memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah 

pertumbuhan pasar ini, BBPOM di Kupang berada di posisi yang strategis 

untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar 

keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya 

menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman 

dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian 

bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil. Dari 

perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BBPOM di Kupang 

kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi di 

bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan 

memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BBPOM di Kupang 

dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan 

konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, 

upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status pelaku usaha produk 

sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang 

sebagai pelaku usaha yang terpercaya. 

5. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Proses Bisnis dalam 

Penguatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 
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Perkembangan teknologi yang pesat dan digitalisasi proses bisnis menjadi 

isu strategis yang harus diantisipasi oleh BBPOM Kupang dalam 

mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. 

Transformasi digital membuka peluang besar untuk meningkatkan 

efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pengawasan, mulai dari 

sistem registrasi, pelaporan, hingga pemantauan distribusi produk. Namun, 

percepatan digitalisasi juga menghadirkan tantangan berupa kebutuhan 

infrastruktur yang memadai, peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia, serta penguatan keamanan data dan integrasi sistem lintas 

sektor. Oleh karena itu, strategi pengawasan harus diarahkan pada 

pemanfaatan teknologi informasi yang adaptif, pengembangan sistem 

analitik berbasis data, serta penerapan manajemen risiko digital agar 

kinerja pengawasan tetap responsif terhadap dinamika industri farmasi dan 

pangan olahan yang semakin kompleks. 

6. Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholder 

Peluang BBPOM di Kupang untuk mengembangkan kolaborasi dengan 

berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah, pelaku 

usaha Obat dan Makanan, lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, 

organisasi kemasyarakatan, dan media massa menyediakan akses yang 

lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. 

Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik 

terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BBPOM 

di Kupang dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri 

global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi 

penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang 

pengawasan Obat dan Makanan.  

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih 

dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada 

pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan 

BBPOM di Kupang. Melalui kerja sama yang erat dengan pelaku usaha dan 

akademis, BBPOM di Kupang dapat memperoleh akses ke sumber daya, 

pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BBPOM 

di Kupang untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar 

pengawasan 



 

17 
 

7. Penguatan Pendampingan UMKM Kosmetik, Obat Bahan Alam, dan 

Pangan Olahan 

Dukungan BBPOM di Kupang terhadap pendampingan UMKM di bidang 

kosmetik, obat bahan alam, dan pangan olahan merupakan isu strategis 

yang krusial dalam meningkatkan mutu produk sekaligus memperkuat 

sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UMKM memiliki 

peran penting dalam penyediaan produk lokal yang berdaya saing, namun 

sering menghadapi kendala terkait pemenuhan standar keamanan, mutu, 

dan regulasi. Melalui program pendampingan, BBPOM Kupang dapat 

memberikan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi, serta edukasi mengenai 

penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara 

Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Cara Produksi Obat Bahan Alam 

yang Baik (CPOBAB) dan standar keamanan pangan. Pendekatan ini tidak 

hanya mendukung kepatuhan UMKM terhadap regulasi, tetapi juga 

memperkuat ekosistem pengawasan dengan melibatkan pelaku usaha 

sebagai mitra strategis dalam perlindungan masyarakat. Dengan demikian, 

pendampingan UMKM menjadi langkah strategis untuk memastikan produk 

yang beredar aman, bermutu, dan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. 

8. Peningkatan Kesadaran Masyarakat 

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan 

obat dan makanan, BBPOM di Kupang memiliki peluang strategis untuk 

memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik 

merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang 

disebabkan oleh konsumsi obat dan makanan yang tidak aman. Dengan 

memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, 

seminar, workshop, dan kampanye publik, BBPOM di Kupang dapat 

menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh 

masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya keamanan obat dan makanan tetapi juga 

memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan 

produk yang beredar di masyarakat.  

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat 

berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan 
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standar keamanan obat dan makanan, yang pada gilirannya meminimalisir 

risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan 

kepercayaan antara BBPOM di Kupang dan masyarakat dapat menjadi 

fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan 

yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih 

terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan 

melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di 

Kupang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan obat dan 

makanan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat 

secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BBPOM di 

Kupang sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di 

mata publik. 

9. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi 

BBPOM di Kupang untuk memainkan peran strategis dalam memastikan 

industri Obat dan Makanan di wilayah kerjanya beroperasi dengan cara 

yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip 

keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BBPOM di Kupang 

dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi 

praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, 

seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku 

yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen 

modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang 

berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi 

standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.  

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan 

oleh BBPOM di Kupang memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan 

bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan secara 

keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat 

meningkatkan reputasi dan daya saing pasar ekspor, memungkinkan akses 

ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang 

menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini 

mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang 

berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak 
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perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri 

terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu 

menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan 

demikian, BBPOM di Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung 

kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju 

pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. 

10. Evolusi Produk dan Layanan Kesehatan 

Evolusi produk dan layanan kesehatan membuka peluang bagi BBPOM di 

Kupang untuk memainkan peran dalam mendorong inovasi dan keamanan 

produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, 

suplemen kesehatan, dan makanan fungsional, BBPOM di Kupang 

memiliki peluang untuk menerapkan standar pengawasan yang adaptif dan 

proaktif. Peluang ini juga memungkinkan BBPOM di Kupang untuk 

meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. 

Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BBPOM di 

Kupang memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk 

kesehatan terbaru. 

11. Kapasitas Pengawasan yang Kuat 

BBPOM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka 

regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas 

pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Kewenangan ini 

memberikan BBPOM di Kupang kekuatan untuk mengawasi demi 

melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini 

memungkinkan BBPOM di Kupang untuk secara efektif melakukan 

pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang 

beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang 

ditetapkan. Dengan mengacu padai kerangka regulasi pengawasan, 

BBPOM di Kupang memastikan bahwa kebijakan dan prosedur 

pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru 

yang muncul di bidang obat dan makanan. 

12. Perubahan Iklim 

Perubahan iklim telah menjadi isu strategis yang berdampak langsung 

terhadap sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang 



 

20 
 

dilaksanakan oleh BBPOM di Kupang. Peningkatan suhu, kelembaban 

tinggi, serta frekuensi bencana seperti banjir dan kekeringan berpotensi 

meningkatkan risiko cemaran biologis dan kimia pada pangan, 

mempercepat kerusakan obat akibat gangguan stabilitas suhu, serta 

mengganggu rantai distribusi terutama di wilayah kepulauan dan rawan 

bencana. Selain itu, perubahan pola penyakit akibat faktor iklim dapat 

memicu lonjakan kebutuhan obat tertentu yang berisiko dimanfaatkan oleh 

pelaku peredaran produk ilegal. Kondisi ini menuntut penguatan 

pengawasan berbasis risiko, integrasi data iklim dengan sistem intelijen 

pengawasan, serta peningkatan ketahanan sarana distribusi dan 

laboratorium. Oleh karena itu, adaptasi regulasi dan transformasi menuju 

sistem pengawasan yang lebih responsif, digital, dan tangguh terhadap 

perubahan iklim menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan, 

mutu, dan khasiat produk obat dan makanan secara berkelanjutan.
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 ï 2029 

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan 

untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan 

mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama 

jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk 

meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis BBPOM di 

Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 

2025-2029. 

BBPOM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah 

Menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Kupang yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai 

kewenangan, tugas dan fungsinya yang mengacu pada Renstra BPOM 2025-

2029 serta Asta Cita Presiden. 

 

TERWUJUDNYA SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG 

AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING 

DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SEHAT DAN SEJAHTERA 

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045 

 Gambar 2.1 Visi Badan POM 

 

Untuk mewujudkan visi diatas, BBPOM di Kupang telah merumuskan 4 (empat) 

misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi 

organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi ï Presiden Terpilih. 

Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, 

sebagaimana penjelasan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2 Asta Cita Presiden 

 

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu ñMemperkuat 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, 

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran 

perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang 

disabilitasò, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya  

yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di 

atas. Berikut adalah misi BPOM 2025-2029: 

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur 

ekonomi yang produktif dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh 

pemangku kepentingan. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan. 
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Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan 

Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan 

Bermutu 

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih  Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.  

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing 

Industri  Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa 

dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM. 

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien 

serta Layanan Publik yang Prima. 

 

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk 

mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian 

tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 

bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen 

Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai 

POM di Kupang Nomor HK.02.02.4B.09.24.186 Tahun 2024 tentang Rencana  

Kinerja Tahunan 2025 tanggal 20 September 2024.  

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 disusun mengacu pada dokumen 

Rancangan Renstra BBPOM di Kupang  2025 ï 2029, yang memuat  sasaran 

kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025 sehubungan dengan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis 

sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2025. Selanjutnya BBPOM di 

Kupang  juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing 

sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan 

sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian 

sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut 

selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga 
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digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah rincian target 

kinerja yang tercantum pada dokumen RKT 2025: 

 

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan 2025 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 

 

 

 

 

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan produk 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

  

  

  

  

Persentase Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar 

100 

Persentase sarana pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

26 

 

Persentase pangan olahan dalam 

kemasan yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar 

100 

Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang diuji 

sesuai standar 

 

100 

Persentase PIRT yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar 

100 

2 Meningkatnya 

tindaklanjut 

rekomendasi hasil 

pengawasan oleh 

lintas sektor 

Persentase rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

disampaikan ke stakeholder tepat 

waktu 

 

100 

3 Meningkatnya 

efektivitas 

pemeriksaan sarana 

produksi dan 

distribusi Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

Persentase sarana produksi 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

100 

Persentase sarana produksi 

Pangan Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

100 

Persentase sarana distribusi 

Sediaan Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

100 

Persentase sarana distribusi 

Pangan Olahan yang diperiksa 

100 
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NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

Persentase iklan sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan 

100 

4 Meningkatnya 

Efektivitas 

Pengawasan 

Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi 

Persentase sarana produksi 

pangan fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

100 

5 Menguatnya Lab 

Pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

olahan UPT sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium 

70,2 

6 

 

 

 

Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

masing-masing 

wilayah kerja UPT 

  

  

  

Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

96,7 

Jumlah sekolah pangan jajanan 

anak usia sekolah (PJAS) aman 

10 

Jumlah desa pangan aman 

 

4 

Jumlah pasar pangan aman 

berbasis komunitas 

1 

7 
Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

Persentase UMKM yang 

didampingi dan memperoleh 

rekomendasi sertifikat cara 

pembuatan OBA, Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB Pangan 

Olahan 

81,5 

8 Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang efektif di 

wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

UPT 

90 

9 Terlaksananya 

kegiatan 

pemantauan siber 

dan deteksi 

Jumlah Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diselesaikan 

oleh UPT 

14 
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NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang efektif 

10 Layanan Publik UPT 

yang prima 

Indeks Pelayanan Publik UPT 4,75 

11 

 

 

 

Terwujudnya 

tatakelola 

pemerintah Unit 

Organisasi yang 

optimal 

 

Nilai Pembangunan ZI 88,33 

Nlai AKIP 

 

82,83 

Nilai Kinerja Anggaran 89,68 

Indeks Manajemen Risiko 3,4 

 

2.3. PERJANJIAN KINERJA 

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi 

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2025 disahkan, 

pada akhir Desember tahun 2024 Balai POM di Kupang segera menyusun 

Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 

dan DIPA Balai POM di Kupang sebagai wujud nyata komitmen antara 

penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah 

Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi 

dan kinerja aparatur. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 

penyesuaian target terhadap beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil reviu 

dari Unit Pengampu dan memperhatikan rancangan Renstra BBPOM di 

Kupang. Berikut adalah Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025. 

 

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2025 

1 Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan produk 
Sediaan Farmasi 

1 Persentase sampel Sediaan 
Farmasi berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

85% 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2025 

dan Pangan Olahan 
di wilayah kerja UPT 

2 Persentase sarana pelayanan 
kesehatan yang telah 
melaporkan KTD/ESO ke 
BPOM 

26% 

3 Persentase sampel Pangan 
Olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

80% 

4 Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang diuji 
sesuai standar 

100% 

5 Persentase sampel PIRT 
berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai  
ketentuan 

85% 

6 Persentase rekomendasi 
hasil pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
yang disampaikan ke 
stakeholder tepat waktu 

84% 

7 Persentase sarana produksi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

95% 

8 Persentase sarana produksi 
Pangan Olahan yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80% 

9 Persentase sarana distribusi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96,13% 

10 Persentase sarana distribusi 
Pangan Olahan yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80% 

11 Persentase iklan sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
yang diawasi sesuai 
ketentuan 

82,48% 

2 

Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi 

12 Persentase sarana produksi 
pangan fortifikasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

50% 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2025 

3 Menguatnya Lab 
Pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
di wilayah kerja UPT 

13 Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan Farmasi 
dan Pangan olahan UPT 
sesuai Standar Kemampuan 
Laboratorium 

70,2 
Nilai 

4 Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 
wilayah kerja UPT 

14 Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di wilayah kerja UPT 

87,09 % 

15 Jumlah sekolah yang 
melaksanakan pembudayaan 
keamanan pangan 

10 
Sekolah 

16 Jumlah desa pangan aman 4 Desa 

17 Jumlah pasar pangan aman 
berbasis komunitas 

1 Pasar 

5 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan standar 
keamanan dan mutu 

18 Persentase UMKM yang 
didampingi dan memperoleh 
rekomendasi sertifikat cara 
pembuatan OBA, Kos yang 
baik dan/atau IP CPPOB 
Pangan Olahan 

81% 

6 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja UPT 

19 Persentase Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan di UPT 

93% 

7 Terlaksananya 
kegiatan deteksi 
kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja UPT 

19 Persentase Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai standar 

90% 

8 Layanan Publik UPT 
yang prima 

24 Indeks Pelayanan Publik UPT 4,70 
Indeks 

9 Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintah Unit 
Organisasi yang 
optimal 

25 Nilai Pembangunan ZI 90 Nilai 

26 Nilai AKIP 80,5 
Nilai 

27 Nilai Kinerja Anggaran 93,77 
Nilai 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2025 

28 Indeks Manajemen Risiko 3 
Indeks 

 

 

Sehubungan dengan Proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 

2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang 

berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka 

berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan BPOM sehingga dilakukan revisi terhadap dokumen 

Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merujuk pada Nota Dinas Sekretaris Utama 

Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK 

dan RAPK 2025, sehingga seluruh unit kerja melakukan revisi dokumen 

Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk 

mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Renstra BPOM 2025-2029. 

Revisi Perjanjian Kinerja ini memuat dan memperbaharui kembali breakdown 

target kinerja yang mengacu pada hasil desk kesepakatan target antara UPT 

dan Unit Pengampu yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2025. Revisi 

Perjanjian Kinerja BBPOM di Kupang dilakukan juga karena adanya 

peningkatan klasifikasi UPT dari Balai menjadi Balai Besar serta adanya 

pergantian pimpinan atau pejabat pada BBPOM di Kupang. Berikut adalah 

revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025: 

 

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2025 

1 Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan produk 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

1 Persentase sampel Sediaan 
Farmasi berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

90% 

2 Persentase sarana 
pelayanan kesehatan yang 
telah melaporkan KTD/ESO 
ke BPOM 

26% 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2025 

3 Persentase sampel Pangan 
Olahan berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91% 

4 Persentase sampel KLB 
keracunan pangan yang diuji 
sesuai standar 

100% 

5 Persentase sampel PIRT 
berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai  
ketentuan 

91% 

6 Persentase rekomendasi 
hasil pengawasan Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
yang disampaikan ke 
stakeholder tepat waktu 

84% 

7 Persentase sarana produksi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

95,5% 

8 Persentase sarana produksi 
Pangan Olahan yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91% 

9 Persentase sarana distribusi 
Sediaan Farmasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96,13% 

10 Persentase sarana distribusi 
Pangan Olahan yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91% 

11 Persentase iklan sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan 
yang diawasi sesuai 
ketentuan 

85,68% 

12 Persentase label produk 
tembakau dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi 
sesuai standar 

80% 

13 Persentase pemenuhan 
target pengendalian AMR di 
wilayah UPT 

100% 

14 Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan Farmasi 
dan Pangan olahan UPT 

72,5 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2025 

sesuai Standar Kemampuan 
Laboratorium 

15 Persentase Kabupaten/Kota 
yang didampaingi dalam 
pencapaian Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

10% 

2 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan Sarana 
Produksi Pangan 
Fortifikasi 

16 Persentase sarana produksi 
pangan fortifikasi yang 
diperiksa dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

50% 

3 Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 
wilayah kerja UPT 

17 Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di wilayah 
kerja UPT 

87,09 

18 Jumlah sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan keamanan 
pangan 

10 

19 Jumlah desa pangan aman 4 

20 Jumlah pasar pangan aman 
berbasis komunitas 

1 

5 Meningkatnya 
pendampingan UMKM 
dalam pemenuhan 
standar keamanan dan 
mutu 

21 Persentase UMKM yang 
didampingi dan memperoleh 
rekomendasi sertifikat cara 
pembuatan OBA, Kos yang 
baik dan/atau IP CPPOB 
Pangan Olahan 

13,95% 

6 Terlaksananya 
Penindakan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja 
UPT 

22 Persentase Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

93% 

7 Terlaksananya 
kegiatan deteksi 
kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
efektif di wilayah kerja 
UPT 

23 Persentase Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai standar 

90% 

8 Layanan Publik UPT 
yang prima 

24 Indeks Pelayanan Publik 
UPT 

4,70 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Target 
2025 

9 Terwujudnya tatakelola 
pemerintah Unit 
Organisasi yang 
optimal 

25 Nilai Pembangunan ZI 90 

26 Nilai AKIP 80,5 

27 Nilai Kinerja Anggaran 5 

28 Indeks Manajemen Risiko 3 

 

 

 

 

 

Penjelasakan terkait Perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut: 

1. Terdapat perubahan target dan manual indikator pada beberapa indikator 

yaitu: 

¶ Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan  

¶ Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan 

¶ Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan mengalami perubahan manual Indikator kinerja pada 

cara perhitungannya yang dilatarbelakangi karena tidak semua UPT 

mempunyai komoditi UMKM sehingga dilakukan perubahan target PK 

2025 semula 81% menjadi 13,95%. 

2. Terdapat penambahan 3 indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 

Tahun 2025 yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok 

elektronik yang diawasi sesuai standar dengan target sebesar 80%, 

indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah 

BBPOM di Kupang dengan target sebesar 100% dan indikator Persentase 

Kegiatan : Anggaran: 
 

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 
 

Rp. 21.348.061.000 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp. 11.437.733.000 
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Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota 

Pangan Aman dengan target sebesar 10%. 

3. Terdapat perubahan cascading pada indikator Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Kupang sesuai 

Standar Kemampuan Laboratorium yang semula di cascading pada 

Sasaran Kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Kupang diubah pada Sasaran 

Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang. 

 

2.4. RENCANA  AKSI  PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk 

mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 

disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi 

terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 

mengalami penyesuaian pada bulan agustus 2025 mengacu pada hasil revisi 

Perjanjian Kinerja 2025. 

 

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 

NO IKSK 
Bulan 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

1 Persentase sampel 
sediaan farmasi 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

- 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

2 Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang telah melaporkan 
KTD/ESO 

- - - - - - - - - - - 26 

3 Persentase sampel 
pangan olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

- 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

4 Persentase sampel 
KLB keracunan pangan 
yang diuji sesuai 
standar 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

- 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

6 Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 

70 72 74 76 78 80 81 82 83 84 84 84 
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NO IKSK 
Bulan 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

7 Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

8 Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

9 Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 

10 Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

11 Persentase iklan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 

12 Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi 
sesuai standar 

- - - - - - - - - - - - 

13 Persentase pemenuhan 
target pengendalian 
AMR di wilayah UPT 

- - - - - - - - - - - - 

14 Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 

- - 65 65 65 68 68 68 70 70 70 70.2 

15 Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampaingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

- - - - - - - - - - - - 

16 Persentase cakupan 
sarana produksi 
pangan fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

0 10 35 38 40 42 45 48 50 50 50 50 

17 Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

- - 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 

18 Jumlah Sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

0 0 20 30 40 50 60 70 75 85 95 10 

19 Jumlah desa pangan 
aman 

0 0 20 35 60 65 75 80 85 90 95 4 
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NO IKSK 
Bulan 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

20 Jumlah pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas 

0 0 20 30 50 60 70 80 85 90 95 1 

21 Persentase UMKM 
yang didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi sertifikat 
cara pembuatan OBA, 
Kos yang baik dan/atau 
IP CPPOB pangan 
olahan 

10 10 20 30 40 50 60 70 75 80 90 81 

22 Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

- - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 93 

23 Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai 
standar 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90 

24 Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

- - - - - - - - - - - 4.7 

25 Nilai Pembangunan ZI 
UPT BPOM 

- - - - - - - - - - - 90 

26 Nilai AKIP UPT BPOM - - - - - - - - - - - 80.5 

27 Nilai Kinerja Anggaran 
UPT BPOM 

- - - - - - - - - - - 5 

28 Indeks Manajemen 
Risiko UPT BPOM 

- - - - - - - - - - - 3 

 

 

Berdasarkan hasil monitoring kinerja bulanan BBPOM di Kupang serta 

adanya revisi dokumen PK sehubungan dengan pemuktahiran Renstra 

BBPOM di Kupang terdapat perubahan pada target RAPK, berikut adalah 

rincian target RAPK yang telah direvisi: 

 

Tabel 2.5 Rincian target RAPK yang telah direvisi 

NO IKSK 
Bulan 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

1 Persentase sampel 
sediaan farmasi 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

- 85 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 

2 Persentase fasilitas 
pelayanan kesehatan 
yang telah melaporkan 
KTD/ESO 

- - - - - - - - - - - 26 

3 Persentase sampel 
pangan olahan berisiko 
yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

- 80 80 80 80 80 80 91 91 91 91 91 



 

36 
 

NO IKSK 
Bulan 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

4 Persentase sampel 
KLB keracunan pangan 
yang diuji sesuai 
standar 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

- 85 85 85 85 85 85 91 91 91 91 91 

6 Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

70 72 74 76 78 80 81 84 84 84 84 84 

7 Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

95 95 95 95 95 95 95 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 

8 Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80 80 80 80 80 80 80 91 91 91 91 91 

9 Persentase fasilitas 
distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13 

10 Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

80 80 80 80 80 80 80 91 91 91 91 91 

11 Persentase iklan 
sediaan farmasi dan 
pangan olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 85.68 85.68 85.68 85.68 85.68 

12 Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi 
sesuai standar 

- - - - - - - 80 80 80 80 80 

13 Persentase pemenuhan 
target pengendalian 
AMR di wilayah UPT 

- - - - - - - - - - - 100 

14 Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 

- - 65 65 65 68.78 68.78 68.78 69.49 69.49 69.49 72.5 

15 Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampaingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

- - - - - - - - - - - 10 

16 Persentase cakupan 
sarana produksi 
pangan fortifikasi yang 
diperiksa dan 

0 10 35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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NO IKSK 
Bulan 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

17 Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

- - 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09 

18 Jumlah Sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

0 0 20 30 40 50 60 85 95 95 100 10 

19 Jumlah desa pangan 
aman 

0 0 20 35 60 65 75 75 80 80 100 4 

20 Jumlah pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas 

0 0 20 30 50 60 70 85 95 95 100 1 

21 Persentase UMKM 
yang didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi sertifikat 
cara pembuatan OBA, 
Kos yang baik dan/atau 
IP CPPOB pangan 
olahan 

10 10 20 30 40 50 60 82 83 84 85 13.95 

22 Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT 

- - 10 20 30 40 50 55 60 70 80 93 

23 Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesaikan sesuai 
standar 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90 

24 Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

- - - - - - - - - - - 4.7 

25 Nilai Pembangunan ZI 
UPT BPOM 

- - - - - - - - - - - 90 

26 Nilai AKIP UPT BPOM - - - - - - - - - - - 80.5 

27 Nilai Kinerja Anggaran 
UPT BPOM 

- - - - - - - - - - - 5 

28 Indeks Manajemen 
Risiko UPT BPOM 

- - - - - - - - - - - 3 

 

 

2.5. METODE  PENGUKURAN 

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya 

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan 

melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai 

untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan 

dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan yang telah ditetapkan dan disahkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan 

secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe 



 

38 
 

Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. 

Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, 

yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.  

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan 

target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator 

kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara 

menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya 

dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan 

cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti 

rumus di bawah ini: 

 

 

 

 

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja 

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja 

unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian 

kinerja sebagaimana ketentuan berikut: 

1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi 

menjadi 110%; dan 

2) Jika capaian kinerja setiap indikator Ò110% maka tidak dilakukan 

normalisasi. 

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut: 
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c. Capaian Perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka 

menengah dalam kategori sebagai berikut: 

 

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian 

sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk 

sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan 

pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk BBPOM di Kupang, 

masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKSK, 

memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah 

rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS): 

 

 

 

 

 

Pengukuran Efisiensi 

Pengukuran efisensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan 

menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ 

lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output 

yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi 

daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan 

membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks 

efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian 

input, sesuai dengan rumus: 

 

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {(bobot x %capaian)1 + (bobot x 

%capaian)2 + ....(bobot x %capaian)n}/ n 
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Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan 

dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks 

efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan 

dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai 

berikut: 

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien 

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap kurang efisien 

 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

1. Jenis NKO 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari: 

a) NKO Periodik 

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara 

triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian 

kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah 

indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. 

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola 

distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. 

b) NKO Tahunan 

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir 

tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran 

(pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, 

NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu: 

¶ Capaian Perjanjian Kinerja 

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap 

kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam 

laporan kinerja. 

¶ Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil 

evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada BBPOM di 

Manado merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan diterbitkan oleh 

IE = %Capaian Output / %Capaian Input 
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inspektorat yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi 

Pemerintah dengan faktor koreksi dari capaian kine rja yang 

dinormalisasi sebagai berikut : 

 

2. Predikat NKO 

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 

2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian 

sesuai tabel berikut.  

 

Dalam implementasi atas pengukuran kinerja di BBPOM di Kupang, 

masing-masing fungsi/bagian menyampaikan perkembangan rencana 

aksinya setiap bulan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya capaian kinerja. 

3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk 

mencapai tujuan/sasaran. 

4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran. 

5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan. 

6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja. 

7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya. 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. CAPAIAN  KINERJA ORGANISASI 

Laporan kinerja tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja BBPOM 

di Kupang selama periode Tahun 2025. Capaian Kinerja BBPOM di Kupang 

tahun 2025 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target 

sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPOM di Kupang sebagaimana tercantum pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan 

aplikasi SIMETRIS E-Performance, diperoleh data capaian Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) tahun 2025 sebesar 92,21% dengan predikat Baik. Berikut 

rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Kupang  pada tahun 2025: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 3.1 Grafik NKO tahun 2025 
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Tabel 3.1 Perhitungan NKO BBPOM di Kupang 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target  Realisasi  
%Capaian 
Terhadap 

Target 

Normalisa
si 

Capaian 
Keterangan 

1 Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan 
produk Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

1 Persentase 
sampel Sediaan 
Farmasi berisiko 
yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

90,00 99,04 110,04 110,00  Tidak Dapat 
Disimpulkan  

2 Persentase sarana 
pelayanan 
kesehatan yang 
telah melaporkan 
KTD/ESO ke 
BPOM 

 26,00 28,26 108,69 108,69  Sangat Baik 

3 Persentase 
sampel Pangan 
Olahan berisiko 
yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91,00 100,00 109,89 109,89  Sangat Baik  

4 Persentase 
sampel KLB 
keracunan pangan 
yang diuji sesuai 
standar 

100,00 100,00 100,00 100,00  Baik  

5 Persentase 
sampel  PIRT 
berisiko yang  
ditindaklanjuti 
sesuai  
ketentuan 

91,00 100,00 109,89 109,89  Sangat Baik  

6 Persentase 
rekomendasi hasil 
pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
disampaikan ke 
stakeholder tepat 
waktu 

84,00 89,67 106,75 106,75  Sangat Baik  

7 Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

95,50 100,00 104,71 104,71  Sangat Baik  
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target  Realisasi  
%Capaian 
Terhadap 

Target 

Normalisa
si 

Capaian 
Keterangan 

8 Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91,00 100,00 109,89 109,89  Sangat Baik  

9 Persentase sarana 
distribusi Sediaan 
Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96,13 100,00 104,03 104,03  Sangat Baik  

10 Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91,00 100,00 109,89 109,89  Sangat Baik  

11 Persentase iklan 
sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

85,68 98,37 114,81 110,00  Tidak Dapat 
Disimpulkan  

    12 Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 
diawasi sesuai 
standar 

80,00 80,20 100,25 100,25  Sangat Baik  

    13 Persentase 
pemenuhan target 
pengendalian 
AMR di wilayah 
UPT 

100,00 104,75 104,75 104,75  Sangat Baik  

    14 Nilai pemenuhan 
Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
olahan UPT sesuai 
Standar 
Kemampuan 
Laboratorium 

72,50 77,10 106,34 106,34  Sangat Baik  

    15 Persentase 
Kabupaten/Kota 
yang didampaingi 
dalam pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

10,00 10,00 100,00 100,00  Baik 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target  Realisasi  
%Capaian 
Terhadap 

Target 

Normalisa
si 

Capaian 
Keterangan 

2 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi 

16 Persentase sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

50,00 50,00 100,00 100,00  Baik  

3 Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 
wilayah kerja UPT 

17 Tingkat efektivitas 
KIE Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

87,09 90,51 103,93 103,93  Sangat Baik  

18 Jumlah sekolah 
yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

10 10 100,00 100,00  Baik  

19 Jumlah desa 
pangan aman 

4 4 100,00 100,00  Baik  

20 Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis 
komunitas 

1 1 100,00 100,00  Baik  

4 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 
standar keamanan 
dan mutu 

21 Persentase UMKM 
yang didampingi 
dan memperoleh 
rekomendasi 
sertifikat cara 
pembuatan OBA, 
Kos yang baik 
dan/atau IP 
CPPOB Pangan 
Olahan 

13,95 19,77 141,72 110,00  Tidak Dapat 
Disimpulkan  

5 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja UPT 

22 Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
UPT 

93,00 71,00 76,34 76,34  Cukup  

6 Terlaksananya 
kegiatan deteksi 
kejahatan di bidang 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang efektif 
di wilayah kerja 
UPT 

23 Persentase 
Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang diselesaikan 
sesuai standar 

90,00 100,00 111,11 110,00 Tidak Dapat 
Disimpulkan 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target  Realisasi  
%Capaian 
Terhadap 

Target 

Normalisa
si 

Capaian 
Keterangan 

7 Layanan Publik 
UPT yang prima 

24 Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

4,70 4,92 104,68 104,68  Sangat Baik  

8 Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintah Unit 
Organisasi yang 
optimal 

25 Nilai 
Pembangunan ZI 

90,00 87,17 96,86 96,86  Baik  

26 Nilai AKIP 80,50 78,15 97,08 97,08  Baik 

27 Nilai Kinerja 
Anggaran 

5,00 4,00 80,00 80,00  Cukup  

28 Indeks Manajemen 
Risiko 

3,00 2,84 94,67 94,67  Baik  

TOTAL CAPAIAN 2581,77 

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 92,21 

PREDIKAT NKO Baik 

 

 

 

A. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA 

Pada bulan agustus 2025 terdapat perubahan terhadap Perjanjian Kinerja 

BBPOM di Kupang. Berdasarkan hasil Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja 

pada tahun 2025, namun terdapat beberapa indikator kinerja yang dilakukan 

pengukuran kinerja pada akhir tahun. Berikut adalah pencapaian masing-masing 

Indikator Kinerja tersebut:  

  

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun 2025 

SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

1 Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan 
produk Sediaan 
Farmasi dan 

1 Persentase sampel 
Sediaan Farmasi 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

90,00 99,19 110,21  Tidak Dapat 
Disimpulkan  
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SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

Pangan Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

2 Persentase sarana 
pelayanan 
kesehatan yang 
telah melaporkan 
KTD/ESO ke 
BPOM 

26,00 28,26 108,69 Sangat 
Baik 

3 Persentase sampel 
Pangan Olahan 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91,00 100,00 109,89  Sangat Baik  

4 Persentase sampel 
KLB keracunan 
pangan yang diuji 
sesuai standar 

100,00 100,00 100,00  Baik  

5 Persentase sampel 
PIRT berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai  
ketentuan 

91,00 100,00 109,89  Sangat Baik  

6 Persentase 
rekomendasi hasil 
pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
yang disampaikan 
ke stakeholder 
tepat waktu 

84,00 89,67 106,75  Sangat Baik  

7 Persentase sarana 
produksi Sediaan 
Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

95,5 100,00 104,71  Sangat Baik  

8 Persentase sarana 
produksi Pangan 
Olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91,00 100,00 109,89  Sangat Baik  

9 Persentase sarana 
distribusi Sediaan 
Farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

96,13 100,00 104,03  Sangat Baik  
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SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

10 Persentase sarana 
distribusi Pangan 
Olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91,00 100,00 109,89  Sangat Baik  

11 Persentase iklan 
sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
yang diawasi 
sesuai ketentuan 

85,68 98,37 114,81  Tidak Dapat 
Disimpulkan  

    12 Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 
diawasi sesuai 
standar 

80,00 80,56 100,70  Sangat Baik  

    13 Persentase 
pemenuhan target 
pengendalian AMR 
di wilayah UPT 

100,00 104,75 104,75 Sangat Baik 

    14 Nilai pemenuhan 
Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan olahan 
UPT sesuai 
Standar 
Kemampuan 
Laboratorium 

72,50 77,10 106,34  Sangat Baik  

    15 Persentase 
Kabupaten/Kota 
yang didampaingi 
dalam pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

10,00 10,00 100,00 Baik  

2 Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana Produksi 
Pangan Fortifikasi 

16 Persentase sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

50,00 50,00 100,00  Baik  

3 Meningkatnya 
efektivitas KIE di 
masing-masing 
wilayah kerja 
UPT 

17 Tingkat efektivitas 
KIE Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

87,09 90,51 103,93  Sangat Baik  
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SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

18 Jumlah sekolah 
yang melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

10 10 100,00  Baik  

19 Jumlah desa 
pangan aman 

4 4 100,00  Baik  

20 Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis komunitas 

1 1 100,00 Baik 

4 Meningkatnya 
pendampingan 
UMKM dalam 
pemenuhan 
standar 
keamanan dan 
mutu 

21 Persentase UMKM 
yang didampingi 
dan memperoleh 
rekomendasi 
sertifikat cara 
pembuatan OBA, 
Kos yang baik 
dan/atau IP CPPOB 
Pangan Olahan 

13,95 19,77 141,72 Tidak Dapat 
Disimpulkan 

5 Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
efektif di wilayah 
kerja UPT 

22 Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
UPT 

93,00 71,00 76,34 Cukup  

6 Terlaksananya 
kegiatan deteksi 
kejahatan di 
bidang Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang efektif di 
wilayah kerja 
UPT 

23 Persentase 
Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang diselesaikan 
sesuai standar 

90,00 100,00 111,11 Tidak Dapat 
Disimpulkan 

7 Layanan Publik 
UPT yang prima 

24 Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

4,70 4,92 104,68 Sangat Baik 

8 Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintah Unit 
Organisasi yang 
optimal 

25 Nilai Pembangunan 
ZI 

90,00 87,17 96,86  Baik  

26 Nilai AKIP 80,50 78,15 97,08 Baik 

27 Nilai Kinerja 
Anggaran 

5,00 4,00 80,00 Cukup  
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SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI  %CAPAIAN  KATEGORI 

28 Indeks Manajemen 
Risiko 

3,00 2,84 94,67  Baik  

 

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis 

yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Kupang, sebagai berikut: 

 

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan  

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran 

kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:  

a. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen 

kesehatan, dan kosmetik.  

b. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih 

menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan 

diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur 

melalui pedoman sampling dan pengujian.  

c. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari 

pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan 

penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.  

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan 

terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman 

tindak lanjut yang berlaku.  

e. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis 

Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang 

telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sampel 

Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 

dapat dilihat berikut ini:  

 

 



 

2 
 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase sampel 
Sediaan Farmasi 
berisiko yang 
Ditindaklanjuti Sesuai  
Ketentuan 

90 99,19 110,21 Tidak dapat 
disimpulkan 

 

 

Realisasi IKSK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,19% dari target 90% dengan 

capaian terhadap target sebesar 110,0% dengan kategori tidak dapat 

disimpulkan. Realisasi IKSK sampai dengan Agustus 2025 masih dalam 

kategori Sangat Baik, namun dari September sampai Desember 2025 

terjadi peningkatan capaian sehingga realisasi tinggi dan kategori capaian 

berubah menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan karena 

adanya kelebihan kategori sampel dari kelas terapi musculoskeletal dan 

system saraf pusat yang disampling dari sarana tidak berijin. Sarana tidak 

berijin di Provinsi NTT banyak menjual obat dari kelas terapi 

musculoskeletal dan system saraf pusat. Hal ini meningkatkan jumlah 

sampel yang diambil dan diuji sehingga capaian melebihi target dan tidak 

dapat disimpulkan.  

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase 
sampel Sediaan 
Farmasi 
Berisiko yang 
Ditindaklanjuti 
Sesuai  
Ketentuan 
 

2024 - - - - 

2025 90 99,19 110,21 Tidak dapat 
disimpulkan 

 

 

IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun 

sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025. 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase sampel 
Sediaan Farmasi 
Berisiko yang 
Ditindaklanjuti Sesuai  
Ketentuan 

94 99,19 105,52 
 

Tercapai / 
Melampaui 

 

 

IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal karena persentase 

realisasi yang dicapai 99,19% lebih besar dari target akhir Renstra yang 

ditetapkan yaitu sebesar 94%, sehingga dikategorikan 

Tercapai/Melampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sampel 

sediaan farmasi berisiko yang dipilih menggunakan metode targeted atau 

purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko 

sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian, telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.2 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti 
Sesuai Ketentuan 

 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

99,19

95,08
97,7

93,77

86,4

Persentase Sampel Sediaan Farmasi 
Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan
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Realisasi IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada BBPOM di Kupang tahun 2025 

mencapai 99,19%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian BBPOM 

di Bandar Lampung sebesar 97,7%, BBPOM di Makassar sebesar 95,08% 

dan BBPOM di Banda Aceh sebesar 93,77%. Apabila dibandingkan 

dengan target nasional sebesar 86,40%, capaian BBPOM di Kupang 

menunjukkan kinerja yang berada jauh di atas target nasional. Hal ini 

mencerminkan bahwa pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut 

terhadap sediaan farmasi berisiko telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Realisasi IKSK telah berhasil mencapai, bahkan melampaui target yang 

ditetapkan. Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung 

yang secara sistematis memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan, 

antara lain: 

1) Kerja sama lintas fungsi yang optimal antar unit dalam setiap tahapan 

proses, mulai dari perencanaan sampling, penerimaan sampel, 

perencanaan pengujian, hingga pengadaan reagen dan media, 

berjalan dengan baik. Koordinasi yang terstruktur ini memastikan 

kelancaran operasional dan mengurangi potensi hambatan. 

2) Ketersediaan daftar kemampuan uji laboratorium baik Kimia maupun 

mikrobiologi secara regional, sehingga mempermudah petugas dalam 

pelaksanaan sampling. Hal ini meningkatkan efisiensi serta akurasi 

pelaksanaan pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian. 

3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap seluruh 

tahapan bisnis proses, mulai dari sampling, penerimaan sampel di 

TPS, hingga pengujian. Mekanisme ini memungkinkan identifikasi dini 

terhadap kendala maupun potensi masalah, sehingga langkah mitigasi 

dapat segera dilakukan. 

Terhadap capaian IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko 

yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah dilakukan identifikasi risiko 

dengan peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji. Aktivitas 
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pengendalian yang dilakukan adalah rapat koordinasi (nota dinas, daftar 

hadir, notulen), monitoring dan evaluasi timeline pengujian. Dengan 

identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat 

dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tetap 

dilaksanakan secara optimal. Tahun 2025, IKSK ini dikaitkan dengan 

peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji dan sampel rusak atau 

hilang pada proses pengiriman. 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala

/Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana 

Tindak Lanjut 

Timeli

ne 

Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kod

e 

Risi

ko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 1 Persentas

e Sampel 

Sediaan 

Farmasi 

Berisiko 

yang 

Ditindaklan

juti Sesuai 

Ketentuan 

Realisasi 

tercapai, 

tidak ada 

kendala 

Terus ditingkatkan 

secara terstruktur 

penguatan kerja 

sama lintas fungsi 

antar unit dalam 

setiap tahapan 

proses mulai dari 

perencanaan 

sampling, 

penerimaan sampel, 

perencanaan 

pengujian, hingga 

pengadaan reagen 

untuk memastikan 

kelancaran 

operasional 

sekaligus 

meminimalkan 

potensi hambatan. 

Melaksanakan 

rapat koordinasi 

secara berkala 

setiap bulan 

untuk 

memastikan 

keselarasan 

perencanaan 

sampling, 

penerimaan 

sampel, 

pengujian, dan 

pengadaan 

reagen. 

Jan-

Des 

2026 

Y O-4 Keterlambata

n pelaporan 

hasil uji 

      Mengoptimalkan 

pemanfaatan daftar 

kemampuan uji 

laboratorium baik 

kimia maupun 

mikrobiologi, dan 

dimanfaatkan secara 

konsisten sebagai 

acuan dalam 

pelaksanaan 

sampling. 

 

Melakukan 

sosialisasi 

internal 

mengenai daftar 

kemampuan uji 

laboratorium 

kimia dan 

mikrobiologi 

agar seluruh 

petugas 

memahami dan 

menggunakanny

a secara 

konsisten 

Jan-

Des 

2026 

Y O-4 Keterlambata

n pelaporan 

hasil uji 
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      Monitoring dan 

evaluasi bulanan 

terhadap seluruh 

tahapan bisnis 

proses perlu 

dipertahankan dan 

diperkuat sebagai 

mekanisme dalam 

mengidentifikasi dini 

kendala maupun 

potensi masalah, 

sehingga langkah 

mitigasi dapat 

segera dilakukan 

untuk menjaga 

keberlanjutan 

pencapaian target. 

Menetapkan 

rencana bulanan 

sampling, 

penerimaan 

sampel, dan 

pengujian 

sebagai dasar 

evaluasi. 

Jan-

Des 

2026 

Y O-6 Sampel rusak 

atau hilang 

pada proses 

pengiriman 

 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh: 

1) Pelaksanaan kegiatan sampling secara konsisten sesuai Renlak dan 

Pedoman Sampling  

2) Koordinasi dengan KMEI dan Ditwas terkait untuk memastikan setiap 

kendala dapat segera diatasi, sehingga kelancaran operasional tetap 

terjaga. 

3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di laboratorium melalui 

on the job training (OJT) bagi personel baru dan memperkuat 

kompetensi petugas dalam melaksanakan sampling sesuai ketentuan. 

4) Evaluasi penerimaan sampel untuk masing-masing komoditi secara 

rutin setiap bulan berfungsi sebagai mekanisme monitoring 

berkelanjutan. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap 

potensi masalah dan memastikan tindak lanjut terhadap sampel 

berisiko dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan. 

 

2. Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran 

kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah: 

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada 
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perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, 

preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). 

b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak 

diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum 

tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan 

Farmakovigilans). 

c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang 

merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya 

digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi 

penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan 

Farmakovigilans). 

d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan 

keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). 

e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan 

keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi 

yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan). 

f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan 

jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans 

oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.  



 

8 
 

g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans 

yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga 

Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. 

h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik 

yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun 

berjalan. 

i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti 

mengikuti KIE Farmakovigilans. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana 

Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM tahun 

2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase Sarana 
Pelayanan Kesehatan 
yang Telah Melaporkan 
KTD/ESO ke BPOM 

26,00 28,26 108,69 Sangat Baik 
 
 

 

Realisasi IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah 

Melaporkan KTD/ESO ke BPOM pada tahun 2025 mencapai 28,26%, 

dengan capaian terhadap target sebesar 108,69% dan dikategorikan 

Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi % Capaian Kategori 

Persentase 
Sarana 
Pelayanan 
Kesehatan 
yang Telah 
Melaporkan 
KTD/ESO ke 
BPOM 

- - - - - 

2025 26,00 28,26 108,69 Sangat 
Baik 
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IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan 

tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase Sarana 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
Telah Melaporkan 
KTD/ESO ke 
BPOM 

30,00 28,26 94,20  
 
 

Akan 
Tercapai  

 
 

 

IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM menunjukkan kinerja yang cukup optimal karena 

persentase realisasi yang dicapai 94,20% lebih kecil dari target akhir 

Renstra yang ditetapkan yaitu sebesar 30%, sehingga dikategorikan Akan 

Tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang 

telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di 

Kupang pada 2025 terhadap target Renstra belum mencapai target. 

Tenaga Medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 

perlu peningkatan kesadaran untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi 

melalui kegiatan pendampingan dan pemberian apresiasi bagi yang 

melaporkan secara rutin.  

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 
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Gambar 3.3 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan 
KTD/ESO ke BPOM 

 

Realisasi IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah 

Melaporkan KTD/ESO ke BPOM pada BBPOM di Kupang tahun 2025 

mencapai 28,26%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan BBPOM di 

Makassar sebesar 28%, BBPOM di Bandar Lampung sebesar 26,67% dan 

BBPOM di Aceh sebesar 26,66%. Apabila dibandingkan dengan target 

nasional sebesar 26%, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja 

yang sangat optimal dan berada jauh di atas target nasional. Hal ini 

mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terkait pelaporan 

KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kefarmasian serta tindak lanjut terhadap 

IKSK tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Realisasi IKSK telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. 

Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang secara 

sistematis memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan, antara lain: 

1) Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan untuk mengetahui 

kendala terkait pelaporan KTD/ESO dan tindak lanjut perbaikan 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

28,26
28

26,67 26,66

26

Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan 
yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
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2) Pelaksanaan pendampingan dan desk kepada tenaga medis/tenaga 

Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapat 

bimtek KTD/ESO 

3) Pemberian apresiasi secara tertulis kepada fasilitas pelayanan 

Kesehatan yang melaporkan KTD /ESO melalui E-MESO 

Terhadap capaian IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang 

Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM telah dilakukan identifikasi risiko 

untuk mengelola atau mengurangi risiko yang teridentifikasi yang dapat 

memengaruhi kinerja atau capaian IKSK. Peristiwa risiko yang dapat 

dikaitkan dengan IKSK ini adalah sarana pelayanan kesehatan yang 

melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-Meso rendah, sehingga untuk  

mitigasi risiko atau perbaikan, aktivitas pengendalian yang disiapkan 

adalah melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada 

tenaga kesehatan di sarana pelayanan kefarmasian terkait 

farmakovigilans dan cara pelaporan KTD/ESO melalaui aplikasi e-Meso, 

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melaksanakan 

advokasi kepada stakeholder. Dengan adanya identifikasi risiko dan 

aktivitas pengendalian yang tepat maka kinerja IKSK ini dapat tercapai 

dengan kategori Sangat Baik.  

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala

/Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kod

e 

Risi

ko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 1 Indikator 

Persenta

se 

Sampel 

Sediaan 

Farmasi 

Berisiko 

yang 

Ditindakl

anjuti 

Sesuai 

Ketentua

n 

Realisasi 

tercapai, 

tidak ada 

kendala 

Monitoring dan 

evaluasi kinerja 

bulanan untuk 

mengetahui 

kendala terkait 

pelaporan 

KTD/ESO dan 

tindak lanjut 

perbaikan  

Monitoring dan 

evaluasi kinerja 

bulanan untuk 

mengetahui 

kendala terkait 

pelaporan 

KTD/ESO dan 

tindak lanjut 

perbaikan 

Jan-Des 

2026 

Y S-3 Sarana 

pelayanan 

kesehatan 

yang 

melapork

an 

KTD/ESO 

melalui 

aplikasi e-

MESO 

rendah 
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      Pelaksanaan 

pendampingan dan 

desk secara rutin 

kepada tenaga 

medis/tenaga 

Kesehatan pada 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

telah mendapat 

bimtek KTD/ESO 

 

Pelaksanaan 

pendampingan 

dan desk secara 

rutin kepada 

tenaga 

medis/tenaga 

Kesehatan pada 

fasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

telah mendapat 

bimtek KTD/ESO 

Jan-Des 

2026 

Y S-3 Sarana 

pelayanan 

kesehatan 

yang 

melapork

an 

KTD/ESO 

melalui 

aplikasi e-

MESO 

rendah 

      Pemberian 

apresiasi secara 

konsisten kepada 

fasilitas pelayanan 

Kesehatan yang 

melaporkan KTD 

/ESO melalui E-

MESO tepat waktu. 

Pemberian 

apresiasi secara 

konsisten kepada 

fasilitas pelayanan 

Kesehatan yang 

melaporkan KTD 

/ESO melalui E-

MESO tepat waktu 

Jan-Des 

2026 

Y S-3 Sarana 

pelayanan 

kesehatan 

yang 

melapork

an 

KTD/ESO 

melalui 

aplikasi e-

MESO 

rendah 

 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh: 

1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam 

mengenali, mendokumentasikan, dan melaporkan KTD/ESO  

2) Optimalisasi aplikasi e-MESO BPOM dengan fitur user-friendly 

3) Monitoring dan evaluasi berkala kepatuhan sarana pelayanan 

kesehatan terhadap kewajiban pelaporan 

4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan 

KTD/ESO 

5) Kolaborasi lintas ektor untuk perkuatan jejaring pelaporan dan tindak 

lanjut KTD/ESO 

 

 

3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran 

kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah: 
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a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara 

atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan 

pangan industri rumah tangga.  

b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan 

evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.  

c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai 

Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak 

lanjut/ketentuan lainnya.  

d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan 

sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang 

meliputi: 

1) kesesuaian target sampel UPT; 

2) kesesuaian parameter uji; 

3) ketepatan pengambilan kesimpulan; 

4) ketepatan waktu pengambilan sampel; dan 

5) ketepatan pelaporan sampling dan pengujian 

e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya 

antara lain: 

1) Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau 

Kedaluwarsa dan TMS Pengujian; 

2) Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi; 

3) Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap 

implementasi CPPOB/ CPPOB terkait dengan hasil sampling dan 

pengujian produk TMS; 

4) Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk 

TMS; dan 

5) Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk 

dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan 

pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk 

memastikan produk tidak beredar. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja 

Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase sampel 
Pangan Olahan 
berisiko yang 
ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

91,00 100,00 109,89 Sangat Baik 
 
 

 

Realisasi IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 mencapai 100%, 

dengan capaian terhadap target sebesar 109,89% dan dikategorikan 

Sangat Baik. Pelaksanaan pengujian sampel Pangan Olahan tahun 

2025 hingga pelaporan melalui SIPT meliputi: 262 sampel BBPOM di 

Kupang, 80 sampel Loka POM Manggarai Barat, 66 sampel Loka POM 

Sumba Timur, 33 sampel Loka POM Belu, serta 1 sampel BPOM di 

Ende. Dari keseluruhan sampel tersebut, terdapat 218 sampel Pangan 

Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh BBPOM di 

Kupang dengan status Memenuhi Syarat (MS), serta 44 sampel 

dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi % Capaian Kategori 

Persentase 
sampel 
Pangan 
Olahan 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai 
ketentuan 

- - - - - 

2025 91,00 100,00 109,89 Sangat 
Baik 

 

IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan 

tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 

2025.  
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase sampel 
Pangan Olahan 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

 
95 

 
100 

 
105,26  

Tercapai / 
Melampaui 

 

 

IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal karena 

persentase realisasi yang dicapai 100% lebih besar dari target akhir 

Renstra yang ditetapkan yaitu sebesar 95%, sehingga dikategorikan 

Tercapai/Melampaui. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan 

sampel pangan olahan berisiko yang dipilih berdasarkan evaluasi dan 

kajian risiko sesuai Pedoman Sampling, teridentifikasi dan 

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta 

Target Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.4 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

 

Realisasi IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada BBPOM di Kupang tahun 2025 

mencapai 100%. Capaian ini setara dengan BBPOM di Bandar 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

100

91,31

100 97,32

84,61

Persentase sampel Pangan Olahan 
berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan
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Lampung, serta lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Banda Aceh 

sebesar 97,32% dan BBPOM di Makassar sebesar 91,31%. Apabila 

dibandingkan dengan target nasional sebesar 84,01%, capaian 

BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan 

berada jauh di atas target nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut terhadap pangan olahan 

berisiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan capaian IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan 

Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada BBPOM di 

Kupang tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: 

1) Koordinasi yang efektif antara bagian pemeriksaan dan pengujian, 

sehingga terdapat kesesuaian jumlah sampel yang diperiksa 

dengan jumlah sampel yang diuji. 

2) Ketersediaan reagen, suku cadang, dan baku pembanding yang 

memadai, sehingga pengujian dapat dilaksanakan secara optimal 

dan memenuhi parameter uji kritis. 

3) Kepatuhan terhadap timeline pengujian, di mana seluruh proses 

pengujian dapat diselesaikan tanpa melebihi batas waktu yang 

telah ditetapkan. 

4) Kompetensi penguji yang memadai, sehingga pelaksanaan 

pengujian sesuai dengan metode analisis yang tercantum dalam 

Pedoman Sampling 2025. 

Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mencerminkan efektivitas 

manajemen sumber daya, ketepatan pelaksanaan prosedur, serta 

kualitas kompetensi teknis yang mendukung keberhasilan 

pengawasan pangan olahan berisiko di wilayah kerja BBPOM di 

Kupang. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji. Sebagai bentuk 

aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah 

pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi timeline 
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pengujian. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau 

mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK 

dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.  

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala

/Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana 

Tindak Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  

3 

 

Persentase 

sampel Pangan 

Olahan berisiko 

yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

 

Tidak 

ada 

kendala 

 

 

1. Peningkatan 

koordinasi yang 

efektif antara 

bagian 

pemeriksaan dan 

pengujian, 

sehingga terdapat 

kesesuaian jumlah 

sampel yang 

diperiksa dengan 

jumlah sampel 

yang diuji 

2. Perencanaan, 

monitoring dan 

evaluasi secara 

berkala 

etersediaan 

reagen, suku 

cadang, dan baku 

pembanding 

sehingga 

pengujian dapat 

dilaksanakan 

secara optimal 

dan memenuhi 

parameter uji kritis 

3. Kepatuhan 

terhadap timeline 

pengujian, di 

mana seluruh 

proses pengujian 

dapat diselesaikan 

tanpa melebihi 

batas waktu yang 

telah ditetapkan 

4. Perncanaan dan 

peningkatan 

kompetensi SDM 

penguji secara 

berkala 

 

 

Monev 

regional 

laboratorium 

setiap triwulan 

 

 

Januari ï 

Desember 

2026 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-4 

 

Keterlamb

atan 

pelaporan 

hasil uji 
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f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Untuk menunjang keberhasilan capaian indikator Persentase Sampel 

Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, 

BBPOM di Kupang melaksanakan sejumlah kegiatan strategis, antara 

lain: 

1) Melaksanakan koordinasi antara tim pemeriksaan dan tim 

pengujian terkait jumlah rencana sampling dan pengujian sesuai 

target Rencana Pelaksanaan (Renlak) 2026. 

2) Melakukan koordinasi antara tim pemeriksaan dan Tim Pengelola 

Sampel (TPS) mengenai mekanisme pengiriman sampel. 

3) Menjalankan pengambilan sampel dan pengujian sesuai dengan 

Pedoman Sampling yang berlaku. 

4) Menyampaikan laporan hasil pengujian sampel yang berstatus 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Sistem Informasi Pengujian 

Terpadu (SIPT). 

5) Menyusun perencanaan pengadaan reagen, suku cadang, dan 

baku pembanding secara tepat guna mendukung kelancaran 

pengujian. 

6) Merancang perencanaan parameter pengujian serta pembagian 

tugas penguji untuk menciptakan kerja sama tim yang solid. 

7) Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi penguji sesuai 

dengan Metode Analisis (MA) yang diperbarui setiap tahun. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut mencerminkan komitmen terhadap 

efektivitas koordinasi, ketepatan perencanaan, serta peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, sehingga mendukung keberhasilan 

pengawasan pangan olahan berisiko secara berkelanjutan. 

 

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai 

penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga 

sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang 

sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, 

dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai 
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sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan 

atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan 

sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan 

K/L).  

Definisi IKSK indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji 

sesuai standar menjelaskan bahwa Sesuai standar adalah kesesuaian 

parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP 

berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, 

kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan 

parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga 

memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan 

dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan 

Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan: 

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan 

Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab 

Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan 

2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel 

pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sampel 

KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar tahun 2025 dapat dilihat 

berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase sampel 
KLB keracunan pangan 
yang diuji sesuai 
standar 
 

100,00 100,00 100,00  Baik 
 
 
 
 

 

Realisasi IKSK Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji 

Sesuai Standar adalah 100,00 % dengan capaian terhadap target sebesar 

100,00% dengan kategori Baik. Pelaksanaan pengujian sampel pangan 

yang diduga sebagai penyebab KLB tahun 2025 sesuai dengan pelaporan 

SIPT sebanyak 23 sampel yang terdiri dari sampel yang disampling oleh 
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petugas BBPOM bersama Dinas Kesehatan Kota Kupang sebanyak 8 

sampel dan sampel pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten (Sumba Barat Daya, Sumba Timur TTU dan TTS) sebanyak 15 

sampel pangan. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

 
Persentase 
sampel KLB 
keracunan 
pangan yang 
diuji sesuai 
standar 
 

2024 - - - - 

2025 100,00 100,00 100,00 Baik 
 

 

IKSK Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai 

Standar tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun 

sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

 
Persentase sampel 
KLB keracunan 
pangan yang diuji 
sesuai standar 
 
 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
Tercapai / 
Melampaui 

 

 

Realisasi IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji 

Sesuai Standar telah tercapai sesuai dengan target akhir Renstra yaitu 

100%, dengan kategori Tercapai/Melampaui. Hal ini menunjukkan bahwa 

realisasi kinerja telah tercapai untuk target jangka menengah yang 

ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. Keberhasilan IKSK ini 

mencerminkan kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil 

penelusuran dugaan KLB Keracunan Pangan (KP) berupa kesesuaian 

dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara 
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pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter 

permintaan uji Dinas Kesehatan. Keberhasilan ini juga menunjukkan 

adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara BBPOM di Kupang 

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam tim KLB KP.   

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.5 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai 
standar 

 

Realisasi IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji 

Sesuai Standar pada BBPOM di Kupang tahun 2025 mencapai 100%. 

Capaian ini setara dengan BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar 

Lampung dan BBPOM di Banda Aceh yaitu 100%. Apabila dibandingkan 

dengan target nasional sebesar 100%, capaian BBPOM di Kupang 

menunjukkan kinerja yang optimal karena mencapai target nasional. Hal 

ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut 

terhadap sampel KLB keracunan pangan telah dilaksanakan dan diuji 

sesuai standar.  

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai 

Standar pada BBPOM di Kupang tahun 2025 telah berhasil mencapai 

target. Keberhasilan tersebut didukung oleh sejumlah faktor, antara lain: 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda
Aceh

Target
Nasional

100 100 100 100 100

Persentase sampel KLB keracunan 
pangan yang diuji sesuai standar
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1) Penyusunan draft Surat Keputusan (SK) Tim Gerak Cepat KLB Tahun 

2025 sesuai dengan tim kerja yang bertugas mengawal indikator 

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji berdasarkan 

standar. 

2) Perencanaan pengadaan media dan reagen setelah adanya relaksasi 

anggaran. 

3) Pemantauan ketersediaan media dan reagen untuk parameter yang 

paling sering diduga sebagai penyebab KLB. 

4) Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor terkait laporan investigasi 

KLB keracunan pangan. 

5) Pengagendaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penanganan KLB 

keracunan pangan. 

6) Terjalinnya kerja sama yang baik antara BBPOM di Kupang, Dinas 

Kesehatan Kota/Kabupaten dan Badan Gizi Nasional (BGN). 

7) Kemampuan laboratorium dalam memenuhi permintaan uji terhadap 

agen yang diduga sebagai penyebab KLB. 

Sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang, direkomendasikan 

untuk mengadakan bimbingan teknis (bimtek) penanganan KLB 

keracunan pangan secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini 

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tim, memperkuat koordinasi 

lintas sektor, serta memastikan efektivitas penanganan KLB keracunan 

pangan sesuai dengan standar yang berlaku. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa keterlambatan deteksi dan respon penanganan KLB Keracunan 

Pangan. Aktivitas pengendalian risiko untuk IKSK ini dilakukan dengan 

membentuk SK tim gerak cepat UPT dan membuat SOP mikro 

penanganan KLB. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau 

mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK 

dapat tetap dilaksanakan secara optimal. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala

/Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana 

Tindak Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 4 Persentase 

sampel KLB 

keracunan 

pangan yang 

diuji sesuai 

standar 

Tidak 

ada 

kendala 

1. Pembaharuan 

Surat 

Keputusan 

(SK) Tim 

Gerak Cepat 

KLB 

2. Perencanaan 

dan 

pemantauan 

ketersediaan 

media dan 

reagen untuk 

parameter 

yang paling 

sering diduga 

sebagai 

penyebab 

KLB 

3. Pelaksanaan 

koordinasi 

dengan lintas 

sektor terkait 

laporan 

investigasi 

KLB 

keracunan 

pangan 

4. Perencanaan 

dan monev 

kegiatan 

bimbingan 

teknis 

(bimtek) 

penanganan 

KLB 

keracunan 

pangan 

5. Meningkatkan 

koordinasi 

yang baik 

sama antara 

BBPOM di 

Kupang, 

Dinas 

Kesehatan 

Kota/Kabupat

en dan Badan 

Gizi Nasional 

(BGN) 

1. Pembaharu

an Surat 

Keputusan 

(SK) Tim 

Gerak 

Cepat KLB 

2. Perencana

an dan 

pemantaua

n 

ketersediaa

n media 

dan reagen 

untuk 

parameter 

yang paling 

sering 

diduga 

sebagai 

penyebab 

KLB 

3. Pelaksanaa

n koordinasi 

dengan 

lintas sektor 

terkait 

laporan 

investigasi 

KLB 

keracunan 

pangan 

4. Perencana

an dan 

monev 

kegiatan 

bimbingan 

teknis 

(bimtek) 

penangana

n KLB 

keracunan 

pangan 

5. Meningkatk

an 

koordinasi 

yang baik 

sama 

antara 

BBPOM di 

Kupang, 

Dinas 

Kesehatan 

Kota/Kabup

aten dan 

Badan Gizi 

Nasional 

(BGN) 

Jan-Des 

2026 

 Y O-8 Keterlambatan 

deteksi dan 

respon 

penanganan 

KLB 

Keracunan 

Pangan 
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f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Untuk menunjang keberhasilan capaian IKSK Persentase Sampel KLB 

Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar, BBPOM di Kupang 

melaksanakan beberapa kegiatan strategis, antara lain: 

1) Terjalinnya kerja sama yang baik antara BBPOM di Kupang dengan 

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

2) Kemampuan laboratorium dalam memenuhi permintaan uji terhadap 

parameter yang diduga sebagai penyebab kejadian luar biasa (KLB) 

keracunan pangan. 

3) Pengembangan jejaring kerja sama lintas sektor dengan dinas 

kesehatan, rumah sakit, dan laboratorium daerah untuk mempercepat 

investigasi KLB keracunan pangan 

4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis 

lanjutan dan sertifikasi kompetensi penguji terkait metode analisis 

terbaru 

5) Penguatan sistem manajemen mutu laboratorium melalui audit internal 

berkala untuk memastikan konsistensi pelaksanaan pengujian sesuai 

standar. 

6) Optimalisasi sistem informasi laboratorium dengan integrasi data hasil 

pengujian ke dalam platform digital yang lebih cepat, akurat, dan 

transparan. 

Kegiatan tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi kelembagaan dan 

kesiapan laboratorium dalam mendukung penanganan KLB keracunan 

pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen BBPOM di Kupang 

dalam menjaga keamanan pangan melalui pengawasan yang terstandar 

dan responsif terhadap potensi risiko kesehatan masyarakat. 

 

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran 

kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah: 
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a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil 

produksi Industri Rumah Tangga Pangan; 

b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode 

targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling; 

c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai 

pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak 

lanjut/ketentuan lainnya; 

d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan 

pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target 

sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan 

sampel dan ketepatan pelaporan); 

e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah 

tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak 

Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau 

TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau 

ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas 

sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll 

dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sampel 

PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat 

berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase sampel  

PIRT berisiko yang  

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

91,00 100,00 109,89 Sangat Baik 
 
 

 

Pada Tahun 2025, IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target kinerja sebesar 91%. 

Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100%, yang menunjukkan bahwa 

seluruh sampel PIRT berisiko telah ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengujian sampel PIRT pada tahun 
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2025 sampai dengan tahap pelaporan melalui Sistem Informasi Pelaporan 

Terpadu (SIPT) telah dilaksanakan terhadap 22 sampel. Dengan 

demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 109,89%, sehingga kinerja 

pada indikator ini berada pada kategori Sangat Baik. Capaian tersebut 

mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut, 

serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

 
Persentase 
sampel  PIRT 
berisiko yang  
ditindaklanjuti 
sesuai 
ketentuan 
 
 

2024 - - - - 

2025 91,00 100,00 109,89 Sangat 
Baik 

 
 
 

 
IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun 

sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

 
Persentase 
sampel  PIRT 
berisiko yang  
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 
 

95,00 100,00 105,26 

Tercapai / 
Melampaui 

 
 
 

 
IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang 

ditetapkan sebesar 95%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 

100%. Hal ini berarti seluruh sampel PIRT berisiko yang teridentifikasi 

telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan 

capaian tersebut, persentase capaian terhadap target akhir renstra 
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mencapai 105,26%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah 

melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra 

BPOM 2025-2029. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk PIRT 

berisiko, serta komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan pangan. 

Oleh karena itu, capaian indikator ini dikategorikan Tercapai/Melampaui 

target. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.6 Persentase sampel  PIRT berisiko yang  ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan 

 

Jika dibandingkan dengan UPT lainnya realisasi kinerja BBPOM di Kupang 

lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Makassar yang mencapai 90,43%, 

BBPOM di Lampung sebesar 98,29%, dan BBPOM di Aceh sebesar 

87,50%. Dengan capaian tersebut, BBPOM di Kupang tidak hanya 

memenuhi target nasional, tetapi juga menunjukkan kinerja yang lebih 

baik. Perbandingan ini menggambarkan bahwa efektivitas pelaksanaan 

pengawasan di BBPOM Kupang berada pada kategori sangat baik. 

 

 

 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

100

90,43

98,29

87,5 85,97

Persentase sampel  PIRT berisiko 
yang  ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Realisasi IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan telah mencapai target tahun 2025. Keberhasilan 

tersebut didukung oleh sejumlah faktor, antara lain: 

1) Sampling dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling 

PIRT tahun 2025 yang telah dibuat 

2) Sampel PIRT telah terealisasi 100% dan selesai diuji dan dilaporkan 

sesuai dengan Pedoman Sampling 

3) Terdapat 2 (dua) jenis sampel yang TMS parameter uji telah 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain: 

a) 1 (satu) sampel jenis kopi yang TMS parameter Okratoksin A 

kemungkinan disebabkan karena sarana produksi tidak 

menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama 

praktik panen, pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan pasca 

panen yang baik 

b) 1 (satu) sampel jenis hasil olahan buah (manisan buah) yang TMS 

parameter Benzoat dan Siklamat kemungkinan disebabkan karena 

sarana IRTP sarana produksi tidak menerapkan cara produksi 

pangan olahan yang baik terutama penambahan BTP sesuai 

dengan yang disetujui pada saat pendaftaran produk pangan. 

4) Terhadap sampel PIRT yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TIE 

dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian), 

telah dilakukan tahapan awal tindak lanjut oleh BBPOM di Kupang 

sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut. Tindak lanjut tersebut meliputi 

pembuatan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk 

melakukan pembinaan terhadap 12 sampel Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP) yang TMK Label, surat rekomendasi ke Dinas 

Kesehatan Kab. TTU untuk melakukan pembinaan terhadap 1 sampel 

IRTP yang TMK Label, surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan 

Kab.Alor untuk melakukan pembinaan terhadap 3 sampel IRTP yang 

TMK Label, penyampaian hasil pengujian kepada pelaku usaha IRTP, 

serta koordinasi dengan Loka POM di Kab. Manggarai Barat untuk 
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melakukan pemeriksaan terhadap salah 1 produk PIRT asal Manggarai 

Barat dan telah mendapat laporan penarikan produk. 

Terhadap capaian IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji. Aktivitas pengendalian 

risiko untuk IKSK ini adalah rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi 

timeline pengujian. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan 

atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja 

IKSK dapat tetap dilaksanakan secara optimal dan tercapai sesuai dengan 

yang ditargetkan. 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 5 Persentase 

sampel  PIRT 

berisiko yang  

ditindaklanjuti 

sesuai 

ketentuan 

- 1. Memperhatikan 

kembali 

perhitungan untuk 

capaian terhadap 

target 

2. Tetap 

menjalankan 

monitoring dan 

evaluasi terhadap 

capaian target 

indikator secara 

rutin 

3. Menindaklanjuti 

verifikasi capaian 

yang dikirimkan 

oleh Direktorat 

Pengawasan 

Peredaran Pangan 

Olahan 

1. Memperhatikan 

perhitungan untuk 

capaian terhadap 

target 

2. Monitoring dan 

evaluasi terhadap 

capaian target 

indikator secara 

rutin 

3. Tindaklanjut 

verifikasi capaian 

yang dikirimkan 

oleh Direktorat 

Pengawasan 

Peredaran 

Pangan Olahan 

 Tahun 

2026 

Y O-4 Keterlamb

atan 

pelaporan 

hasil uji 

 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja 

ini adalah: 

1) Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap rencana dan 

realisasi sampling berperan penting dalam mengendalikan 
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pelaksanaan pengawasan, meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, 

serta memastikan kegiatan sampling dan pengujian berjalan sesuai 

pedoman yang ditetapkan, 

2) Efektivitas Pengujian dan Tindak Lanjut Sampel Berisiko 

Pengujian laboratorium terhadap sampel PIRT berisiko yang 

dilaksanakan secara konsisten menjadi dasar penetapan status 

sampel dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman, termasuk 

pemeriksaan sarana, pengamanan, penarikan, dan pemusnahan 

produk TMS, sehingga berkontribusi langsung terhadap perlindungan 

masyarakat dan pencapaian indikator kinerja, 

3) Sinergi Koordinasi Lintas Unit Kerja dan Lintas Sektor  

Koordinasi yang efektif dengan unit kerja lain dan lintas sektor 

mendukung penanganan kasus lintas wilayah secara cepat dan 

akuntabel, memperkuat implementasi pengawasan terpadu, serta 

menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan 

pemenuhan target hingga akhir tahun. 

 

6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang Disampaikan ke Stakeholder Tepat Waktu 

Balai Besar pengawas Obat dan Makanan secara rutin melaksanakan 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk memastikan produk 

sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan bermanfaat. 

Dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan 

makanan perlu dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut keputusan dan 

rekomendasi hasil pengawasan yang telah dikeluarkan. Untuk itu salah satu 

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur adalah persentase 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Indikator ini menunjukkan 

seberapa besar keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang telah 

ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, pemerintah, penanggung jawab 

dan atau pelaku usahaIndikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini 

merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas 

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. 

Definisi operasional dari IKSK ini adalah: 
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a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi  yang 

diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki 

kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat 

dan Makanan.  

b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana  produksi, 

distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak 

Memenuhi Ketentuan.  

c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang  berwenang 

dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 

d. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, 

peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan 

Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil 

pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil 

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID),  

hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.  

e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. 

Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman 

pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.  

Cara perhitungan dan Formula pengukuran indikator tersebut sebagai berikut: 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2 

¶ A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah 

rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100% 

¶ B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah 

rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100% 

¶ Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, 

merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n. 

Contoh: 

%B3 = (Total pembilang (B1+B2+B3)) / (Total penyebut 

(B1+B2+B3)) x 100% 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase 

Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 
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Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder tahun 2025 dapat dilihat berikut 

ini: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase 
Keputusan/Rekomenda
si Hasil Pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
Ditindaklanjuti oleh 
Stakeholder 

84,00 89,67 106,75 Sangat Baik 
 
 

 

Realisasi IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh 

Stakeholder mencapai 89,67%, dengan capaian terhadap target sebesar 

106,75% dan dikategorikan Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan yang diterbitkan oleh BBPOM di Kupang telah 

ditindaklanjuti dengan baik.  

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian 
Kategor

i 
Persentase 
keputusan/reko
mendasi hasil 
pengawasan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
yang 
ditindaklanjuti 
oleh stakeholder 
  

 
 

2024 

 
 

73,00 83,90 114,93 

Sangat 

Baik 

 

 
2025 

 
84,00 

 
89,67 

 
106,75 

 
Sangat 

Baik 
 

 

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase 

Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada tahun 2025 

mencapai 89,67%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 

83,90%. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen yang lebih kuat 

serta peningkatan pemahaman dari stakeholder terhadap pentingnya 

tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, pendampingan yang dilakukan 
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oleh petugas BBPOM Kupang dalam membantu stakeholder 

menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan turut berkontribusi 

terhadap peningkatan capaian tersebut. 

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi pengawasan dan 

pendampingan yang diterapkan, sekaligus menegaskan peran aktif 

stakeholder dalam menjaga mutu dan keamanan sediaan farmasi serta 

pangan olahan. Diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan, 

bahkan terus ditingkatkan pada tahun 2026, melalui penguatan kolaborasi, 

konsistensi tindak lanjut, serta optimalisasi pendampingan yang 

berkesinambungan. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil pengawasan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
ditindaklanjuti oleh 
stakeholder 

88,00 
 

89,67 101,60 Tercapai / 
Melampaui 

 
 

 

Realisasi IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh 

Stakeholder menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang 

ditetapkan sebesar 88,00%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 

89,67%. Hal ini menunjukkan bahwa stakeholder telah memiliki komitmen 

untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan. Hasil 

pengawasan tidak dipandang sebagai beban melainkan perbaikan secara 

terus menerus. Kinerja BBPOM di Kupang terhadap IKSK ini, pada jangka 

menengah menunjukkan peningkatan yang optimal.  
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu 

 

Realisasi IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh 

Stakeholder tahun 2025 mencapai 89,67%. Capaian ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan BBPOM di Makassar sebesar 85,42%, BBPOM di 

Bandar Lampung sebesar 87,07% dan BBPOM di Banda Aceh yaitu 

85,78%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 84,85%, 

capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja yang optimal karena 

mencapai target nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan 

pengawasan serta tindak lanjut terhadap Keputusan/Rekomendasi Hasil 

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti 

oleh Stakeholder. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Realisasi IKSK telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan 

kategori sangat baik. Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pendukung yang secara sistematis memperkuat efektivitas pelaksanaan 

kegiatan, antara lain: 

1) Komitmen Stakeholder 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

89,67

85,42
87,07 85,78 84,85

Persentase Rekomendasi Hasil 
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 
Olahan yang disampaikan ke stakeholder 

tepat waktu
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Peningkatan capaian dari 83,90% pada tahun 2024 menjadi 89,67% 

pada tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat dari 

stakeholder dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Hal ini 

mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi terhadap pentingnya 

kepatuhan terhadap regulasi di bidang sediaan farmasi dan pangan 

olahan. 

2) Peningkatan Pemahaman Regulasi 

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BBPOM Kupang 

berkontribusi pada peningkatan pemahaman stakeholder mengenai 

standar keamanan, mutu, dan manfaat tindak lanjut pengawasan. 

Pemahaman yang lebih baik mendorong kepatuhan serta 

mempercepat proses tindak lanjut. 

3) Pendampingan Intensif oleh BBPOM Kupang 

Peran aktif petugas BBPOM Kupang dalam memberikan 

pendampingan tidak hanya membantu penyelesaian tindak lanjut, 

tetapi juga meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap proses 

pengawasan. 

4) Efektivitas Mekanisme Pengawasan 

Sistem pengawasan yang lebih terstruktur, transparan, dan berbasis 

risiko mendukung tercapainya hasil yang lebih optimal. Mekanisme ini 

memastikan bahwa rekomendasi pengawasan dapat segera 

ditindaklanjuti sesuai prioritas dan urgensi. 

5) Kolaborasi dan Sinergi Antar Pihak 

Keberhasilan capaian juga dipengaruhi oleh adanya sinergi antara 

BBPOM Kupang, stakeholder, dan instansi terkait. Kolaborasi ini 

memperkuat koordinasi, mempercepat tindak lanjut, serta 

meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko rendahnya tindak lanjut/feedback dari lintas sektor 

terhadap rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai 

bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah 

pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan 

Makanan (TKPPOM), monitoring dan evaluasi rencana aksi TKPPOM 

serta monitoring dan evaluasi CAPA. Dengan identifikasi risiko maka 
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tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat 

sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 6 Persentase 

Keputusan/R

ekomendasi 

Hasil 

Pengawasan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan yang 

Ditindaklanju

ti oleh 

Stakeholder 

- 1. Sosialisasi dan 

edukasi untuk 

peningkatan 

pemahaman 

stakeholder 

mengenai 

standar 

keamanan, 

mutu, dan 

manfaat tindak 

lanjut 

pengawasan.  

2. Peran aktif 

petugas dalam 

memberikan 

pendampingans 

dan melakukan 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

tindaklanjut 

hasil 

pengawasan 

oleh 

stakeholder 

3. Meningkatan 

sistem 

pengawasan 

yang lebih 

terstruktur, 

transparan, dan 

berbasis risiko 

untuk 

mendukung 

tercapainya 

hasil yang lebih 

optimal  

4. Kolaborasi dan 

sinergi antara 

BBPOM 

Kupang, 

stakeholder, 

dan instansi 

terkait dalam 

memperkuat 

koordinasi, 

percepatan 

tindaklanjut 

serta 

peningkatan 

akuntabilitas 

1. Sosialisasi 

dan edukasi 

untuk 

peningkatan 

pemahaman 

stakeholder 

mengenai 

standar 

keamanan, 

mutu, dan 

manfaat 

tindak lanjut 

pengawasan.  

2. Peran aktif 

petugas 

dalam 

memberikan 

pendampinga

ns dan 

melakukan 

monitoring 

dan evaluasi 

terkait 

tindaklanjut 

hasil 

pengawasan 

oleh 

stakeholder 

3. Meningkatan 

sistem 

pengawasan 

yang lebih 

terstruktur, 

transparan, 

dan berbasis 

risiko untuk 

mendukung 

tercapainya 

hasil yang 

lebih optimal  

4. Kolaborasi 

dan sinergi 

antara 

BBPOM 

Kupang, 

stakeholder, 

dan instansi 

terkait dalam 

memperkuat 

koordinasi, 

 Tahun 

2026 

Y O-5 Rendahnya 

Tindak Lanjut / 

Feed back dari 

lintas sektor 

terhadap 

Rekomendasi 

hasil 

pengawasan 

obat dan 

makanan 
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No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

dalam 

pelaksanaan 

pengawasan 

percepatan 

tindaklanjut 

serta 

peningkatan 

akuntabilitas 

dalam 

pelaksanaan 

pengawasan 

 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh: 

1. Monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi dini 

terhadap masalah maupun potensi masalah sehingga dapat dicari 

solusi yang tepat untuk memastikan pencapaian target indikator yang 

telah ditetapkan. 

2. Pemantauan berkelanjutan terhadap surat tindak lanjut/rekomendasi 

yang telah dikeluarkan oleh petugas pengawas, sehingga stakeholder 

dapat segera merespons dan melaksanakan tindak lanjut sesuai 

ketentuan. 

3. Pendampingan dan desk Corrective Action and Preventive Action 

(CAPA) oleh petugas pengawas bagi pelaku usaha yang belum 

memahami tata cara penyusunan CAPA untuk meningkatkan 

kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban tindak lanjut 

pengawasan. 

4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan 

untuk memperkuat tindak lanjut hasil pengawasan, sebagai bentuk  

keterlibatan lintas sektor dalam menyelesaikan rekomendasi 

pengawasan sesuai peran masing-masing 

5. Dukungan lintas sektor, termasuk dari Dinas Kesehatan 

kabupaten/kota melalui pemanfaatan anggaran DAK Non Fisik, yang 

berkontribusi pada efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, antara 

lain sosialisasi regulasi dan fasilitasi pembuatan CAPA bagi 

penanggung jawab serta pemilik sarana sediaan farmasi. 
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7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran 

kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah: 

a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: 

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi dan Sarana 

Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel 

Punca, dan Rumah Sakit). 

2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat 

bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan 

dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri 

Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat 

tradisional, industri suplemen kesehatan. 

3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan 

industri kosmetik golongan B. 

b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari 

perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, 

pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan 

c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada : regulasi 

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana 

produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada 

pedoman dan SOP terkait 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana 

Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase sarana 
produksi sediaan 
farmasi yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan   

95,50 100,00 104,71 Sangat Baik 
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Realisasi IKSK Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 memiliki target 

kinerja sebesar 95,50%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100,00%, 

yang menunjukkan bahwa 3 (tiga) sarana produksi sediaan farmasi yang 

menjadi target, seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 104,71% 

dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase sarana 
produksi sediaan 
farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti  
sesuai ketentuan 
 

2024 - - - - 

2025 95,50 100,00 104,71 Sangat 
Baik 

 
 
 

 
Realisasi IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingkan 

realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan 

indikator baru di tahun 2025. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase sarana 
produksi sediaan 
farmasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 
 

 
99,00 

 
100,00 

 
101,01  

Tercapai / 
Melampaui 

 

 
Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa 

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. 

Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 99,00%, sementara 
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realisasi capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini berarti seluruh sarana 

produksi sediaan farmasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dengan capaian tersebut, persentase capaian 

kinerja mencapai 101,01%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja 

telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra 

BPOM 2025-2029.  

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan 

tindak lanjut terhadap sarana produksi sediaan farmasi, serta komitmen 

yang kuat dalam menjamin keamanan sediaan farmasi yang beredar. Oleh 

karena itu, capaian indikator ini dikategorikan Tercapai/Melampaui target. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.8 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

Berdasarkan data capaian IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan 

Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, 

menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang 

sangat baik. Capaian tertinggi adalah BBPOM di Kupang, BBPOM di 

Makassar dan BBPOM di Banda Aceh dengan persentase sebesar 

100,00%, dan yang terendah adalah BBPOM di Lampung dengan capaian 

96,88%. Mengacu pada target nasional sebesar 91,81%, maka BBPOM di 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

100 100

96,88

100

91,81

Persentase Sarana Produksi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan
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Kupang, BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM 

di Banda Aceh telah mencapai target nasional.  

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

IKSK ini telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Tahun 2025, 

ditargetkan 3 (tiga) sarana produksi sediaan farmasi dan seluruhnya telah 

diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan sarana 

produksi sediaan farmasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pemeriksaan sarana yang telah dibuat, dilaporkan di SIPT 

(Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) tepat waktu, dan diterbitkan surat 

rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan ketentuan. Beberapa faktor yang 

memengaruhi keberhasilan kinerja ini adalah: 

1) Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana 

produksi telah memiliki kompetensi sebagai inspektur  

2) Komitmen petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi 

sediaan farmasi, membuat tindak lanjut/ rekomendasi sesuai ketentuan 

dan pelaporan dilakukan tepat waktu 

3) Dari tiga sarana yang diperiksa, seluruhnya MK (Memenuhi Ketentuan) 

dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan kepada 

1 (satu) sarana dan surat perbaikan hasil inspeksi kepada 2 (dua) 

sarana 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko rendahnya tindak lanjut/feedback dari lintas sektor 

terhadap rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai 

bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah 

pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan 

Makanan (TKPPOM), monitoring dan evaluasi rencana aksi TKPPOM 

serta monitoring dan evaluasi CAPA. Dengan identifikasi risiko maka 

tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat 

sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 7 Persentase 

sarana 

produksi 

sediaan 

farmasi yang 

diperiksa 

dan 

ditindaklanjut

i sesuai 

ketentuan 

- Penyampaian 

surat tindak lanjut 

hasil pemeriksaan 

kepada 

penanggung jawab 

sarana produksi 

sediaan farmasi 

dan memantau 

respon CAPA 

Monitoring dan 

evaluasi CAPA 

tindak lanjut hasil 

pemeriksaan 

sarana produksi 

sediaan farmasi 

 Tahun 

2026 

Y O-5 Rendahnya 

Tindak Lanjut / 

Feed back dari 

lintas sektor 

terhadap 

Rekomendasi 

hasil 

pengawasan 

obat dan 

makanan 

 

f. Analisis program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja 

ini adalah: 

1) Konsisten melakukan pemeriksaan sarana sesuai target yang telah 

ditetapkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

2) Melakukan komunikasi/ koordinasi dengan unit pembina di pusat dalam 

proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian rekomendasi tindak 

lanjut hasil pemeriksaan 

3) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin  

4) Komunikasi antara petugas/ fasilitator BBPOM di Kupang dengan 

penanggung jawab dan pemilik sarana produksi sediaan farmasi 

(UMOT, UKOT, kosmetika) dilakukan secara intens melalui WA 

Layanan Sertifikasi, sehingga dapat diperoleh umpan balik berupa 

CAPA/tindakan perbaikan dan pencegahan, meskipun belum 

semuanya dinyatakan sesuai (closed). 

 

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap 

pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap 

berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. 

Termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas 
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produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang 

memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun 

pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data 

sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan 

regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana 

produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman 

lainnya, meliputi: 

a. Ketepatan waktu tindak lanjut 

b. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait 

hasil pengawasan 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana 

Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase sarana 
produksi pangan 
olahan yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan   

91,00 100,00 109,89 Sangat Baik 
 
 

 
Pada Tahun 2025, IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan 

yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target 

kinerja sebesar 91,00%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100,00%, 

yang menunjukkan bahwa 28 sarana produksi pangan olahan yang 

menjadi target, seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 109,89% 

dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan. 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase sarana 
produksi pangan 
olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti  
sesuai ketentuan 
 
 
 

 
2024 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2025 

 
91,00 

 
100,00 

 
109,89 

 
Sangat 

Baik 
 
 
 

 
IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingan realisasi kinerja 

dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 

2025. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase sarana 
produksi pangan 
olahan yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti  
sesuai ketentuan 
 

95,00 100,00 105,26 

Tercapai / 
Melampaui 

 
 

 

IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. 

Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 95,00%, sementara 

realisasi capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini berarti seluruh sarana 

produksi pangan olahan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 105,26%, 

yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka 

menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. 

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan 

tindak lanjut terhadap sarana produksi pangan olahan, serta komitmen 
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yang kuat dalam menjamin keamanan pangan. Oleh karena itu, capaian 

indikator ini dikategorikan Tercapai/Melampaui target.  

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.9 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

Berdasarkan data capaian IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan 

Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, 

menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang 

sangat baik, dengan capaian 100,00% setara dengan BBPOM di Banda 

Aceh dan lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Bandar Lampung 

sebesar 99,72%, dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar dengan 

capaian 86,89%. Mengacu pada target nasional sebesar 87,60%, maka 

BBPOM di Kupang, BBPOM Bandar Lampung dan BBPOM Banda Aceh 

telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Makassar belum 

mencapai target nasional. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tahun 2025 telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana 

tahun 2025 yang telah dibuat, dilaporkan di SIPT (Sistem Informasi 

Pelaporan Terpadu) tepat waktu, dan diterbitkan surat rekomendasi tindak 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

100

86,89

99,72 100

87,6

Persentase Sarana Produksi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan
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lanjut sesuai dengan ketentuan. Beberapa analisis penyebab keberhasilan 

kinerja ini adalah : 

1) Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana 

produksi telah memiliki kompetensi sebagai inspektur 

2) Komitmen petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi 

pangan olahan dan membuat tindak lanjut/ rekomendasi sesuai 

ketentuan. serta pelaporan dilakukan tepat waktu 

3) Dokumen rencana inspeksi telah mencantumkan alternatif sarana 

pengganti sehingga realisasi pelaksanaan pemeriksaan sarana 

produksi pangan olahan tetap dapat memenuhi target 

4) Dari 28 (Dua Puluh Delapan) sarana yang diperiksa, 14 (empat belas) 

sarana MK (memenuhi ketentuan) dan 14 (empat belas) sarana yang 

TMK (tidak memenuhi ketentuan), telah ditindaklanjuti,dengan 

memberikan:  

a) Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana kepada 12 sarana 

b) Surat peringatan kepada 6 sarana  

c) Surat rekomendasi peringatan sebanyak 5 surat 

d) Surat peringatan keras kepada 3 sarana 

e) Pencabutan IP CPPOB kepada 1 sarana 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko rendahnya tindak lanjut/feedback dari lintas sektor 

terhadap rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai 

bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah 

pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan 

Makanan (TKPPOM), monitoring dan evaluasi rencana aksi TKPPOM 

serta monitoring dan evaluasi CAPA. Dengan identifikasi risiko maka 

tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat 

sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 8 Persentase 

sarana 

produksi 

pangan 

olahan yang 

diperiksa 

dan 

ditindaklanjut

i  sesuai 

ketentuan 

- Memantau respon 

CAPA dari pelaku 

usaha sarana 

produksi AMDK 

dengan hasil uji 

TMS, dan 

memantau laporan 

hasil penarikan 

produk 

 

 Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi terhadap 

tindakan perbaikan 

dari sarana 

produksi AMDK 

dengan hasil uji 

TMS dan laporan 

hasil penarikan 

produk 

 

 

 Tahun 

2026 

 Y  O-5 Rendahnya 

tindak lanjut / 

feedback dari 

lintas sektor 

terhadap 

rekomendasi 

hasil 

pengawasan 

obat dan 

makanan 

 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh: 

1) Pemeriksaan sarana secara konsisten sesuai target yang telah 

ditetapkan, dan tindaklanjut hasil sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengawasan 

serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 

2) Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan oleh petugas yang 

memiliki kompetensi sebagai Food Inspector, sehingga dengan 

keterampilan dan keahlian yang dimiliki, pemeriksaan dapat dilakukan 

secara lebih akurat dan sesuai prosedur, serta hasilnya dapat 

ditindaklanjuti secara tepat. 

3) Koordinasi bersama ketua tim sampling pangan untuk menyusun surat 

tindak lanjut (pemberitahuan) kepada unit pembina terkait, yaitu 

Direktorat Peredaran Pangan Olahan BPOM dan Direktorat 

Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM, untuk memastikan 

tindak lanjut hasil pengujian sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) 

dapat segera dilaksanakan. 

4) Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin untuk menilai 

capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah 

perbaikan berkelanjutan 

 



 

48 
 

9. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran 

kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah: 

a. Pemeriksaan fasilitas ditribusi sediaan farmasi sangat penting dilakukan 

untuk memastikan produk sediaan farmasi yang beredar aman, 

berkhasiat, bermutu dan bermanfaat. Sediaan farmasi mencakup obat, 

obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Salah 

satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

pemeriksaan ini adalah persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.  

b. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki 

kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: 

1) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat 

meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan 

Kefarmasian; 

2) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah 

Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai 

ketentuan peratuaran perundang-undangan; 

3) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen 

kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang 

pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, 

toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; 

4) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, 

yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan 

pemilik notifikasi. 

c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan 

distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan 

d. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang 

diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan 

obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.  
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e. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari 

perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan 

hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.  

f. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi 

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana 

produksi,  pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada 

pedoman dan SOP terkait 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana 

Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase Sarana 
Distribusi Sediaan 
Farmasi Yang 
Diperiksa dan 
Ditindaklanjuti Sesuai 
Ketentuan 
 

96,13 100,00 104,03 Sangat Baik 
 
 

 
Realisasi IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang 

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mencapai 100% dari target 

96,13% dan capaian terhadap target sebesar 104.03% dengan kategori 

Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase 
Sarana Distribusi 
Sediaan Farmasi 
Yang Diperiksa 
dan Ditindaklanjuti 
Sesuai Ketentuan 
 

2024 - - - - 

2025 96,13 100,00 104,03 Sangat 
Baik 

 
 

 

IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingan realisasi kinerja 

dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 

2025 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase Sarana 
Distribusi Sediaan 
Farmasi Yang 
Diperiksa dan 
Ditindaklanjuti Sesuai 
Ketentuan 

 

99,38 
 

100,00 100,62 Tercapai / 
Melampaui 

 
 

 

IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. 

Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 99,38%, sementara 

realisasi capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini berarti seluruh sarana 

distribusi sediaan farmasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 100,62%, 

yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka 

menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. 

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan 

tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi, serta komitmen 

yang kuat untuk memastikan produk sediaan farmasi yang beredar aman, 

berkhasiat, bermutu dan bermanfaat. Oleh karena itu, capaian indikator ini 

dikategorikan Tercapai/Melampaui target. 
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.10 Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

Berdasarkan data capaian IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan 

Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, 

menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang 

sangat baik, dengan capaian 100,00% lebih tinggi dibandingkan dengan 

BBPOM di Banda Aceh sebesar 99,85%, BBPOM di Bandar Lampung 

sebesar 99,30%, dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar dengan 

capaian 93,85%. Mengacu pada target nasional sebesar 93,95%, maka 

BBPOM di Kupang, BBPOM Bandar Lampung dan BBPOM Banda Aceh 

telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Makassar belum 

mencapai target nasional. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

IKSK ini telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Persentase 

capaian kinerja mencapai 104,03%, menunjukkan bahwa adanya 

efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana 

distribusi sediaan farmasi, serta komitmen yang kuat untuk memastikan 

produk sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan 

bermanfaat. Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan yaitu: 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

100

93,85

99,3
99,85

93,95

Persentase Sarana Distribusi Sediaan 
Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan
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1) Penerapan perencanaan berbasis risiko dengan pemetaan sarana 

distribusi secara menyeluruh, dan pengawasan dilakukan sesuai 

dengan perencanaan. Hal ini memastikan setiap sarana yang 

berpotensi menimbulkan pelanggaran dapat teridentifikasi dan masuk 

dalam prioritas pemeriksaan. 

2) Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan sarana 

distribusi sediaan farmasi. 

3) Kompetensi SDM yang memadai melalui pelatihan berkelanjutan. 

4) Pemanfaatan system pencatatan dan pelaporan berbasis digital 

melalui SIPT untuk meminimalkan kesalahan administrasi, serta 

meningkatkan transparansi hasil pengawasan. 

5) Peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait distribusi sediaan farmasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak 

memenuhi standar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap 

peristiwa risiko tersebut adalah tersedianya beberapa kegiatan yang 

mendukung capaian IKSK yaitu Inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1, KIE terkait 

Obat dan Makanan, Pelaksanaan sanksi administratif, Inovasi Webinar 

SEO dan Inovasi VIZIN PRO. Dengan identifikasi risiko maka tindakan 

perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga 

kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 9 Persentase 

Sarana 

Distribusi 

Sediaan 

Farmasi 

Yang 

Diperiksa 

dan 

Ditindaklanju

ti Sesuai 

Ketentuan 

- 1. Pelaksanaan 

pengawasan 

sarana distribusi 

sediaan farmasi 

sesuai dengan 

perencanaan 

berbasis risiko 

2. Koordinasi dan 

kolaborasi lintas 

sektor dalam 

pengawasan 

1. Membuat 

perencanaan 

pengawasan 

sarana distribusi 

sediaan farmasi 

berbasis risiko 

2. Koordinasi dan 

kolaborasi lintas 

sektor dalam 

pengawasan 

sarana distribusi 

sediaan farmasi 

 

Desemb

er 2026 

 Y  S-1 Beredarnya 

produk Obat 

dan Makanan 

yang tidak 

memenuhi 

standar 
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No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

sarana distribusi 

sediaan farmasi 

3. Peningkatan 

kesadaran 

pelaku usaha 

terkait distribusi 

sediaan farmasi 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku melalui 

KIE  

3. KIE dalam 

rangka 

peningkatan 

kesadaran 

pelaku usaha 

terkait distribusi 

sediaan farmasi 

sesuai dengan 

ketentuan  

 

f. Analisis program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh: 

1) Monitoring dan Evaluasi Rutin 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap bulan memungkinkan 

identifikasi dini terhadap masalah maupun potensi masalah. Dengan 

demikian, solusi dapat segera dirumuskan dan diterapkan sehingga 

efektivitas pengawasan tetap terjaga. 

2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan 

Pelatihan yang memadai bagi petugas pemeriksaan meningkatkan 

kompetensi teknis dan keterampilan praktis dalam melaksanakan 

pengawasan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pemeriksaan 

dan tindak lanjut yang sesuai ketentuan. 

3) Dukungan Lintas Fungsi Internal 

Sinergi antarbagian di lingkungan BBPOM Kupang membantu 

mengatasi keterbatasan sumber daya. Dukungan lintas fungsi 

memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian tugas 

pengawasan. 

4) Kolaborasi dengan Infokom 

Kerja sama dengan unit Infokom melalui kegiatan sosialisasi sediaan 

farmasi yang aman, pertukaran data, serta tindak lanjut hasil 

pemeriksaan meningkatkan transparansi dan efektivitas penindakan. 

5) Kerja Sama Lintas Sektor di Wilayah Kerja 



 

54 
 

Dukungan dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota melalui sosialisasi 

regulasi kepada penanggung jawab dan pemilik sarana distribusi 

sediaan farmasi, yang didanai dari anggaran DAK Non Fisik, 

memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kepatuhan pelaku 

usaha. 

 

10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan 

penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau 

penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai 

dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan 

sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana 

peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: 

1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa 

2) Ketepatan waktu pelaporan 

3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama 

yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana 

Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase sarana 

distribusi pangan 

olahan yang diperiksa 

sesuai ketentuan   

91,00 100,00 109,89 Sangat Baik 
 
 

 

Realisasi IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang 

Diperiksa Sesuai Ketentuan, sebasar 100,00%, dari target kinerja sebesar 

91,00%. Hal ini menunjukkan bahwa 142 sarana distribusi pangan olahan 

yang menjadi target, seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 
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109,89% dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut mencerminkan 

efektivitas pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan, serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan 

pangan. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase 
sarana distribusi 
pangan olahan 
yang diperiksa 
sesuai 
ketentuan 
 

2024 - - - - 

2025 91,00 100,00 109,89 Sangat 
Baik 

 

 
Realisasi IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang 

Diperiksa Sesuai Ketentuan, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja 

dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 

2025. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

 
Persentase sarana 
distribusi pangan 
olahan yang 
diperiksa sesuai 
ketentuan 
 

95,00 100,00 105,26 

Tercapai / 
Melampaui 

 

 
IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai 

Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang 

ditetapkan sebesar 95%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 

100%. Hal ini berarti seluruh sarana distribusi pangan olahan telah 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 105,26%, 

yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka 

menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. 
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Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan 

tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan, serta komitmen 

yang kuat dalam menjamin keamanan pangan. Oleh karena itu, capaian 

indikator ini dikategorikan Tercapai/Melampaui target. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.11 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

Berdasarkan data capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan 

yang Diperiksa Sesuai Ketentuan tahun 2025, menunjukkan bahwa kinerja 

BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang sangat baik, dengan 

capaian 100% setara dengan capaian BBPOM di Banda Aceh sebesar 

100,00%, dan lebih tinggi dari BBPOM di Bandar Lampung sebesar 

99,32%, dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 

89,55%. Mengacu pada target nasional sebesar 86,78%, maka BBPOM di 

Kupang, BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Bandar Lampung dan 

BBPOM di Makassar telah mencapai target nasional.  

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

IKSK ini telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Persentase 

capaian kinerja mencapai 109,89%, menunjukkan bahwa adanya 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

100

89,55

99,32 100

86,78

Persentase Sarana Distribusi Pangan 
Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan
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efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana 

distribusi pangan olahan, serta komitmen yang kuat untuk memastikan 

produk pangan olahan yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan 

bermanfaat. Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan 

adalah: 

1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target 

sarana distribusi yang diperiksa, kesesuaian tindak lanjut dan 

ketepatan waktu pelaporan setiap bulan 

2) Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan sarana 

distribusi pangan olahan 

3) Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana tahun 2025 yang 

telah dibuat 

4) Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan telah terealisasi 

sebanyak 142 sarana dari target 142 sarana (100%), seluruhnya 

dilaporkan tepat waktu dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan  

5) Dari 142 sarana yang diperiksa, 123 (seratus dua puluh tiga) sarana 

yang MK dan 19 (sembilan belas) sarana yang TMK, telah 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:  

a) Pembinaan kepada 116 sarana 

b) Peringatan kepada 24 sarana dan  

c) Peringatan keras kepada 2 sarana 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak 

memenuhi standar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap 

peristiwa risiko tersebut adalah tersedianya beberapa kegiatan yang 

mendukung capaian IKSK yaitu Inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1, KIE terkait 

Obat dan Makanan, Pelaksanaan sanksi administratif, Inovasi Webinar 

SEO dan Inovasi VIZIN PRO. Dengan identifikasi risiko maka tindakan 

perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga 

kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala 

/ 

Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana 

Tindak Lanjut 

Timeli

ne 

Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

10 

 

Persentase 

sarana 

distribusi 

pangan 

olahan yang 

diperiksa 

sesuai 

ketentuan 

 

- 

 

Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi terhadap 

pemenuhan target 

sarana distribusi 

yang diperiksa, 

kesesuaian tindak 

lanjut dan 

ketepatan waktu 

pelaporan 

  

Monitoring dan 

evaluasi 

terhadap 

pemenuhan 

target sarana 

distribusi yang 

diperiksa, 

kesesuaian 

tindak lanjut dan 

ketepatan waktu 

pelaporan 

 

  

31 

Desem

ber 

2026 

  

Y 

 

 SDM - 

2 

 

Inkonsistensi 

Petugas dalam 

melakukan 

pemeriksaan 

dan tindak 

lanjut hasil 

pemeriksaan 

 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh: 

1) Konsistensi Pemeriksaan Sarana 

Pemeriksaan sarana distribusi dilakukan secara konsisten sesuai 

target yang telah ditetapkan. Setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan, sehingga efektivitas pengawasan tetap terjaga dan 

capaian indikator dapat dipenuhi secara optimal. 

2) Komunikasi Efektif dalam Tim 

Terjalinnya komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dan Ketua 

Tim memungkinkan adanya solusi cepat apabila ditemukan kendala, 

seperti sarana yang tutup. Sarana tersebut segera diganti dengan 

sarana lain, sehingga target pemeriksaan tetap tercapai tanpa 

mengurangi kualitas pengawasan. 

3) Rapat Monitoring dan Evaluasi Rutin 

Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala 

memberikan ruang untuk meninjau capaian, mengidentifikasi 

hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan. Mekanisme ini 

memastikan keberlanjutan peningkatan mutu pengawasan dan 

konsistensi capaian kinerja 
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11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi 

Sesuai Ketentuan 

IKSK ini termasuk dalam sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. 

Definisi IKSK tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen 

kesehatan, dan kosmetik.  

b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat 

Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau 

Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan Pangan Olahan dalam 

bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan 

Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik 

dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan Pangan 

Olahan. 

c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil 

pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.  

d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan 

regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, 

obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan 

olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada 

pedoman dan SOP terkait. 

e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, 

obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan 

iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah 

ditetapkan Pusat. 

f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada 

surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan 

yang diawasi per media. 

g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Iklan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan tahun 

2025 dapat dilihat berikut ini: 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase iklan 
sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

85,68 98,37 114,81 Tidak Dapat 
Disimpulkan  

 
Realisasi IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang Diawasi Sesuai Ketentuan adalah 98.37 % dan capaian terhadap 

target sebesar 114.81% dengan kategori kinerja Tidak Dapat 

Disimpulkan. Realisasi kinerja melebihi dari yang ditargetkan sehingga 

capaian menjadi tidak dapat disimpulkan karena dalam pengawasan iklan, 

target yang disetujui sesuai dengan baseline sebesar 85,68% dikarenakan 

target dari renstra merupakan target keseluruhan iklan komoditi, selain itu 

karena merupakan indikator baru sehingga menggunakan database tahun 

sebelumnya yang tidak menjadi indikator kinerja utama. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

 
Persentase iklan 
sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan  

2024 
    

2025 85,68 98,37 114,81 Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

 
IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

Diawasi Sesuai Ketentuan, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja 

dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 

2025. 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase iklan 
sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

91,28 98,37 107,77 Tercapai/ 
Melampaui  

 

IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

Diawasi Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir 

Renstra yang ditetapkan sebesar 91,28%, sementara realisasi capaian 

kinerja mencapai 98,37%. Dengan capaian tersebut, persentase capaian 

kinerja mencapai 107,77%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja 

telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra 

BPOM 2025-2029. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap iklan sediaan farmasi 

dan pangan olahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan mulai dari 

tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.12 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 
diawasi sesuai ketentuan 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

98,37

93,22

99,99 99,2

90,55

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan
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Berdasarkan data capaian Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan tahun 2025, menunjukkan bahwa 

kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang baik, dengan capaian 

98,37% lebih tinggi dari capaian BBPOM di Makassar sebesar 93,22% dan 

lebih rendah dari capaian BBPOM di Banda Aceh sebesar 99,20%, dan 

BBPOM di Bandar Lampung sebesar 99,99%. Mengacu pada target 

nasional sebesar 90,55%, maka BBPOM di Kupang, BBPOM di Banda 

Aceh, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Makassar telah 

mencapai target nasional. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: 

1) Sinergi antara petugas pengawasan iklan dan supervisor   

Kerjasama yang efektif tercermin dalam pemenuhan jumlah iklan yang 

diawasi, ketepatan waktu pelaporan, serta konsistensi pengambilan 

keputusan sesuai regulasi. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi 

yang baik, sehingga kualitas pengawasan meningkat dan hasil kerja 

memperoleh nilai tinggi. 

2) Pendampingan ketua tim kepada petugas pengawasan iklan   

Dukungan dan arahan yang diberikan ketua tim memungkinkan 

petugas memahami regulasi yang berlaku untuk setiap komoditi. 

Pendampingan ini memperkuat kapasitas petugas dalam menafsirkan 

aturan, sehingga pengawasan iklan lebih tepat sasaran dan sesuai 

ketentuan. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian 

terhadap peristiwa risiko tersebut adalah: 

a) Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas 

Obat dan makanan 

b) Rencana dan evaluasi hasil pelatihan 

c) Monitoring dan evaluasi internal bulanan 
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d) Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua 

Tim.  

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala 

/ 

Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana 

Tindak Lanjut 

Timeli

ne 

Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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Persentase 

Iklan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan yang 

Diawasi 

Sesuai 

Ketentuan 

 

- 

 

1. Sinergi antara 

petugas 

pengawasan 

iklan dan 

supervisor 

dalam 

pemenuhan 

jumlah iklan 

yang diawasi, 

ketepatan waktu 

pelaporan, serta 

konsistensi 

pengambilan 

keputusan 

sesuai regulasi 

2. Revisi target 

sesuai dengan 

capaian kinerja, 

sehingga 

capaian kinerja 

bisa 

disimpulkan 

dengan baik 

dan dapat 

memberikan 

gambaran 

manfaat dari 

pengawasan 

iklan sediaan 

farmasi dan 

pangan olahan 

yang 

dilaksanakan 

  

1. Monitoring 

dan evaluasi 

bersama 

pengawasan 

iklan 

 

2. Revisi target 

pada desk 

penyesuaian 

target tahun 

berjalan 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 
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Y 
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Inkonsistensi 

petugas dalam 

melakukan 

pemeriksaan 

dan tindak 

lanjut hasil 

pemeriksaan 

         

  

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Keberhasilan pencapaian IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan ditunjang oleh penguatan 
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koordinasi antara petugas pengawasan iklan dan supervisor, 

pendampingan ketua tim yang meningkatkan pemahaman regulasi, 

penerapan SOP yang konsisten, serta dukungan sistem digitalisasi 

pelaporan. Sinergi program dan kegiatan tersebut memastikan 

pengawasan berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang 

Diawasi Sesuai Standar 

IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang 

Diawasi Sesuai Standar termasuk dalam sasaran meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. 

Definisi IKSK tersebut sebagai berikut: 

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap 

keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang 

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang 

disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan 

pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. 

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap 

standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada 

Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. 

c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk 

Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat 

penjualan dan/atau distributor). 

d. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian 

terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk 

digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, 

dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut 

meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau 

padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya. 

e. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan 

lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari 

pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan 

cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan 
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selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir 

dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara 

dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Label 

Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar 

tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase label produk 
tembakau dan/atau rokok 
elektronik yang diawasi sesuai 
standar 

80,00 80,56 100,70 Sangat 
Baik   

 

Realisasi IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok 

Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar adalah 80,56% dengan capaian 

terhadap target sebesar 100,70% sehingga dikategorikan Sangat Baik. 

Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok 

elektronik tahun 2025 sesuai dengan pelaporan SIPT sebanyak 146 

produk tembakau dari target tahunan 144 sampel dan 3 rokok elektronik 

dari target tahunan 3 sampel (100%). 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

 
Persentase label 
produk tembakau 
dan/atau rokok 
elektronik yang 
diawasi sesuai 
standar  

 
2024 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2025 

 
80,00 

 
80,56 

 
100,70 

Sangat 
Baik  

 

IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik 

yang Diawasi Sesuai Standar, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja 

dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 

2025. 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase label produk 
tembakau dan/atau 
rokok elektronik yang 
diawasi sesuai standar  

84,00 80,56 95,90 Akan 
Tercapai  

 

IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik 

yang Diawasi Sesuai Standar, menunjukkan kinerja yang cukup optimal. 

Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 84,00%, sementara 

realisasi capaian kinerja baru mencapai 80,56%. Dengan capaian 

tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 95,90%, dengan kategori 

Akan Tercapai, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum 

mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 

2025-2029.  

Kinerja ini menunjukkan bahwa perlu komitmen lebih untuk melaksanakan 

pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik secara 

konsisten di tahun 2026 sesuai dengan ketentuan sehingga efektivitas 

pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap label produk 

tembakau dan/atau rokok elektronik dapat tercapai. 
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Unit Kerja Lain serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.13 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik 
yang diawasi sesuai standar 

 

Berdasarkan data capaian IKSK Label Produk Tembakau dan/atau Rokok 

Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar tahun 2025, menunjukkan bahwa 

kinerja BBPOM di Kupang mencapai hasil yang cukup baik, dengan 

capaian 80,56% lebih kecil dari capaian BBPOM di Banda Aceh sebesar 

95,83%, dan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 92,20%, dan yang 

terendah adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 70,59%. Mengacu 

pada target nasional sebesar 86,00%, maka BBPOM di Kupang dan 

BBPOM di Makassar belum mencapai target nasional sedangkan BBPOM 

di Banda Aceh dan BBPOM di Bandar Lampung telah mencapai target 

nasional. BBPOM di Kupang belum mencapai target nasional karena 

penetapan target tahun 2025 oleh pengampu lebih rendah dibandingkan 

target nasional. Namun, melalui peningkatan kinerja, target pengawasan 

terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dapat dicapai 

sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan lebih efektif.  

 

 

 

 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

80,56
70,59

92,2 95,83
86

Persentase Label Produk Tembakau 
dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi 

sesuai standar



 

68 
 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian IKSK Label Produk Tembakau dan/atau Rokok 

Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti: 

1) Peningkatan kualitas inspeksi dan supervisi terhadap label produk 

tembakau dan/atau rokok elektronik berdasarkan perencanaan serta 

konsistensi penerapan standar pengawasan sesuai regulasi nasional. 

2) Pemanfaatan tenaga pengawas yang lebih terlatih melalui pelatihan 

teknis dan workshop serta dukungan sistem digitalisasi yang 

mempercepat proses verifikasi label melalui SIPT 

3) Koordinasi dan kolaborasi ketua tim dan tim dalam melakukan 

pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok 

elektronik 

4) Monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan secara konsisten untuk 

mengukur capaian kinerja, kendala dan tindaklanjut yang harus 

dilakukan 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian 

terhadap peristiwa risiko tersebut adalah: 

a) Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas 

Obat dan makanan 

b) Rencana dan evaluasi hasil pelatihan 

c) Monitoring dan evaluasi internal bulanan 

d) Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua 

Tim.  

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala 

/ 

Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeli

ne 

Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 
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Label 

Produk 

Tembakau 

dan/atau 

Rokok 

Elektronik 

yang 

Diawasi 

Sesuai 

Standar 

 

- 

 

1. Peningkatan 

kualitas inspeksi 

dan supervisi 

terhadap label 

produk 

tembakau 

dan/atau rokok 

elektronik 

berdasarkan 

perencanaan 

serta 

konsistensi 

penerapan 

standar 

pengawasan 

sesuai regulasi 

nasional 

2. Koordinasi dan 

kolaborasi ketua 

tim dan tim 

dalam 

melakukan 

pengawasan 

terhadap label 

produk 

tembakau 

dan/atau rokok 

elektronik 

3. Inkonsistensi 

petugas dalam 

melakukan 

pemeriksaan 

dan tindak lanjut 

hasil 

pemeriksaan 

4. Monitoring dan 

evaluasi berkala 

setiap bulan 

secara 

konsisten untuk 

mengukur 

capaian kinerja, 

kendala dan 

tindaklanjut 

yang harus 

dilakukan 

  

1. Peningkatan 

kualitas inspeksi 

dan supervisi 

terhadap label 

produk 

tembakau 

dan/atau rokok 

elektronik 

berdasarkan 

perencanaan 

serta 

konsistensi 

penerapan 

standar 

pengawasan 

sesuai regulasi 

nasional 

2. Koordinasi dan 

kolaborasi ketua 

tim dan tim 

dalam 

melakukan 

pengawasan 

terhadap label 

produk 

tembakau 

dan/atau rokok 

elektronik 

3. Inkonsistensi 

petugas dalam 

melakukan 

pemeriksaan 

dan tindak lanjut 

hasil 

pemeriksaan 

4. Monitoring dan 

evaluasi berkala 

setiap bulan 

secara 

konsisten untuk 

mengukur 

capaian kinerja, 

kendala dan 

tindaklanjut 

yang harus 

dilakukan 
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Inkonsistensi 

petugas dalam 

melakukan 

pemeriksaan 

dan tindak 

lanjut hasil 

pemeriksaan 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh: 
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1) Penguatan kapasitas pengawasan melalui program pelatihan teknis 

bagi pengawas untuk meningkatkan kompetensi dalam verifikasi label 

produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar. 

2) Digitalisasi sistem pengawasan melalui pemanfataan yang optimal 

SIPT pelaporan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik 

sesuai standar 

3) Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran produsen dan distributor 

terkait label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar 

4) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan setiap bulan untuk mengukur 

capaian kinerja, kendala dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan 

 

13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 

IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT 

termasuk dalam sasaran kegiatan mMeningkatnya efektivitas pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Indikator 

ñPersentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPTò mengukur 

kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan 

kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target 

yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis 

pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian 

AMR di lingkungan Badan POM. 

Persentase pemenuhan target pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) 

di wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam 

melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang 

ditetapkan. Komponen penilaian terdiri atas empat aspek, yaitu: 

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) 

2) Pelaksanaan Bimtek (B)  

3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan 

4) Pelaksanaan Publikasi (D) 

Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama, yaitu 25%. 

 

Formula perhitungan: 

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT = 

25% A + 25% B + 25% C + 25% D 
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Penjelasan perhitungan setiap komponen adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) ï bobot 25% 

Dihitung dari persentase jumlah penggunaan tools antibiotik pada 

pemeriksaan apotek dibandingkan dengan target apotek, serta ketepatan 

pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik. 

b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (B) ï bobot 25% 

Dihitung dari persentase capaian jumlah kegiatan bimbingan teknis terkait 

pengendalian resistensi antimikroba pada sarana pelayanan kefarmasian 

(khususnya apotek) dibandingkan dengan target tahunan UPT. 

c. Pelaksanaan Advokasi (C) ï bobot 25% 

Dihitung dari persentase capaian jumlah kegiatan advokasi lintas sektor 

terkait pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan dengan target 

tahunan UPT. 

d. Pelaksanaan Publikasi (D) ï bobot 25% 

Dihitung dari persentase capaian jumlah publikasi hasil pengawasan 

apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter dibandingkan 

target yang ditetapkan. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase 

Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 dapat 

dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase Pemenuhan Target 
Pengendalian AMR di wilayah 
UPT 
  

100% 104,75% 104,75% Sangat 
Baik  

 

Realisasi IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di 

Wilayah UPT Tahun 2025 mencapai 104,75%, melampaui target yang 

ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian, indikator kinerja memperoleh 

capaian sebesar 104,75% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. 

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi pengendalian 

AMR di wilayah UPT telah berjalan efektif dan melebihi target yang 

direncanakan, terutama melalui optimalisasi penggunaan tools 
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pengawasan, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, serta 

publikasi hasil pengawasan. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase 
Pemenuhan Target 
Pengendalian AMR di 
wilayah UPT  

2024 
    

2025 100% 104,75% 104,75% Sangat 
Baik  

 

IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT, 

tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya 

dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase 
Pemenuhan 
Target 
Pengendalian 
AMR di wilayah 
UPT 

 
100% 

 
104,75% 

 
104,75% 

 
Tercapai / 
Melampaui 

  

 

Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah 

UPT Tahun 2025 sebesar 104,75% telah melampaui target akhir Renstra 

sebesar 100%, dengan capaian 104,75% dan kategori 

Tercapai/Melampaui. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana 

aksi pengendalian AMR telah berada di atas target jangka menengah yang 

ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi 

pengendalian AMR dan memberikan prospek yang sangat baik bagi 

keberlanjutan pencapaian kinerja pada periode Renstra berikutnya. 
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.14 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT 

 

 

Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah 

BBPOM di Kupang Tahun 2025 sebesar 104,75% berada di atas target 

nasional sebesar 100%. Dibandingkan dengan UPT lain, capaian BBPOM 

di Kupang lebih tinggi daripada BBPOM di Makassar (100%), namun 

sedikit lebih rendah dibandingkan BBPOM di Bandar Lampung (106,14%) 

dan BBPOM di Banda Aceh (105,69%). Perbandingan ini menunjukkan 

bahwa kinerja BBPOM di Kupang berada pada tingkat yang kompetitif 

antar UPT dan berkontribusi positif terhadap pencapaian target nasional 

pengendalian AMR. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian indikator pengendalian AMR pada tahun 2025 

terutama dipengaruhi oleh penguatan komitmen organisasi, konsistensi 

pelaksanaan rencana aksi, serta dukungan koordinasi lintas sektor yang 

mendorong efektivitas implementasi kebijakan pengendalian AMR. Faktor 

tersebut memungkinkan pencapaian indikator melampaui target yang 

ditetapkan. 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

104,75

100

106,14 105,69

100

Persentase Pemenuhan Target 
Pengendalian AMR di wilayah UPT
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Di sisi lain, keberlanjutan kinerja masih dipengaruhi oleh keterbatasan 

anggaran operasional, belum meratanya sinergi lintas sektor, serta faktor 

eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan 

antibiotik yang rasional. Kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas 

capaian kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, perbaikan kinerja 

diarahkan pada penguatan perencanaan berbasis prioritas dan risiko, 

peningkatan kolaborasi lintas sektor secara sistematis, serta penguatan 

sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan pencapaian 

indikator. 

Terhadap capaian IKSK ini akan dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko sesuai dengan kinerja IKSK yang telah tercapai tahun 

2025. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi 

risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat 

tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 

 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala 

/ 

Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeli

ne 

Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

13 

 

Persentas

e 

Pemenuha

n Target 

Pengendali

an AMR di 

Wilayah 

UPT 

 

- 

 

Penguatan 

perencanaan 

program 

pengendalian 

AMR berbasis 

prioritas dan 

risiko, 

peningkatan 

kolaborasi lintas 

sektor, serta 

penguatan 

monitoring dan 

evaluasi 

 

Menyusun 

rencana kerja 

pengendalian 

AMR yang 

memprioritaskan 

kegiatan 

berdampak 

tinggi, 

memperkuat 

koordinasi 

dengan 

pemerintah 

daerah dan 

stakeholder 

terkait, serta 

meningkatkan 

monitoring dan 

evaluasi secara 

berkala untuk 

memastikan 

konsistensi 

  

31 

Desem

ber 

2026 

  

Y 

 

T 

 

- 
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No IKSK Kendala 

/ 

Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana Tindak 

Lanjut 

Timeli

ne 

Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

pelaksanaan 

dan pencapaian 

target. 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Capaian indikator pengendalian AMR didukung oleh pelaksanaan program 

utama yang meliputi penggunaan tools pengawasan antibiotik, bimbingan 

teknis kepada sarana kefarmasian, advokasi lintas sektor, dan publikasi 

edukasi kepada masyarakat. Program-program tersebut berkontribusi 

pada peningkatan kepatuhan sarana, pemahaman stakeholder, serta 

jangkauan edukasi publik. 

Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan 

kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah memberikan dampak paling 

signifikan terhadap capaian indikator. Sebaliknya, keterbatasan anggaran 

dan variasi kapasitas pelaksanaan di lapangan menyebabkan intensitas 

dan jangkauan program belum sepenuhnya merata. 

Ke depan, diperlukan optimalisasi desain program, penguatan kualitas 

pelaksanaan, serta peningkatan efektivitas strategi komunikasi agar 

dampak kegiatan terhadap pengendalian AMR semakin terukur. 

 

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan 

BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. 

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM 
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merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 

3, tingkat 2, dan tingkat 1. 

a. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional. 

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, 

Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-

masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional 

melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir 

Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan 

pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya; 

b. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi: 

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. 

Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan 

parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian 

konfirmasi dari tier di bawahnya; 

c. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota: 

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi 

di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, 

dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium 

tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 

2; 

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: 

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi 

tingkat 1. 

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri 

beberapa komponen: 

a. SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan 

terhadap: 

1) Standar Ruang Lingkup; 

2) Standar Peralatan; 

3) Standar Kompetensi Laboratorium; 

4) Standar Metode yang terverifikasi. 

b. SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu: 

1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; 

2) Standar Peralatan; 
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3) Standar Kompetensi Laboratorium. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Nilai Pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar 

Kemampuan Laboratorium tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan Farmasi 
dan Pangan olahan UPT 
sesuai Standar 
Kemampuan Laboratorium 

72,50 77,10 106,34 Sangat 
Baik 

 

 
Pada Tahun 2025, IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium ditetapkan dengan target sebesar 72,50%. Realisasi yang 

dicapai mencapai 77,10%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 

106,34%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan standar 

kemampuan laboratorium telah melampaui target yang ditetapkan, 

sehingga kinerja pada indikator ini berada pada kategori Sangat Baik. 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Nilai pemenuhan Lab 
Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai 
Standar Kemampuan 
Laboratorium 
 

2024 - - - - 

2025 72,50 77,10 106,34 Sangat 
Baik 

 
 

 

IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, tidak dapat 

dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan 

merupakan indikator baru di tahun 2025. 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Nilai pemenuhan 
Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan olahan 
UPT sesuai 
Standar 
Kemampuan 
Laboratorium 
 

85,2 77,1 90,49 

Akan 
Tercapai 

 

 
Realisasi kinerja IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium hingga Tahun 2025 telah mencapai 77,10%, dibandingkan 

dengan target akhir Renstra sebesar 85,20%. Dengan capaian sebesar 

90,49%, indikator ini berada pada kategori Akan Tercapai, sehingga 

pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai arah pencapaian target jangka 

menengah. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.15 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan 
olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 

 

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium 

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT di Kupang mencapai 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

77,1 79,8 81 79,6
60,8

Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan 
Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan Laboratorium
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77,10%, yang berarti telah melampaui target nasional sebesar 60,80%. 

Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar kemampuan 

laboratorium BBPOM di Kupang berada di atas standar nasional yang 

ditetapkan. Jika dibandingkan dengan unit kerja lain, realisasi kinerja 

BBPOM di Kupang berada di bawah capaian nilai BBPOM di Lampung 

yang mencapai 81,00%, BBPOM di Makassar sebesar 79,80% dan 

BBPOM di Aceh sebesar 79,60%. Meskipun demikian, seluruh unit kerja 

tersebut secara umum telah melampaui target nasional. Perbandingan ini 

menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah memenuhi standar 

nasional dan berada pada kategori baik, serta memiliki peluang untuk terus 

ditingkatkan guna memenuhi capaian unit kerja dengan nilai tertinggi. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pemenuhan 

Standar Kemampuan Laboratorium pada beberapa aspek utama. 

Peningkatan tersebut mencakup empat aspek, yaitu Standar Ruang 

Lingkup (SRL), Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan 

Laboratorium, serta Standar Metode Analisa Terverifikasi. Penambahan 

pemenuhan pada keempat aspek tersebut memberikan kontribusi 

signifikan terhadap peningkatan nilai capaian indikator dan menunjukkan 

penguatan kapasitas laboratorium secara berkelanjutan. Analisis terhadap 

penyebab keberhasilan terpenuhinya keempat aspek tersebut adalah :  

1) Selama periode TW I sampai dengan TW IV, terjadi peningkatan aspek 

pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) sebesar 5,3%. Kenaikan ini 

ditunjukkan dengan adanya penambahan sebanyak 40 acuan/ruang 

lingkup pengujian serta peningkatan kesiapan laboratorium dalam 

melaksanakan pengujian sesuai standar yang ditetapkan oleh 

PPPOMN;  

2) Peningkatan aspek Standar Peralatan sebesar 2,5% ditunjukkan 

dengan adanya pengadaan peralatan di tahun 2025 seperti GC-MS, 
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Microwave Digester, Refrigerator Incubator, Anaerobic Jar, dan Hot 

Plate; 

3) Aspek pemenuhan Standar Metode Analisa Terverifikasi juga 

mengalami peningkatan sebesar 14,8%. Terdapat 35 metode analisa 

yang telah diverifikasi selama tahun 2025 sehingga dapat diastikan 

bahwa laboratorium menggunakan metode yang telah diverifikasi dalam 

melakukan pengujian. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko Instrumen di laboratorium tidak berfungsi dengan optimal. 

Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut 

adalah: 

a) Membuat perencanaan Suku Cadang, UPS, Alat Penunjang setiap 

awal tahun; 

b) Mengisi Buku atau E-log book Riwayat Pemakaian Alat; 

c) Adanya komitmen Pimpinan merevisi sisa anggaran untuk pengadaan 

suku cadang, UPS, Alat Penunjang.  

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kendala 

/ 

Permas

alahan 

Rekomendasi Rencana 

Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

14 

 

Nilai 

pemenuhan 

Lab Pengujian 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan olahan 

UPT sesuai 

Standar 

Kemampuan 

Laboratorium 

 

- 
 

Meningkatkan 

standar 

pemenuhan 

Metode 

Analisa (MA) 

Terverifikasi di 

tahun 2026 

 

Monitoring 

dan evaluasi 

pemenuhan 

standar 

kemampuan 

laboratorium 

tingkat 3 dan 

4 di setiap 

triwulan 

  

Januari  

s/d 

Desemb

er 2026 

 

Y 

 

O-1 

 

Instrumen 

di 

laboratoriu

m tidak 

berfungsi 

dengan 

optimal 
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f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu :  

1) Monitoring dan evaluasi terhadap capaian standar pemenuhan yang 

dilaksanakan secara berkala yakni setiap triwulan untuk memastikan 

kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pemenuhan Standar 

Kemampuan Laboratorium; 

2) Perencanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium 

dilaksanakan secara terintegrasi melalui penetapan kebutuhan reagen 

dan media pengujian, suku cadang, peralatan laboratorium, 

optimalisasi pengadaan laboratorium, serta pelatihan personel; 

3) Peningkatan kompetensi petugas pengujian dilaksanakan melalui 

pelatihan internal yang didukung oleh PPPOMN, sejalan dengan 

pengajuan judul pelatihan internal yang mengacu pada metode 

pengujian dalam Standar Ruang Lingkup (SRL) dan/atau Metode 

Analisa (MA) terverifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan 

kesiapan dan kesesuaian kompetensi personel laboratorium dengan 

metode yang diterapkan, serta mendukung peningkatan pemenuhan 

Standar Kemampuan Laboratorium secara berkelanjutan; 

4) Pelaksanaan verifikasi metode analisa pada Standar Ruang Lingkup 

(SRL) dan Metode Analisa (MA) terverifikasi dalam mendukung 

pencapaian Standar Kemampuan Laboratorium. 

 

15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman 

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah 

daerah perlu memperhatikan hubungan dengan Pemerintah Pusat, termasuk 

dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Mengingat banyaknya pihak 

yang terlibat, diperlukan upaya menyeluruh dari hulu ke hilir (from farm to 

table) yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, dalam 

era otonomi daerah, pengawasan keamanan pangan masih menghadapi 

kendala perencanaan, pendanaan, SDM, serta sinkronisasi kebijakan, 

sehingga belum semua Kabupaten/Kota dapat melaksanakan secara optimal. 

Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara dokumen perencanaan 
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daerah dan nasional, yang berdampak pada pencapaian sasaran 

pembangunan. 

Badan POM mendorong agar program keamanan pangan daerah sejalan 

dengan kebijakan pusat melalui: 

a. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan keamanan 

pangan. 

b. Pengaktifan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan (TKPPOM) di daerah. 

c. Pendampingan teknis, termasuk memastikan Kabupaten/Kota mengisi 

tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM. 

IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman termasuk dalam sasaran kegiatan 

meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT. Definisi IKSK ini adalah:  

a. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi 

menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di 

sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.  

b. Pendampingan yang dilakukan meliputi: 

1) advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan 

Pangan di daerah 

2) mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota 

3) mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian 

mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM 

c. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi: 

1) Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap 

(seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, 

Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai 

ketentuan 

2) Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai 

minimal 60)  

 



 

83 
 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase 

Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota 

Pangan Aman tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 
 

 
10,00  

 
10,00  

 
100,00  

 
Baik 

 

 

Pada Tahun 2025, IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi 

Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman ditetapkan dengan 

target sebesar 10,00%. Realisasi yang dicapai mencapai 10,00%, 

sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%, dengan kategori Baik.  

Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan lintas sektor terkait 

mendukung kinerja IKSK tersebut sehingga capaian Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman dapat 

tercapai. Kota/Kabupaten pangan aman diharapkan dapat 

menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di 

sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase 
Kabupaten/Kota 
yang 
didampaingi 
dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 
 

 
2024 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2025 

 
10,00  

 
10,00  

 
100,00  

 
Baik 

 

 

IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja 

dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 

2025. 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase 
Kabupaten/Kota yang 
didampaingi dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 
 

 
100,00  

 
10,00  

 
10,00  

 
Perlu 
Upaya 
Keras 

 

 
Realisasi kinerja IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi 

Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman hingga Tahun 2025 

telah mencapai 10,00%, dibandingkan dengan target akhir Renstra 

sebesar 100,00%. Dengan capaian sebesar 10,00%, indikator ini berada 

pada kategori Perlu Upaya Keras. Program ini masih berlangsung terus 

sampai akhir renstra, sehingga perlu strategi kinerja yang terus 

ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan 

sesuai arah pencapaian target jangka menengah, melalui koordinasi lintas 

sektor, pendampingan teknis, serta penguatan komitmen pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Dengan strategi 

tersebut, diharapkan seluruh  Kabupaten/Kota mampu menerapkan 

pengawasan pangan secara komprehensif dari hulu ke hilir.  

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

10 11,76

20
15,38 16

Persentase Kabupaten/Kota yang
didampaingi dalam pencapaian 
Kabupaten/Kota Pangan Aman
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Gambar 3.16 Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian 
Kabupaten/Kota Pangan Aman 

 

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja IKSK Persentase Kabupaten/Kota 

yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada 

BBPOM di Kupang mencapai 10,00%, yang jika dibandingkan dengan unit 

kerja lain, realisasi kinerja BBPOM di Kupang berada di bawah capaian 

BBPOM di Lampung yang mencapai 20,00%, BBPOM di Banda Aceh 

sebesar 15,38% dan BBPOM di Makassar sebesar 11,76%. Unit kerja 

yang telah melampaui target nasional adalah BBPOM di Lampung dan 

BBPOM di Aceh, sedangkan BBPOM di Makassar dan BBPOM di Kupang 

masih dibawah target nasional 16,00%. Perbandingan ini menunjukkan 

bahwa kinerja BBPOM di Kupang perlu ditingkatkan lagi dalam 

melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait agar 

pemahaman terkait pentingnya kabupaten/kota pangan aman meningkat 

untuk menjaga masyarakat dari produk pangan yang tidak sesuai 

ketentuan. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang 

Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 

disebabkan oleh beberapa upaya strategis, yaitu: 

1) Koordinasi dan audiensi dengan pimpinan daerah, termasuk Wali Kota 

Kupang dan Sekretaris Daerah Kota Kupang, untuk memperkuat 

dukungan kebijakan. 

2) Pelibatan lintas sektor terkait dalam kegiatan pengawasan bersama, 

sehingga komitmen terhadap keamanan pangan semakin solid. 

3) Pendampingan langsung kepada stakeholder, khususnya dalam 

pengumpulan data dukung, guna memastikan kelengkapan dan 

akurasi informasi. 

4) Penyamaan persepsi terkait data dukung penilaian mandiri, sehingga 

proses penilaian berjalan konsisten, terukur, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Untuk menjamin keberlanjutan program Kabupaten/Kota Pangan Aman, 

langkah tindak lanjut yang direncanakan meliputi: 

1) Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait implementasi 

program Kabupaten/Kota Pangan Aman. 

2) Pendampingan berkelanjutan kepada Kota Kupang dalam pemenuhan 

standar Kabupaten/Kota Pangan Aman, sebagai bentuk perlindungan 

masyarakat terhadap pangan yang aman. 

3) Pemetaan kabupaten/kota yang akan didampingi dalam pemenuhan 

standar, sehingga intervensi dapat dilakukan secara terarah dan 

efektif. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko untuk tahun 

2026.  

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana 

Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

15 

 

Persentase 

Kabupaten/K

ota yang 

Didampingi 

Dalam 

Pencapaian 

Kabupaten/K

ota 

 

- 
 

1. Koordinasi 

intensif 

dengan 

pemerintah 

daerah 

terkait 

implementa

si program 

Kabupaten/

Kota 

Pangan 

Aman. 

2. Pendampin

gan 

berkelanjuta

n kepada 

Kota 

Kupang 

dalam 

pemenuhan 

standar 

Kabupaten/

Kota 

Pangan 

Aman, 

 

1. Koordinas

i intensif 

dengan 

pemerinta

h daerah 

terkait 

implement

asi 

program 

Kabupate

n/Kota 

Pangan 

Aman. 

2. Pendampi

ngan 

berkelanju

tan 

kepada 

Kota 

Kupang 

dalam 

pemenuh

an 

standar 

Kabupate

n/Kota 

  

Januari  

s/d 

Desemb

er 2026 

 

T 

 

- 

 

- 
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No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana 

Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

sebagai 

bentuk 

perlindunga

n 

masyarakat 

terhadap 

pangan 

yang aman. 

3. Pemetaan 

kabupaten/k

ota yang 

akan 

didampingi 

dalam 

pemenuhan 

standar, 

sehingga 

intervensi 

dapat 

dilakukan 

secara 

terarah dan 

efektif 

Pangan 

Aman 

3. Pemetaan 

kabupaten

/kota yang 

akan 

didamping

i dalam 

pemenuh

an 

standar 

 

 

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh: 

1) Aktivasi Tim Koordinasi 

Pengaktifan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan 

Obat dan Makanan menjadi langkah awal yang strategis. Melalui tim 

ini, disusun rencana aksi pengawasan pangan yang dilaksanakan oleh 

masing-masing stakeholder sesuai peran dan kewenangan, sehingga 

pengawasan lebih terarah dan terintegrasi. 

2) Sinergi Lintas Sektor 

Pelaksanaan pengawasan pangan bersama lintas sektor memperkuat 

komitmen kolektif dalam menjamin keamanan pangan. Sinergi ini 

meningkatkan efektivitas pengawasan karena melibatkan berbagai 

pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan 

instansi teknis terkait. 

3) Harmonisasi Data Dukung 
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Upaya penyamaan persepsi dalam pemenuhan data dukung penilaian 

mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman memastikan konsistensi dan 

akurasi informasi. Dengan data yang seragam dan terukur, proses 

penilaian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

16. Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 

IKSK ini masuk dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas 

Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi. Sesuai dengan definisi 

IKSK, indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana 

produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak 

lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. 

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang 

memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik 

skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha 

besar. 

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah 

kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi 

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, 

pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, 

meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait 

hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika 

diperlukan). 

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling 

sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK PIKSK Persentase 

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Persentase sarana produksi 
pangan fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti  sesuai 
ketentuan   

50,00 50,00 100,00 Sangat 
Baik  

 

Pada Tahun 2025, IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 

yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target 

kinerja sebesar 50,00%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100,00%, 

yang menunjukkan bahwa 1 (satu) sarana produksi pangan fortifikasi yang 

menjadi target, seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100,00% 

dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti  sesuai 
ketentuan  

2024 - - - - 

2025 50,00 100,00 100,00 Sangat 
Baik  

 
IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, tidak dapat dibandingkan realisasi 

kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru 

di tahun 2025. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

 
Persentase sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang diperiksa 

100,00 50,00 50,00  

Perlu 
Upaya 
Keras 
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dan 
ditindaklanjuti  sesuai 
ketentuan 
  

 
IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, merupakan indikator baru yang mulai 

diukur pada tahun 2025, dengan baseline data sarana produksi pangan 

fortifikasi tahun 2023. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 

100,00%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 50,00% karena 

total sarana produksi pangan fortifikasi yang ditargetkan untuk diperiksa 

sejumlah 2 (dua) sarana produksi garam konsumsi beriodium, dan telah 

terlaksana 1 (satu) sarana produksi. 

Dengan capaian tersebut, diperlukan upaya intensif berkelanjutan hingga 

akhir periode Renstra agar target 100,00% dapat tercapai. Terlebih tren 

sarana produksi pangan fortifikasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, 

hingga tahun 2025 terdapat 6 (enam) sarana produksi garam konsumsi 

beryodium di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Oleh karena itu, capaian 

indikator ini dikategorikan Perlu Upaya Keras. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.17 Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

50
59,46

70,27
75

59

Persentase Sarana Produksi Pangan 
Fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan
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Jika dibandingkan dengan unit kerja lain, target kinerja BBPOM di Kupang 

yang paling rendah dibandingkan BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar 

Lampung, dan BBPOM di Banda Aceh. Hal ini karena baseline total sarana 

produksi pangan olahan fortifikasi yang harus diperiksa hanya 2 sarana, 

sehingga target yang ditentukan untuk tahun 2025-2026 adalah 

setengahnya yaitu sebesar 50,00%, angka ini masih di bawah target 

nasional tahun 2025 yaitu sebesar 59,00%. 

Mengacu pada target nasional sebesar 59,00%, maka BBPOM di 

Makassar, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Banda Aceh telah 

mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Kupang belum mencapai 

target nasional. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2025 telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana 

tahun 2025 yang telah dibuat, dilaporkan di SIPT (Sistem Informasi 

Pelaporan Terpadu) tepat waktu, dan diterbitkan surat rekomendasi tindak 

lanjut sesuai dengan ketentuan. 

Adanya pertumbuhan sarana produksi pangan fortifikasi khususnya garam 

konsumsi beryodium di wilayah kerja BBPOM di Kupang pada tahun 2025, 

tentu saja merubah baseline total sarana yang harus diawasi. Hal ini dapat 

menjadi masukan pengambil kebijakan di level pusat untuk penyesuaian 

target persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang harus 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh BBPOM di Kupang di 

tahun berikutnya. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko untuk tahun 

2026 dengan peristiwa risiko sesuai dengan capaian indikator kinerja 

tahun 2025. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau 

mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK 

dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda
la / 

Perma
salaha

n 

Rekomendasi Rencana 
Tindak 
Lanjut 

Timeline Apakah 
Sudah 

dikelola 
sebagai 
Risiko 
(Y/T) 

Kode 
Risiko 

Peristiwa 
Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
16 

 
Persentase 
sarana 
produksi 
pangan 
fortifikasi 
yang 
diperiksa 
dan 
ditindaklanjut
i  sesuai 
ketentuan 

 
- 

 

Pemeriksaan sarana 

produksi pangan 

fortifikasi (garam 

beryodium) mengikuti 

target sarana yang 

telah ditetapkan 

berdasarkan tarikan 

data nomor izin edar 

per tahun 2023. 

Sehingga 1 sarana 

produksi garam 

beryodium yang ada di 

Kota Kupang akan 

dilaksanakan tahun 

berikutnya karena 

target tahun 2025 

hanya inspeksi 1 

sarana.  

 

 

Pemeriksaa

n 1 sarana 

produksi 

garam 

beryodium 

di Kota 

Kupang 

tahun 2026 

 

 
 April 
2026 

 
T 

 
- 

 
- 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja 

ini adalah: 

1) Konsisten melakukan pemeriksaan sarana sesuai target yang telah 

ditetapkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 

2) Terus mengawal pertumbuhan sarana produksi garam beryodium di 

wilayah kerja BBPOM di Kupang dan melakukan pendampingan 

kepada pelaku usaha terkait komitmen implementasi Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik (CPPOB); 

3) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin. 
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17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah 

Kerja UPT 

Tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT merupakan ukuran keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), 

berdasarkan penerimaan audiens terhadap aspek sumber atau narasumber, 

konten atau informasi, pemahaman, serta manfaat KIE yang dirasakan. Jenis 

ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media 

diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan 

media luar ruang.  

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:  

a. Sumber atau Narasumber KIE  

b. Konten atau Informasi KIE  

c. Pemahaman Audiens KIE  

d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE  

Nilai indeks diperoleh dari hasil survei efektivitas KIE langsung dan/atau KIE 

media yang diisi oleh responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. 

Responden survei adalah masyarakat penerima manfaat KIE, baik peserta 

kegiatan KIE yang diselenggarakan UPT BPOM maupun masyarakat yang 

mengakses kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM 

dalam satu bulan terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

langsung (face to face interview), penyebaran kuisioner, dan survey daring. 

Jumlah minimal responden ditentukan menggunakan tabel Krejcie Morgan 

berdasarkan populasi sasaran, yang mengacu pada target KIE tahunan yang 

diproporsikan pada setiap triwulan. 
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Cara Perhitungan dan Formula:  

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis menggunakan rumus 

yang telah ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama pada 

aplikasi evaluasi KIE menggunakan akun masing-masing UPT. Adapun 

perhitungan indeks efektivitas KIE unit kerja mengacu pada formula yang 

telah ditetapkan dalam pedoman evaluasi KIE sebagai berikut: 

 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Tingkat Efektivitas 

KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Tahun 2025 

dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Tingkat efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di wilayah 
kerja UPT  

87,09 90,51 103,93% Sangat 
Baik  

 
Realisasi IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di Wilayah Kerja UPT Tahun 2025 mencapai 90,51, melampaui 

target yang ditetapkan sebesar 87,09. Dengan demikian, indikator kinerja 

memperoleh capaian 103,93% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik, 

yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE berjalan efektif dan 

melebihi standar kinerja yang direncanakan. 

Rincian hasil indeks KIE dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Tingkat 
efektivitas KIE 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 
di wilayah kerja 
UPT 
 

2024 - - - - 

2025 87,09 90,51 103,93% Sangat 
Baik 

 

 

IKSK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun 

sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan manual indikator. 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target Akhir 

Renstra 
Realisasi 

2025 
% 

Capaian  
Kategori 

Tingkat Efektivitas 
KIE Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 
 

 
90,58 

 
90,51 

 
99,92% 

 
Akan 

Tercapai 
 

 

Realisasi IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di Wilayah Kerja UPT pada tahun 2025 sebesar 90,51 telah 

mendekati target akhir periode Renstra Tahun 2029 sebesar 90,58, 

dengan capaian 99,92%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja indikator 

berada pada jalur yang sangat baik sehingga target akhir periode Renstra 

secara realistis optimis Akan Tercapai. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.18 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di 
wilayah kerja UPT 

 

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE BBPOM di Kupang sebesar 90,51 berada 

di atas target nasional tahun 2025 (86,52), namun masih lebih rendah 

dibandingkan capaian beberapa UPT lain, yaitu BBPOM di Makassar 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

90,51
92,39 92,71

96,45

86,52

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
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(92,39), BBPOM di Bandar Lampung (92,71), dan BBPOM di Banda Aceh 

(96,45). Seluruh UPT tersebut telah melampaui target nasional, dengan 

capaian tertinggi ditunjukkan oleh BBPOM di Banda Aceh. 

 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian kinerja terutama dipengaruhi oleh konsistensi 

implementasi inovasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta 

penguatan kolaborasi lintas sektor. Sinergi yang baik dengan para 

pemangku kepentingan mendukung perluasan jangkauan informasi dan 

peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Namun demikian, masih 

terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan anggaran 

serta variasi kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Perbedaan 

kapasitas sumber daya dan konsistensi penerapan pedoman turut 

memengaruhi optimalisasi capaian kinerja. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan sebagai berikut penguatan 

perencanaan berbasis skala prioritas agar sumber daya yang tersedia 

dapat dimanfaatkan secara optimal, standardisasi pelaksanaan KIE sesuai 

pedoman yang berlaku untuk menjamin keseragaman mutu kegiatan, dan 

peningkatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjaga 

keberlanjutan dan kualitas capaian kinerja. 

Terhadap capaian IKSK, telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko berupa masyarakat menerima dan mempercayai informasi 

yang tidak valid atau menyesatkan terkait sediaan farmasi dan pangan 

olahan. Risiko ini berpotensi menurunkan efektivitas program KIE serta 

memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Sebagai bentuk pengendalian 

terhadap risiko tersebut, telah dilaksanakan berbagai langkah, antara lain 

rapat evaluasi internal secara berkala, implementasi inovasi Jelas BPOM, 

implementasi inovasi Sinergik, implementasi inovasi RISET, implementasi 

inovasi TOGA SOPAN, implementasi inovasi PANTAR, sosialisasi Obat 

dan Makanan secara langsung/tatap muka, dan perluasan cakupan KIE 

melalui media pemerintah daerah. 
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Melalui identifikasi risiko yang sistematis, tindakan perbaikan dan mitigasi 

dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Dengan demikian, capaian 

kinerja IKSK diharapkan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan 

serta berkelanjutan. 

 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomendasi Rencana 

Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

17 

 

Tingkat 

Efektivitas 

KIE 

Sediaan 

Farmasi 

dan 

Pangan 

Olahan di 

wilayah 

kerja UPT 

 

- 

 

Penguatan 

perencana

an 

berbasis 

prioritas, 

standardis

asi 

pelaksana

an KIE 

sesuai 

pedoman, 

serta 

peningkata

n sistem 

monitoring 

dan 

evaluasi 

untuk 

menjaga 

keberlanjut

an capaian 

kinerja 

 

Menyusu

n 

rencana 

kerja KIE 

sesuai 

pedoman 

dan 

juknis 

dengan 

memprio

ritaskan 

kegiatan 

berdamp

ak tinggi, 

memperk

uat 

kolabora

si 

stakehol

der, 

serta 

meningk

atkan 

monitorin

g dan 

evaluasi 

melalui 

survei 

rutin dan 

review 

berkala 

untuk 

memasti

kan 

pencapai

an 

target. 

 

Desem

ber 

2026 

 

 Ya 

 

 S-5 

 

Masyarak

at 

menerima 

dan 

memperc

ayai 

informasi 

tidak valid 

atau 

menyesat

kan 

tentang 

sedian 

farmasi 

dan 

pangan 

olahan 
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f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian tingkat efektivitas KIE didukung oleh 

implementasi berbagai inovasi KIE berbasis media dan tatap muka, 

khususnya melalui program JELAS BPOM, RISET, Toga SOPAN, Sinergi 

dengan mahasiswa KKN, serta kolaborasi dengan sekolah, tokoh agama, 

dan komunitas. Konsistensi produksi konten digital, pemanfaatan media 

sosial dan media lokal, serta perluasan kegiatan edukasi langsung 

meningkatkan jangkauan sasaran dan partisipasi masyarakat. 

Pendampingan pengisian survei efektivitas juga berkontribusi pada 

perbaikan kualitas data evaluasi. 

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan 

berupa keterbatasan anggaran untuk kegiatan luring, belum meratanya 

pemahaman peserta dalam pengisian survei, serta kebutuhan penguatan 

strategi pengukuran efektivitas KIE. Optimalisasi kolaborasi stakeholder 

dan inovasi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas 

dan peningkatan capaian kinerja. 

 

18. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah 

sekolah yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan 

indikator:  

1) Memiliki SK Tim Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif.  

2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.  

3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. 

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan 

atas komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan 

melalui rencana aksi program keamanan pangan di sekolah dan 

memberdayakan Kader Keamanan Pangan Sekolah yang mengacu pada 

Kerangka Acuan Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang 

Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025. Target tahun 

2025 merupakan target jumlah sekolah pada tahun berjalan. Sekolah yang 

dilakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman 

(PJAS) terdiri dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama 
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yang dilakukan berupa advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, 

bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah 

(guru/orang tua/komite sekolah). Selain itu akan dilakukan pendampingan 

yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan 

persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan 

agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta 

memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan program keamanan 

pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. IKSK ini termasuk dalam 

sasaran kegiatan meningkatnya evektifitas KIE.  

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Jumlah Sekolah yang 

Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 dapat dilihat 

berikut ini: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Jumlah sekolah 
yang melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 

10 10 100% Baik 
 
 

 

Pada akhir tahun 2025, seluruh tahapan kegiatan telah dilakukan sampai 

dengan tahap monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan. Jumlah sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 telah terealisasi 

sebanyak 10 sekolah pada 1 kabupaten. Capaian jumlah sekolah yang 

melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah berhasil mencapai 

target 100% dengan kategori Baik. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

Jumlah 
sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan 
pangan 

2024     

2025 10 10 100% Baik 
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IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan 

Pangan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun 

sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan manual indikator. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

 
Jumlah sekolah yang 
melaksanakan 
pembudayaan 
keamanan pangan 
 
 

 
19 

 
10 

 
52,63% 

 
 

 
Perlu 
Upaya 
Keras 

 

 
Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan pada tahun 2025 sebanyak 10 sekolah, dibandingkan dengan 

target akhir Renstra sebesar 19 sekolah, menunjukkan capaian sebesar 

52,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target tahunan telah 

tercapai, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk 

memenuhi target jangka menengah. Oleh karena itu, capaian kinerja pada 

indikator ini dikategorikan Perlu Upaya Keras. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

10 16 12 10

490

Jumlah sekolah yang melaksanakan 
pembudayaan keamanan pangan
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Gambar 3.19 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 
pangan 

 

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan BBPOM di Kupang sebanyak 10 sekolah menunjukkan hasil yang 

setara dengan BBPOM di Banda Aceh, namun masih lebih rendah dari 

BBPOM di Bandar Lampung yang mencapai 12 sekolah dan BBPOM di 

Makassar yang mencapai 16 sekolah. 

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2025 sebesar 490 

sekolah, realisasi BBPOM di Kupang merupakan bagian dari kontribusi 

kolektif UPT BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung 

percepatan pencapaian target nasional. Realisasi kinerja ini 

mencerminkan peran aktif BBPOM di Kupang dalam menunjang 

keberhasilan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan 

keamanan pangan di wilayah kerja BBPOM di Kupang. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 

merupakan bagian program prioritas nasional keamanan pangan yang 

pada tahun 2025 telah dilaksanakan di 1 kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, yaitu: Kabupaten Kupang. Strategi program ini dilakukan 

dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku 

komunitas sekolah akan pentingnya keamanan pangan dengan 

pemberdayaan kepala sekolah/guru dan orang tua siswa sebagai Kader 

Keamanan Pangan Sekolah. Kader diharapkan secara aktif dan mandiri 

melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah. 

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan pada tahun 2025 adalah 10 sekolah dengan capaian 100%. 

Penyebab keberhasilan sebagai berikut: 

1) Komitmen Kepala Sekolah, Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan 

komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan 

pangan di sekolah secara mandiri. 

2) Pelaksanaan tahapan kegiatan  sesuai jadwal. 
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3) Melakukan monitoring secara berkala pada setiap tahapan kegiatan 

untuk mencapai target per tahapan yang telah ditetapkan, baik internal 

BPOM di Kupang maupun Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan POM. 

 

 

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain: 

1) Perlu dihadirkan Kepala Sekolah pada saat Bimbingan Teknis Kader 

Keamanan Pangan sehingga dapat menguatkan komitmen serta 

mendorong kader dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-

prinsip keamanan pangan secara mandiri. 

2) Melakukan pendampingan dan pengawalan sekolah yang sudah 

diintervensi pada tahun 2025 secara intensif dan berkala sehingga 

keberlanjutan program keamanan PJAS tetap dilaksanakan di sekolah. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) 

aman yang sudah diintervensi tidak mengimplementasikan rencana aksi 

program keamanan pangan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian 

terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:  

1) Koordinasi dan advokasi dengan stakeholder terkait keberlanjutan 

program 

2) Pengawalan terhadap sekolah yang sudah diintervensi tahun 2024 

3) Rapat evaluasi internal 

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomen

dasi 

Rencana 

Tindak 

Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

18 

 

Jumlah 

sekolah 

yang 

melaksanak

an 

pembudayaa

n keamanan 

pangan 

 

- 

 

Penguatan 

komitmen 

kader 

keamanan 

pangan 

sekolah  

 

Melakukan 

monitoring 

dan 

evaluasi 

kegiatan 

intervensi 

keamanan 

pangan 

oleh kader 

keamanan 

pangan 

secara 

berkala 

 

Desemb

er 2026 

 

 Y 

 

O-11 

 

Sekolah dengan 

pangan jajanan 

anak usia sekolah 

(PJAS) aman yang 

sudah diintervensi 

tidak 

mengimplementasi

kan rencana aksi 

program 

keamanan pangan 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja ini adalah koordinasi dan komitmen yang baik dengan Kepala 

Sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah (KKPS) untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana dan 

mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, BBPOM di Kupang juga 

melakukan pendampingan dan pengawalan kepada kader keamanan 

pangan sekolah melalui Whatsapp Grup Kader sehingga kader dapat 

meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan dan memperluas 

cakupan intervensi di komunitas sekolah. 

Tahapan kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah 

dilakukan sampai akhir tahun 2025 adalah: 

1) Koordinasi awal dan advokasi terpadu kepada lintas sektor. 

2) Sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah perluasan cakupan dan 

sekolah intervensi lengkap. 

3) Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan 

sekolah. 

4) Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dalam 

pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan 

pangan secara mandiri. 
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5) Sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan 

pangan. 

6) Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi tahun sebelumnya 

(2024). 

 

19. Jumlah Desa Pangan Aman 

Desa Pangan Aman merupakan desa yang mendapatkan intervensi 

keamanan pangan (desa baru) melalui kegiatan advokasi, bimbingan teknis, 

serta pendampingan intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis kepada 

komunitas desa, termasuk pengawalan berkelanjutan terhadap desa yang 

telah diintervensi. Sasaran intervensi mencakup desa maju, desa 

berkembang, desa lokus intervensi stunting, desa hasil kerja sama dengan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta 

desa di kawasan destinasi wisata. Desa maju merupakan desa dengan nilai 

Indeks Desa membangun (IDM) > 0,707 hingga Ò 0.815, sedangkan desa 

berkembang memiliki IDM > 0.599 hingga Ò 0.707. IDM adalah indeks 

komposit yang mengukur ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi desa. 

Pelaksanaan program keamanan pangan desa meliputi tiga kegiatan utama, 

yaitu penguatan kapasitas desa, pemberdayaan komunitas desa, serta 

monitoring dan evaluasi. Suatu desa dikategorikan sebagai desa pangan 

aman apabila memiliki: 

a. kader keamanan pangan desa yang aktif, 

b. melaksanakan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, serta 

c. memiliki dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri, 

baik melalui pemanfaatan dana desa, pendanaan mandiri, maupun 

integrasi dengan program lainnya. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Jumlah Desa Pangan 

Aman tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

 
Jumlah Desa Pangan Aman 
  

 
4 

 
4 

 
100% 

Baik  
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Pada tahun 2025, target IKSK Jumlah Desa Pangan Aman dengan jumlah 

desa yang diintervensi oleh BBPOM di Kupang adalah 4 desa baru di satu 

kabupaten. Target tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya hingga 

akhir tahun, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori 

Baik. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

 
Jumlah Desa Pangan 
Aman  

2024 
    

2025 4 4 100% Baik 
  

 

IKSK Jumlah Desa Pangan Aman tidak dapat dibandingkan realisasi 

kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan manual 

indikator. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target Akhir 

Renstra 
Realisasi 

2025 
% 

Capaian  
Kategori 

Jumlah Desa 
Pangan Aman 
 
  

 
 

8 

 
 

4 

 
 

50% 

Perlu Upaya 
Keras 

 

  
 

Realisasi Desa Pangan Aman pada tahun 2025 sebanyak 4 desa, 

dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 8 desa, menunjukkan 

capaian sebesar 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target 

tahunan telah tercapai, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif 

untuk memenuhi target jangka menengah. Oleh karena itu, capaian kinerja 

pada indikator ini dikategorikan Perlu Upaya Keras. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 
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Gambar 3.20 Jumlah Desa Pangan Aman 

 

Realisasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Kupang pada 

tahun 2025 sebanyak 4 desa, menunjukkan hasil yang setara dengan 

BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Aceh, namun masih lebih 

rendah dibandingkan BBPOM di Makassar yang mencapai 5 desa. 

Perbandingan ini menggambarkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang 

berada pada tingkat yang kompetitif antar unit kerja. 

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2025 sebesar 172 desa 

pangan aman, capaian BBPOM di Kupang merupakan bagian dari 

kontribusi kolektif unit pelaksana teknis BPOM dalam mendukung 

pencapaian target nasional. Capaian tersebut juga mencerminkan peran 

aktif BBPOM di Kupang dalam pelaksanaan program keamanan pangan 

di wilayah Nusa Tenggara Timur. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian IKSK Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 

yang mencapai 100% terhadap target tahunan didukung oleh strategi 

pelaksanaan kegiatan yang menekankan efisiensi anggaran melalui 

pengintegrasian advokasi, bimbingan teknis, pendampingan, serta 

monitoring dan evaluasi dalam satu rangkaian kegiatan terpadu. 

Optimalisasi sinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, 

pemanfaatan fasilitas desa, dukungan pendanaan dari dana desa, serta 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

4 4 5 4

172

Jumlah Desa Pangan Aman
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integrasi dengan program lain seperti percepatan penurunan stunting turut 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Peran aktif kader 

keamanan pangan desa juga memperkuat keberlanjutan intervensi di 

tingkat komunitas. Perencanaan berbasis prioritas dan risiko, khususnya 

pada desa lokus stunting dan desa dengan kerawanan pangan lebih tinggi, 

menjadikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. 

Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi faktor 

penghambat dalam percepatan pencapaian target jangka menengah 

Renstra. Efisiensi pelaksanaan kegiatan membatasi jumlah desa yang 

dapat diintervensi setiap tahun sehingga capaian kumulatif belum optimal. 

Selain itu, kondisi geografis wilayah kerja yang luas dan mencakup daerah 

terpencil meningkatkan kebutuhan biaya operasional pendampingan dan 

monitoring. Keterbatasan kapasitas sebagian aparatur desa dalam 

mengintegrasikan program keamanan pangan ke dalam perencanaan 

desa juga menyebabkan keberlanjutan program masih memerlukan 

dukungan intensif dari BBPOM di Kupang. Ke depan, diperlukan 

penguatan perencanaan kolaboratif dengan pemerintah daerah, 

peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi model 

pendampingan yang efisien agar percepatan pencapaian target jangka 

menengah dapat terwujud secara berkelanjutan. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko Desa pangan aman yang sudah diintervensi tahun 

sebelumnya tidak mengimplementasikan rencana aksi program keamanan 

pangan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko 

tersebut adalah:  

1) Pertemuan pengawalan dengan TKPD/KKPD yang diintervensi 

setahun sebelumnya 

2) Supervisi KKPD untuk implementasi rencana aksi 

3) Rapat evaluasi internal 

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomen

dasi 

Rencana 

Tindak Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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Desa 

Pangan 

Aman 

 

- 

 

Memperku

at 

perencana

an 

kolaboratif 

dan 

kapasitas 

desa serta 

mengoptim

alkan 

model 

pendampin

gan yang 

efisien 

melalui 

sinergi 

lintas 

sektor 

risiko. 

 

Melasanakan 

koordinasi 

dengan 

pemerintah 

daerah dan 

desa untuk 

integrasi 

program 

dalam 

perencanaan 

program desa, 

disertai 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur dan 

penerapan 

sistem 

pendampingan 

hybrid (daringï

luring) 

berbasis 

prioritas. 

 

Desemb

er 2026 

  

Y 

  

O-9 

 

Desa pangan 

aman yang sudah 

diintervensi tahun 

sebelumnya tidak 

mengimplementasi

kan rencana aksi 

program 

keamanan pangan 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Pencapaian IKSK Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 menunjukkan 

bahwa model pelaksanaan program berbasis advokasi, bimbingan teknis, 

dan pendampingan komunitas efektif dalam meningkatkan kapasitas desa 

dalam pengelolaan keamanan pangan. Kegiatan perkuatan kapasitas 

desa berkontribusi langsung pada terbentuknya kader keamanan pangan 

yang aktif serta tersusunnya rencana aksi desa. Pemberdayaan komunitas 

mendorong penerapan praktik keamanan pangan secara berkelanjutan di 

tingkat masyarakat. 

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam memastikan 

implementasi rencana aksi desa berjalan sesuai target. Desa yang 

mendapatkan pendampingan intensif menunjukkan tingkat kemandirian 

yang lebih baik dalam mengintegrasikan program keamanan pangan ke 

dalam perencanaan desa. Namun, variasi tingkat partisipasi komunitas 
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dan kesiapan desa menyebabkan hasil implementasi program belum 

merata di seluruh desa intervensi. 

Secara umum, program Desa Pangan Aman telah berjalan efektif dalam 

mendukung pencapaian target tahunan. Ke depan, penguatan kualitas 

pendampingan dan peningkatan keterlibatan komunitas menjadi faktor 

kunci untuk meningkatkan dampak program secara lebih merata dan 

berkelanjutan. 

 

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

Indikator kinerja atau IKSK ini dihitung berdasarkan jumlah pasar yang 

mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis 

Komunitas. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh Pemerintah 

Daerah terkait sebagai pasar percontohan untuk program pasar pangan aman 

berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) adalah 

pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari 

pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply 

dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah advokasi, pelatihan, 

pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, serta monitoring dan evaluasi. 

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan 

Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. 

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE 

kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Jumlah Pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

 
Jumlah Pasar Pangan Aman 
Berbasis Komunitas  

1 1 100% Baik  

 
Pada akhir tahun 2025, seluruh tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas telah selesai dilakukan. Jumlah pasar pangan aman 

berbasis komunitas pada tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 1 pasar 

dari target 1 pasar. Capaian jumlah pasar pangan berbasis komunitas 

telah berhasil mencapai target 100%  dengan kategori Baik. 



 

111 
 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

 
Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis 
komunitas 

 
2024 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2025 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
Baik 

 

  
 
IKSK Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tidak dapat 

dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan 

terjadi perubahan manual indikator. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

 
Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis komunitas  

 
2 

 
1 

 
50%  

Perlu Upaya 
Keras 

 
  

 

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2025 

sebanyak 1 pasar, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar    2 

pasar, menunjukkan capaian sebesar 50%. Hal ini mengindikasikan 

bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, namun masih diperlukan 

upaya yang lebih intensif untuk memenuhi target jangka menengah. Oleh 

karena itu, capaian kinerja pada indikator ini dikategorikan Perlu Upaya 

Keras. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 
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Gambar 3.21 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

 

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas antar UPT 

tersebut berada pada tingkat yang sama, yaitu masing-masing unit 

pelaksana teknis (UPT) baik BBPOM di Kupang, BBPOM di Makassar, 

BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banda Aceh telah berhasil 

mengintervensi 1 pasar. 

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2025 sebesar 73 pasar 

pangan aman berbasis komunitas, realisasi BBPOM di Kupang 

merupakan bagian dari kontribusi kolektif UPT BPOM di seluruh Indonesia 

dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target nasional. 

Realisasi kinerja ini mencerminkan peran aktif BBPOM di Kupang dalam 

pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah 

kerja BBPOM di Kupang. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian 

program prioritas nasional keamanan pangan yang pada tahun 2025 telah 

dilaksanakan di 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 

Kabupaten Kupang. Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis 

komunitas pada tahun 2023 adalah 1 pasar dengan capaian 100%. 

Pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas relatif 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

1 1 1 1

73

Jumlah Pasar Pangan Aman 
Berbasis Komunitas
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lebih sulit dibandingkan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini 

diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam 

dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Mengubah perilaku 

komunitas pasar untuk menerapkan prinsip keamanan pangan di pasar 

bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Ketersediaan sarana prasarana 

di pasar yang belum memadai dan tidak sesuai persyaratan juga menjadi 

tantangan tersendiri bagi BBPOM di Kupang dalam melaksanakan 

program ini. Minimnya program dari stakeholder sehingga tidak dapat 

dilakukan kolaborasi kegiatan di pasar. Namun demikian, BBPOM di 

Kupang tetap berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang 

telah diintervensi tetap konsisten menerapkan keamanan pangan. 

Kegiatan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi tetap 

dilakukan melalui pendampingan bagi petugas pengelola pasar saat 

melakukan monev. 

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain: 

1) Melakukan perkuatan komitmen Pemerintah Daerah agar 

berkolaborasi dengan stakeholder lainnya sehingga keberlanjutan 

kegiatan keamanan pangan dapat dilakukan di pasar secara mandiri. 

2) Mengawal dan terus melakukan pendampingan bagi petugas 

pengelola pasar yang sudah dilatih untuk mempertahankan 

kompetensi dan mampu melakukan pengawasan keamanan pangan 

secara berkelanjutan. 

3) Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan yang membawahi pasar agar program ini dapat 

direplikasi di masing-masing kabupaten/kota sehingga program pasar 

pangan aman berbasis komunitas tidak terbatas pada pasar yang 

diintervensi BBPOM di Kupang. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan Belum ada penganggaran 

pengawasan keamanan pangan secara mandiri di pasar yang sudah 

diintervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Sebagai 

bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah  

1) Koordinasi dan advokasi stakeholder terkait penganggaran 

pengawasan keamanan pangan secara mandiri 
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2) Pengawalan terhadap pasar yang sudah diintervensi 1 tahun 

sebelumnya 

3) Rapat evaluasi internal 

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Ken

dala 

/ 

Per

mas

alah

an 

Rekomen

dasi 

Rencana 

Tindak Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

20 

 

Jumlah 

pasar 

pangan 

aman 

berbasis 

komunitas 

 

- 

 

Peningkat

an 

koordinasi 

dengan 

lintas 

sektor 

terkait  

 

Melakukan 

monitoring dan 

evaluasi 

petugas 

pengelola 

pasar secara 

berkala 

 

Desemb

er 2026 

 

 Y 

 

O -10 

 

Belum ada 

penganggaran 

pengawasan 

keamanan pangan 

secara mandiri di 

pasar yang sudah 

diintervensi 

Program Pasar 

Pangan Aman 

Berbasis 

Komunitas 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan 

sesuai tahapan sampai 100% yang artinya target 1 pasar yang diintervensi 

telah diselesaikan sampai Triwulan IV. Tahapan kegiatan intervensi pasar 

yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2025 adalah forum advokasi 

komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, bimbingan teknis dan 

penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan di pasar, 

pengawasan keamanan pangan di pasar, serta pengawalan pasar. 

Koordinasi dengan lintas sektor yang sangat baik merupakan salah satu 

keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis 

komunitas. Peningkatan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan 

kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan juga penting 

dilakukan agar komunitas pasar secara mandiri ikut serta dalam 

mengawasi pangan yang beredar di pasar dan menerapkan Cara 
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Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar. Pendampingan bagi 

petugas pengelola pasar dan koordinasi dengan lintas sektor tetap 

dilakukan sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas 

berkelanjutan di 3 kabupaten yang telah diintervensi pada tahun 2024. 

Tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas yang telah 

dilakukan sampai akhir tahun 2025 adalah: 

1) Forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar 

2) Sosialisasi keamanan pangan di pasar 

3) Bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar 

4) Pengawasan keamanan pangan di pasar 

5) Pengawalan pasar yang sudah diintervensi tahun sebelumnya (2024). 

 

21. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi 

Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

IKSK Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi 

Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan 

Olahan termasuk dalam sasaran kegiatan Meningkatnya pendampingan 

UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Definisi IKSK ini 

adalah: 

a. Ruang Lingkup UMKM: 

1) UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: 

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 

Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; dan  

b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

2) Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik: 

UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 

a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 

b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke 

Tahap II atau tahap selanjutnya. 
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c) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan 

industri kosmetik golongan B. 

b. UMKM yang memenuhi standar adalah: 

1) UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi 

adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip 

CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK; 

2) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip 

cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan 

diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap 

(tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3); 

3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan 

prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan 

diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) 

CPKB. 

c. Kriteria UMKM yang didampingi: 

1) Untuk UMK Pangan Olahan: 

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan 

Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. 

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui 

UPT BPOM selama tahun berjalan. 

2) Untuk UMKM OBA: 

a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau 

obat kuasi namun belum memiliki izin edar; 

b) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat 

kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan 

dari program Dana Alokasi Khusus (DAK); 

c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus 

beralih ke obat bahan alam; 

d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum 

memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap; 

e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi 

Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya 

(Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan 
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f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas 

Sektor. 

3) Untuk UMKM Kosmetik: 

a) UMKM yang memproduksi kosmetik; 

b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek 

CPKB (start-up); 

c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki 

SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan 

d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. 

Pendampingan UMKM dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan fasilitasi 

yang dilakukan oleh Badan POM melalui tenaga fasilitator untuk membantu 

UMKM dalam: 

a. Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan, 

khasiat/kemanfaatan, dan mutu. 

b. Memberikan bimbingan teknis, asistensi, serta edukasi agar UMKM 

mampu menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik 

(CPOTB), Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau CPPOB Pangan Olahan. 

c. Meningkatkan daya saing produk UMKM sehingga dapat dipasarkan 

secara legal dan berkelanjutan. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase UMKM 

yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan 

OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tahun 2025 dapat 

dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

 
Persentase UMKM yang 
Didampingi dan Memperoleh 
Rekomendasi Sertifikat Cara 
Pembuatan OBA, Kos yang 
Baik dan/atau IP CPPOB 
Pangan Olahan  

 
13,95 

 
19,77 

 
141,72 

Tidak Dapat 
Disimpulkan  

 

Target awal IKSK Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh 

Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP 

CPPOB Pangan Olahan yang ditetapkan adalah sejumlah 12 UMKM, 
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namun dalam pelaksanaannya terdapat 17 UMKM yang berhasil 

didampingi hingga tahap rekomendasi sertifikat. Capaian tersebut secara 

kuantitatif menunjukkan persentase realisasi sebesar 141,72% dari target 

yang ditetapkan. Angka ini merefleksikan adanya kelebihan capaian 

dibandingkan target awal sehingga dikategorikan Tidak Dapat 

Disimpulkan. Realisasi capaian ini tidak dapat disimpulkan karena 

terdapat beberapa faktor yang memengaruhi realisasi capaian, antara lain: 

1) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha OBA, Kosmetik dan Pangan 

tentang penting peredaran produk yang sesuai standar regulasi, 

sehingga banyak yang mengajukan sertifikasi sarana dan registrasi 

produk Obat dan Makanan. 

2) Adanya implementasi Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2023 

tentang Registrasi Pangan Olahan Pasal 8, dimana Izin Penerapan 

CPPOB merupakan pra syarat wajib dalam pendaftaran produk pangan 

olahan di BPOM, sehingga meningkat permohonan dari pelaku usaha 

pangan untuk proses sertifikasi. 

Dari total UMKM yang mengikuti program pendampingan, sejumlah 17 

UMKM atau 19,77%  berhasil menyelesaikan seluruh tahapan proses 

hingga memperoleh rekomendasi sertifikat. Pencapaian ini menunjukkan 

adanya peningkatan kesadaran dan komitmen pelaku usaha terhadap 

penerapan prinsip Good Manufacturing Practices (GMP) serta kepatuhan 

terhadap regulasi BPOM. Secara rinci, capaian dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

¶ 3 UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat OBA:  

¶ 4 UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat Kosmetik 

¶ 10 UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat IP CPPOB Pangan 

Olahan 

Capaian ini mencerminkan efektivitas program pendampingan yang 

memberikan dampak positif terhadap daya saing UMKM di sektor obat 

bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan. Dengan adanya sertifikat 

tersebut, UMKM memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam memasarkan 

produk secara legal, aman, dan berkualitas, baik di tingkat lokal maupun 

nasional. 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

 
Persentase 
UMKM yang 
Didampingi dan 
Memperoleh 
Rekomendasi 
Sertifikat Cara 
Pembuatan 
OBA, Kos yang 
Baik dan/atau 
IP CPPOB 
Pangan Olahan  

 
2024 

 
- 

 
-  

 
- 

 
 
 
- 
  

 
2025 

 
12 

 
17 

 
141,72% 

 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

  

 

IKSK UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara 

Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tidak 

dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya 

dikarenakan terjadi perubahan manual indikator. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 

Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 

Capaian  
Kategori 

Persentase UMKM 
yang Didampingi dan 
Memperoleh 
Rekomendasi 
Sertifikat Cara 
Pembuatan OBA, Kos 
yang Baik dan/atau IP 
CPPOB Pangan 
Olahan  

97,67 19,77 20,24 Perlu 
Upaya 
Keras 

 
  

 
Target akhir Renstra untuk indikator persentase UMKM yang didampingi 

dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional 

yang Baik (OBA), Kosmetik yang Baik, dan/atau IP CPPOB Pangan 

Olahan ditetapkan sebesar 97,67%. Pada tahun 2025, realisasi 

pendampingan mencapai 19,77% dengan persentase capaian sebesar 

141,72%. Namun, jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian ini 

baru mencapai 20,24% sehingga indikator dikategorikan Perlu Upaya 

Keras. 
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Meskipun realisasi belum mendekati target jangka menengah, capaian 

tahun 2025 menunjukkan efektivitas program pendampingan UMKM yang 

dilaksanakan. Hal ini sekaligus mencerminkan peningkatan komitmen 

pelaku usaha dalam memenuhi standar produksi yang baik sesuai regulasi 

Badan POM. Keberhasilan ini menjadi indikator positif bahwa strategi 

pembinaan dan fasilitasi yang diterapkan telah memberikan dampak nyata 

terhadap peningkatan kepatuhan UMKM. 

Dengan demikian, capaian tahun 2025 dapat dijadikan landasan yang kuat 

untuk memperluas jangkauan pendampingan di tahun-tahun berikutnya, 

sehingga keberlanjutan program tetap terjaga dan target Renstra dapat 

dicapai secara lebih optimal. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.22 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi 
sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan 
Olahan 

 

Realisasi IKSK persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh 

rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, 

dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan di BBPOM Kupang pada tahun 2025 

sebesar 19,77%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian BBPOM 

Banda Aceh (19,40%), BBPOM Bandar Lampung (16,94%), dan BBPOM 

Makassar (15,15%).  

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

19,77

15,15
16,94

19,4

14,18

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh 
rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 

yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
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Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 14,18%, capaian 

seluruh UPT menunjukkan kinerja pendampingan UMKM yang kompetitif 

dan berada jauh di atas rata-rata nasional. Keberhasilan melampaui target 

nasional ini menjadi indikator bahwa strategi pembinaan dan fasilitasi yang 

dilakukan oleh UPT telah memberikan dampak nyata terhadap 

peningkatan kepatuhan UMKM dalam menerapkan standar produksi yang 

baik. Selain itu, capaian ini dapat dijadikan dasar pengembangan model 

pendampingan ke daerah lain, sehingga pemerataan kualitas UMKM di 

seluruh Indonesia dapat lebih terjamin. Dengan demikian, keberhasilan 

tahun 2025 tidak hanya mencerminkan efektivitas program, tetapi juga 

memperkuat arah kebijakan untuk memperluas jangkauan pendampingan 

di masa mendatang. 

 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan capaian IKSK persentase UMKM yang didampingi dan 

memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang 

Baik, dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti: 

1) Pendekatan pendampingan yang sistematis dan berbasis kebutuhan 

UMKM serta penerapan metode pembinaan yang lebih praktis dan 

aplikatif, sehingga memudahkan UMKM dalam memahami standar 

produksi yang baik, melalui Inovasi PEPETIN UMKM 

2) UMKM semakin menyadari pentingnya sertifikasi sebagai jaminan 

mutu dan daya saing produk dan adanya dorongan internal pelaku 

usaha untuk memenuhi regulasi Badan POM sebagai syarat masuk 

pasar yang lebih luas 

3) Konsistensi pelaksanaan program pendampingan di berbagai daerah 

4) Regulasi yang jelas dan terukur menjadi acuan bagi pelaku usaha 

dalam memenuhi standar produksi 

5) Peningkatan kepatuhan UMKM terhadap standar produksi yang baik 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak 
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memenuhi standar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap 

peristiwa risiko tersebut adalah tersedianya beberapa kegiatan yang 

mendukung capaian IKSK yaitu Inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1, KIE terkait 

Obat dan Makanan, Pelaksanaan sanksi administratif, Inovasi Webinar 

SEO dan Inovasi VIZIN PRO. Dengan identifikasi risiko maka tindakan 

perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga 

kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

No IKSK Kenda

la / 

Perma

salaha

n 

Rekomen

dasi 

Rencana 

Tindak Lanjut 

Timeline Apakah 

Sudah 

dikelola 

sebagai 

Risiko 

(Y/T) 

Kode 

Risiko 

Peristiwa 

Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

21 

Persentase UMKM 

yang didampingi dan 

memperoleh 

rekomendasi 

sertifikat cara 

pembuatan OBA, 

Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

  

- 

 

Meningkat

kan 

kolaborasi 

dengan 

stakholder 

terkait 

 

Memperkuat 

jejaring 

dengan 

stakholder 

yang memiliki 

program 

pendampingan 

UMKM Obat 

dan Makanan 

 

Desemb

er 2026 

 

 Y 

 

 S-1 

  

Beredarny

a produk 

obat dan 

makanan 

yang tidak 

memenuhi 

standar 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Keberhasilan capaian IKSK persentase UMKM yang didampingi dan 

memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang 

Baik, dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tidak terlepas dari sejumlah 

program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung 

mendukung efektivitas pendampingan. Faktor penunjang tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan sosialisasi regulasi dan standar produksi yang baik 

kepada UMKM secara berjenjang. 

2) Penyediaan materi edukasi yang mudah dipahami, sehingga 

meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya 

sertifikasi. 
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3) Pendampingan langsung di lapangan untuk memastikan UMKM 

memahami dan menerapkan prinsip Cara Pembuatan OBA/Kosmetik 

yang Baik. 

4) Fasilitasi penyusunan dokumen pendukung sertifikasi agar proses 

berjalan lebih cepat dan tepat. 

5) Pelatihan teknis bagi UMKM mengenai penerapan CPPOB pangan 

olahan. 

6) Sinergi lintas sektor untuk memperluas jangkauan pendampingan dan 

memastikan keberlanjutan program. 

7) Dukungan promosi produk UMKM yang telah bersertifikat, sehingga 

meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk mengikuti program 

pendampingan. 

8) Evaluasi capaian pendampingan secara periodik untuk menilai 

efektivitas program. 

 

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 

Peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi 

ketentuan merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. 

Dalam konteks pengawasan nasional, BPOM memiliki mandat untuk 

melakukan pengawasan pre-market dan post-market, termasuk penindakan 

dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. BBPOM 

di Kupang sebagai salah satu UPT BPOM yang berada di wilayah provinsi 

NTT memegang peranan strategis dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal, 

intelijen, patroli siber, serta penyidikan tindak pidana di bidang sediaan 

farmasi dan pangan olahan. Keberhasilan proses penyidikan menjadi faktor 

kunci dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar 

untuk melindungi masyarakat. Pada tahun 2025 BBPOM di Kupang belum 

optimal melaksanakan kinerja Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Kupang yang dihitung 

berdasarkan Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.  

 

Berdasarkan Definisi IKSK:  
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a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan 

terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang 

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut 

cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan ini 

dilaksanakan oleh BBPOM di Kupang dalam rangka penyelesaian perkara 

yang ditangani PPNS. 

Gambar Realisasi IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 

 

b. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya 

c. Capaian kinerja dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap 

tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target 

perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-

turut: 

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%; 

2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum 

(JPU)) sebesar 40%; 

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 

sebesar 30%; dan 

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa 

Penuntut Umum) sebesar 15%. 
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d. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan 

penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:  

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah 

perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) 

x 100% 

e. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan 

SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai 

bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan 

tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.  

f. Perkara carry over yang dihitung menjadi capaian perkara, merupakan 

seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara 

carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses 

penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase 

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di 

UPT tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

` 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

Persentase Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT  

93,00  71,00 76.34 Cukup 
  

 

Pada tahun 2025, target IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT ditetapkan 

sebesar 93,00%. Realisasi yang dicapai sebesar 71,00%, dengan rincian: 

1) Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara ditambah 1 perkara 

carry over 

2) Jumlah perkara yang sampai dengan tahap 2 sebanyak 2 perkara 

3) Jumlah perkara yang sampai pada tahap 1 sebanyak 1 perkara 

4) Jumlah perkara yang sampai pada tahap SPDP sebanyak 1 perkara 

5) Jumlah perkata carry over sampai pada tahap P21 dan SP3 sebanyak 

1 perkara.  
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Dengan demikian, capaian kinerja terhadap target adalah sebesar 76,34% 

dari target yang ditetapkan, dengan kategori Cukup.  

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

 
Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT  

2024 - - - - 

2025 93 71 76.34 Cukup  

 

Realisasi IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tahun 2025 tidak dapat dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya (2024) karena adanya perubahan serta 

perbedaan pada kalimat definisi operasional antara lain tahun sebelumnya 

fokus pada penindakan kejahatan obat dan makanan secara umum 

sedangkan untuk tahun 2025  lebih spesifik pada penyidikan sediaan 

farmasi dan pangan olahan.  

Tahun 2024 sebagai tahun terakhir periode renstra tahun 2020-2024, 

kalimat indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penindakan 

Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dan tahun 2025 sebagai tahun 

pertama periode renstra 2025ï2029, IKSK adalah Persentase 

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan. Penindakan lebih luas mencakup proses intelijen dan penyidikan, 

sedangkan penyidikan bagian dari penindakan. Penindakan adalah 

serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan per UU di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang 

dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan di UPT  

97,00 71,00 73,19 Akan 
Tercapai 

  

 

Realisasi kinerja IKSK persentase Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan BBPOM di Kupang tahun 2025 sebesar 71,00%, 

dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 97,00%, 

dengan capaian realisasi terhadap target Renstra sebesar 73,19%, 

dengan kategori Akan Tercapai. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa diperlukan rata-rata peningkatan nilai persentase 

sekitar 6-7 persen pertahun dalam kurun waktu empat tahun ke depan dan 

akan tercapai pada tahun 2029.  

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Undang-Undang 

tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penyesuaian dengan  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru merupakan  faktor eksternal yang 

berdampak langsung pada capaian IKSK Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.  

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

71
89,62 85 88,75 85,13

PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN 
KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN 

PANGAN OLAHAN DI UPT
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Gambar 3.23 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan di UPT 

 

Realisasi kinerja IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Kupang yaitu 71,00% 

lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja BBPOM di Makassar 

(89,62%), BBPOM di Lampung (85,00%) dan BBPOM di Aceh (88,75%).  

Jika dibandingkan terhadap target nasional BPOM sebesar 85,13%, maka  

BBPOM di Makassar, BBPOM di Lampung dan BBPOM di Aceh telah 

mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Kupang tidak mencapai 

target nasional, yang menunjukan bahwa BBPOM di Kupang belum 

mencapai sasaran maksimal dalam penyelesaian perkara penyidikan. Hal 

ini terjadi karena dipengaruhi oleh perkara yang ditangani BBPOM di 

Kupang, tidak semua sampai pada tahap 2 pada tahun 2025. Penyidikan 

perkara merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi ke depannya, 

namun pengendalian dengan melakukan evaluasi dalam pengukuran 

indikator kinerja keberhasilan serta penyesuaian manajemen perkara. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Realisasi kinerja IKSK pada tahun 2025 hanya mencapai 71% dari target 

sebesar 93% yang telah ditetapkan, sehingga dinyatakan tidak tercapai. 

Meskipun realisasi tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang 

ditetapkan, kinerja penyidikan terhadap pelanggaran di bidang sediaan 

farmasi dan pangan olahan tetap mencerminkan komitmen kuat dalam 

penegakan hukum. Proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, 

akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan 

tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian perkara. 

Tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2025 dipengaruhi oleh 

beberapa faktor utama, yaitu: 

1) Perubahan target perkara   

Pada awal tahun terjadi penyesuaian target perkara akibat efisiensi 

anggaran dan perubahan definisi operasional. Hal ini dilakukan untuk 

menyesuaikan dengan Renstra 2025ï2029 yang baru ditetapkan pada 
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semester II tahun 2025. Akibatnya, perhitungan target kinerja pada 

awal tahun masih menggunakan definisi operasional sebelumnya, 

sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara target awal dan target 

yang berlaku kemudian. 

2) Keterbatasan bukti dalam penyidikan praktik kefarmasian   

Kurangnya bukti yang kuat menghambat proses penyidikan terhadap 

perkara praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Kondisi 

ini menyebabkan proses penyidikan melebihi batas waktu yang 

ditetapkan dan mengalami stagnasi. 

3) Hambatan dalam penetapan tersangka perkara pangan kedaluwarsa   

Pada perkara peredaran pangan kedaluwarsa, dilakukan penghentian 

demi hukum karena faktor usia terlapor di atas 65 tahun menjadi 

kendala dalam proses penetapan tersangka. Hal ini berdampak pada 

keterlambatan proses hukum dan pencapaian target kinerja. 

Kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sulit diprediksi 

baik dari segi waktu, lokasi, maupun jumlah kasus. Hal ini disebabkan oleh 

keragaman karakteristik pelaku serta modus operandi yang terus berubah 

seiring perkembangan situasi. Sebagai unit pelaksana teknis, BBPOM 

Kupang tetap berkewajiban melindungi masyarakat dari peredaran produk 

sediaan farmasi dan pangan olahan yang berpotensi membahayakan 

kesehatan. Upaya ini sekaligus bertujuan memberikan rasa aman kepada 

masyarakat di wilayah kerja BBPOM Kupang melalui pengawasan, 

penegakan hukum, dan pembinaan yang konsisten sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Upaya yang akan dilakukan oleh BBPOM di Kupang untuk dapat mencapai 

kinerja di tahun 2026 antara lain :  

1) Mengusulkan manual indikator ditetapkan sejak awal tahun sehingga 

UPT dapat menetapkan target yang sesuai. 

2) Penguatan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian sejak awal 

sebelum proses penyidikan.  

3) Evaluasi ulang unsur pidana pada perkara yang ditangani dan 

kemungkinan alternatif penyelesaian dengan mempertimbangkan 

aspek kemanusiaan. 



 

130 
 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko penyelesaian berkas perkara tindak pidana Obat dan 

Makanan melebihi timeline. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian 

terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:  

1) Membuat Rencana Penyidikan  

2) Berkoordinasi dengan CJS untuk pemanggilan saksi/tersangka 

3) Pemanggilan Saksi/tersangka dengan upaya paksa 

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 
No IKSK Kendala / 

Permasalahan 
Rekomendasi Rencana 

Tindak 
Lanjut 

Timeline Apakah 
Sudah 

dikelola 
sebagai 
Risiko 
(Y/T) 

Kode 
Risiko 

Peristiwa 
Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
22 

 

Persentase 

Keberhasila

n Penyidikan 

Kejahatan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan di 

UPT 

  

  

 

Adanya 

perubahan 

perhitungan 

indikator kinerja 

pada bulan Juli 

2025, karena 

perubahaan target 

perkara pada awal 

tahun akibat 

adanya efisiensi 

anggaran dan 

definisi 

operasional untuk  

penyesuaian 

dengan Renstra 

2025ï2029 yang 

baru ditetapkan 

pada semester 2 

tahun 2025, 

sehingga 

perhitungan target 

kinerja pada awal 

tahun 2025 masih 

menggunakan 

definisi 

operasional 

sebelumnya. 

 

 

Penatapan 
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sehingga UPT 
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menetapkan 

target yang 

sesuai 
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Desemb
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Ya 

 
O-15 
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an Berkas 
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Obat dan 
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melebihi 
timeline 
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No IKSK Kendala / 
Permasalahan 

Rekomendasi Rencana 
Tindak 
Lanjut 

Timeline Apakah 
Sudah 

dikelola 
sebagai 
Risiko 
(Y/T) 

Kode 
Risiko 

Peristiwa 
Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Persentase 

Keberhasila

n Penyidikan 

Kejahatan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan di 

UPT 

 

Kurangnya bukti 

yang kuat 

menghambat 

proses penyidikan 

perkara yang 

praktek 

kefarmasian tanpa 

keahlian dan 

kewenangan 

sehingga proses 

penyidikan 

melebihi timeline 

dan stagnan 

Penguatan 

koordinasi 

dengan 

Kejaksaan 

dan Kepolisian 

sejak awal 

sebelum 

proses 

penyidikan 

 
Melakukan 
koordinasi 
dengan 
penuntut 
umum dan 
kepolisian 
sebelum 
proses 
penyidikan 
sesuai 
dengan 
peraturan 
yang berlaku 

 
Januari - 
Desemb
er 2026 

 
Ya 

 
O-15 

 
Penyelesai
an Berkas 
Perkara 
Tindak 
Pidana 
Obat dan 
Makanan 
melebihi 
timeline 

 Persentase 

Keberhasila

n Penyidikan 

Kejahatan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan 

Olahan di 

UPT 

 

Kurangnya bukti 

yang cukup kuat 

dan usia lanjut 

calon tersangka 

(di atas 60 tahun) 

menghambat 

proses penetapan 

tersangka  dan 

proses hukum 

pada perkara 

mengedarkan 

pangan 

kedaluwarsa 

Evaluasi ulang 

unsur pidana 

pada perkara 

yang ditangani 

dan 

kemungkinan 

alternatif 

penyelesaian 

dengan 

mempertimba

ngkan aspek 

kemanusiaan 

 
Melakukan 
monitoring 
dan evaluasi 
dengan 
melibatkan 
penuntut 
umum serta 
kepolisian 
terkait 
kendala 
yang 
dihadapi 
penyidik 

 
Januari - 
Desemb
er 2026 

 
Ya 

 
O-15 

 
Penyelesai
an Berkas 
Perkara 
Tindak 
Pidana 
Obat dan 
Makanan 
melebihi 
timeline 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Beberapa kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian IKSK 

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT di tahun 2025 yang dilakukan BBPOM di Kupang 

antara lain: 

1) Secara rutin melakukan kegiatan intelijen di wilayah kerja BBPOM di 

Kupang dan melakukan input data kerawanan kejahatan secara 

konsisten setiap bulan dimana terdapat 100 (seratus) data kerawanan 

yang telah dilaporkan melalui aplikasi dashboard penindakan.  

2) Koordinasi Tim Pemeriksaan dan Tim Penindakan selama tahun 2025 

memberikan kontribusi signifikan terhadap tersedianya alat bukti awal 
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yang kuat dalam pemberian sanksi pidana untuk 2 (dua) perkara di 

bidang pangan di Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao sehingga 

memberikan efek jera serta perlindungan maksimal bagi masyarakat 

3) Peningkatan kompetensi petugas intelijen maupun pengawasan pada 

fungsi pemeriksaan yang dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek 

Intelijen bidang Obat dan Makanan pada tanggal 17 Oktober 2025. 

4) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian Polda NTT 

dalam penanganan  5 (lima) perkara di tahun 2025. 

5) Koordinasi dengan pihak Asperindo terutama jasa ekspedisi JNT 

dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan obat ï obat tertentu yang 

menunjang tercapainya target 1 (satu) perkara di Kabupaten Kupang. 

6) Melakukan Reviu SOP Mikro dengan mempertimbangkan kembali 

waktu penyelesaian dalam penanganan perkara. 

 

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 

Indikator terkait dengan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah 

indikator baru sesuai dengan Rencana Strategis BPOM 2025 ï 2029. 

Indikator ini diukur dari hasil terlaksananya kejahatan sediaan farmasi dan 

pangan olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Analisis 

kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan terbagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Analisis Penelusuran Siber adalah hasil kegiatan patroli siber dan 

penjejakan digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi 

pelanggaran terhadap perundang-undangan mengenai peredaran 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau 

didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang 

dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan, sesuai 

dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan 

Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-

PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan 

Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM. 
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b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan 

Makanan di UPT, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 

HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :  

1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat 

dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun) .  

2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 

laporan dilaporkan tiap tahun).  

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan 

Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan 

rata-rata dari nilai: 

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%) 

b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%) 

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%) 

Pada tahun 2025 BBPOM di Kupang berhasil melaksanakan  kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di 

wilayah kerja UPT, yang diukur dengan IKSK Keberhasilan Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai 

Standar. Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase  

Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

Diselesaikan Sesuai Standar tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi %Capaian Kategori 

 
Persentase Laporan Analisis 
Kejahatan Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan yang 
diselesai sesuai standar   

 
90,00 

 
100,00 

 
111,11 

Tidak Dapat 
Disimpulkan  

 

Keberhasilan IKSK Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar oleh BBPOM Kupang 

pada tahun 2025 ditunjukkan dengan nilai realisasi sebesar 100,00% dari 

target yang ditetapkan, yaitu 90,00%. Persentase capaian mencapai 

111,11%, sehingga dikategorikan dengan kriteria Tidak Dapat 
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Disimpulkan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

oleh Direktorat Cegah Tangkal dan Direktorat Siber, BBPOM Kupang 

berhasil mencapai realisasi sebesar 100% untuk indikator Persentase 

Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber  

sebesar 50%  

2) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan sebesar  25%  

3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT  

sebesar 25% 

Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. 

Namun, capaian tersebut dikategorikan ñTidak Dapat Disimpulkanò karena 

target yang ditetapkan oleh unit pengampu lebih kecil. Proses 

penyelesaian laporan dilakukan secara tepat waktu melalui penginputan 

Patroli Siber dan Profiling Siber setiap bulan pada aplikasi Dashboard 

Penindakan (ADP). Selain itu, PIC ADP di BBPOM Kupang secara 

konsisten melakukan koordinasi dengan PIC ADP di BPOM Pusat untuk 

memastikan kelancaran pelaksanaan. Petugas juga menyelesaikan 

laporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan 

makanan serta laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis 

kewilayahan secara tepat waktu. Dengan demikian, meskipun realisasi 

kinerja IKSK mencapai 100%, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian 

terhadap target tidak dapat disimpulkan karena adanya ketidaksesuaian 

dalam penetapan target. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

Persentase 
Laporan Analisis 
Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
diselesai sesuai 
standar 

2024 - - - - 

2025 90,00 100,00 111.11% Tidak Dapat 
Disimpulkan  
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IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar tahun 2025, tidak dapat 

dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya karena 

merupakan indikator baru di tahun 2025 untuk periode Renstra 2025-2029. 

 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Persentase Laporan 
Analisis Kejahatan 
Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang 
diselesai sesuai 
standar 

94,00 100,00 106,38% Tercapai / 
Melampaui 

 

 

 

 

Realisasi IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar pada tahun 2025 

mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 

94%, maka diperoleh capaian sebesar 106,38%. Hasil ini dikategorikan 

Tercapai/Melampaui, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 

pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di 

wilayah kerja BBPOM Kupang telah dilaksanakan secara optimal. Capaian 

tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan yang baik dan menjadi 

dasar penting untuk mempertahankan konsistensi kinerja hingga periode 

akhir Renstra. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 
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Gambar 3.24 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan yang diselesai sesuai standar 

 

Realisasi kinerja IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar oleh 

BBPOM Kupang pada tahun 2025 mencapai 100%, setara dengan 

capaian BBPOM Makassar (100,00%) dan BBPOM Banda Aceh 

(100,00%), serta lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM Bandar 

Lampung (98,00%). 

Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 90,00%, keempat UPT 

tersebut telah melampaui target. Hal ini menunjukkan adanya komitmen 

kuat dalam melaksanakan kegiatan pelaporan analisis kejahatan sediaan 

farmasi dan pangan olahan sesuai standar, sebagai bagian dari upaya 

melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak sesuai dengan 

ketentuan. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar pada tahun 2025 

memang telah tercapai dengan realisasi sebesar 100%. Namun, dalam 

pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)   

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

100 100
98

100

90

PERSENTASE LAPORAN ANALISIS 
KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN 
PANGAN OLAHAN YANG DISELESAI 

SESUAI STANDAR
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Jumlah SDM yang terbatas menjadi hambatan dalam melakukan 

pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan ilegal, khususnya 

yang beredar secara daring. 

2) Kendala Infrastruktur Teknologi Informasi   

Gangguan jaringan internet pada waktu tertentu serta kendala teknis 

pada aplikasi pelaporan menyebabkan keterlambatan dan mengurangi 

kelancaran proses input data. 

Upaya yang akan dilakukan oleh BBPOM di Kupang untuk dapat mencapai 

kinerja di tahun 2026 antara lain: 

1) Pengembangan Inovasi SIAP BRO (Sistem Informasi Awal Patroli 

Siber) dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan 

obat dan makanan ilegal  yang beredar secara online.  

2) Berkoordinasi dengan PIC Pelaporan Siber dan ADP terkait kendala 

yang dihadapi BBPOM di Kupang 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko Serangan balik digital dari pelaku (phising, doxing, 

malware). Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko 

tersebut adalah:  

1) Pelatihan keamanan siber 

2) Simulasi serangan siber 

3) Pendampingan psikologis 

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 
 

No Indikator Kendala / 
Permasalaha

n 

Rekomendasi Rencana 
Tindak 
Lanjut 

Timeline Apakah 
Sudah 

dikelola 
sebagai 
Risiko 
(Y/T) 

Kode 
Risiko 

Peristiwa 
Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
23 

 

Persentase 

Laporan Analisis 

Kejahatan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang diselesai 

sesuai standar 

 

 

Keterbatasan 

SDM  untuk 

melakukan 

pengawasan 

obat dan 

makanan 

ilegal yang 

beredar 

secara online 

 
Pengembanga
n Inovasi SIAP 
BRO (Sistem 
Informasi Awal 
Patroli Siber) 
dengan 
melibatkan 
masyarakat 
dalam 
melakukan 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 
ilegal  yang 
beredar 
secara online 

 
Sosialisasi 
dan 
pengemban
gan inovasi 
SIAP BRO  

 
Januari 
ï 

Desemb
er 2026 

 
Ya 

 
K-8 

 
Serangan 
balik digital 
dari pelaku 
(phising, 
doxing, 
malware) 

 Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan 

Kejahatan 

Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

di UPT 

 

Jaringan 

internet yang 

kurang 

memadai 

karena 

mengalami 

gangguan 

pada waktu 

tertentu serta 

gangguan 

pada aplikasi 

saat 

melakukan 

pelaporan 

Melakukan 

Koordinasi 

dengan PIC 

Pelaporan 

Siber dan ADP 

terkait kendala 

yang dihadapi 

BBPOM di 

Kupang 

 
Koordinasi 
secara rutin 
dengan PIC 
Pelaporan 
Siber dan 
ADP BPOM  

 
Januari 
ï 

Desemb
er 2026 

 
Ya 

 
K-8 

 
Serangan 
balik digital 
dari pelaku 
(phising, 
doxing, 
malware) 

 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Beberapa kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator 

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar oleh BBPOM Kupang pada 

tahun 2025 antara lain: 

1) Pelaporan Patroli Siber dan Profiling Siber   

Melaporkan hasil patroli siber sebanyak 467 tautan serta melakukan 

profiling siber kejahatan obat dan makanan sebanyak 12 kasus secara 

rutin sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. 

2) Penginputan Data Kerawanan Kejahatan   
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Petugas penindakan secara rutin setiap bulan menginput data 

kerawanan kejahatan ke dalam sistem untuk mendukung analisis dan 

tindak lanjut. 

3) Koordinasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Diversi Obat Keras   

BBPOM Kupang melakukan koordinasi dengan pihak terkait, salah 

satunya dengan J&T Express sebagai anggota ASPERINDO. Pada 5 

Maret 2025, koordinasi ini berhasil menindaklanjuti laporan pengiriman 

obat keras berupa tramadol dan trihexyphenidyl dari Jakarta ke 

Kupang, sehingga kasus dapat ditangani dengan baik. 

4) Penggalangan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan   

Berkolaborasi dengan Direktorat Intelijen, BBPOM Kupang 

mengadakan kegiatan pengawasan bersama instansi yang memiliki 

fungsi intelijen pada 16 Oktober 2025, guna memperkuat sinergi dalam 

pengawasan obat dan makanan. 

5) Kampanye Publik dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)   

Melaksanakan kampanye publik melalui media daring BBPOM Kupang 

serta kegiatan KIE pada car free day (26 April 2025) untuk 

meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap 

peredaran obat serta NAPPZA ilegal. 

6) Pemanfaatan Kajian Pencegahan Kejahatan Pangan Olahan   

Melaksanakan KIE melalui media sosial, siaran radio, kegiatan di 

kampus, dan CFD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap distribusi obat dan pangan ilegal. 

7) Pemanfaatan Informasi Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan   

Melakukan koordinasi dengan Bea Cukai Kupang terkait distribusi 

pangan tanpa izin edar (TIE), seperti produk Sosis Perdix dari Timor 

Leste yang beredar di wilayah perbatasan. 

 

24. Indeks Pelayanan Publik UPT 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk 

mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) 

aspek meliputi:  

a. kebijakan pelayanan (24%),  

b. profesionalisme SDM (25%),  



 

140 
 

c. sarana prasarana (18%),  

d. sistem informasi pelayanan publik (11%),  

e. konsultasi pengaduan (10%), dan  

f. inovasi (12%).  

Penilaian kinerja UPP BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 

Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM 

dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi 

evortala.pom.go.id, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara 

daring. 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Indeks Pelayanan 

Publik UPT tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi % Capaian  Kategori 

 
Indeks Pelayanan Publik 
UPT  

 
4,7 

 
4,92 

 
104,68  

Sangat Baik  

 

Tahun 2025, BBPOM di Kupang menerima target Indeks Pelayanan Publik 

sebesar 4,7 dan berhasil direalisasikan sebesar 4,92. Dengan capaian 

sebesar 104,68%, kinerja Indeks Pelayanan Publik berada pada kategori 

Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan 

publik telah melampaui target yang ditetapkan.  

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi %Capaian Kategori 

 
Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

 
2024 

 
4,75 

 
4,93 

 
103,79 

Sangat 
Baik 

  
 

2025 
 

4,7 
 

4,92 
 

104,68 
Sangat 

Baik 
  

 

Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Kupang pada tahun 2025 

sebesar 4,92 relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2024 yang 
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mencapai 4,93. Meskipun terjadi penurunan nilai yang tidak signifikan, 

capaian kinerja tetap meningkat secara persentase terhadap target dan 

berada pada kategori Sangat Baik, sehingga menunjukkan konsistensi 

mutu pelayanan publik yang terjaga. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Indeks Pelayanan 
Publik UPT 
 
  

 
4,90 

 
4,92 

 
100,41 

Tercapai / 
Melampaui 

 

  
 

Realisasi IKSK Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 sebesar 4,92 telah 

melampaui target akhir Renstra sebesar 4,9 dengan capaian 100,41%. 

Capaian ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah tercapai 

bahkan melampaui sasaran yang ditetapkan, sehingga kinerja pada 

indikator ini dinilai Tercapai/Melampaui. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.25 Indeks Pelayanan Publik UPT 

 

Realisasi IKSK Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Kupang pada tahun 

2025 sebesar 4,92 lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Makassar (4,86) 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

4,92
4,86 4,85

4,96

4,27

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT
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dan BBPOM di Bandar Lampung (4,85), serta sedikit berada di bawah 

BBPOM di Aceh (4,96). Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 

4,27, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja pelayanan publik 

yang sangat kompetitif dan berada jauh di atas rata-rata nasional. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik didukung oleh 

pemenuhan enam aspek penilaian IPP, khususnya pada aspek kebijakan 

pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, serta sarana dan 

prasarana pelayanan publik. Optimalisasi sistem informasi pelayanan 

publik, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta pengembangan 

inovasi pelayanan turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPP. 

Adapun kendala yang dihadapi lebih bersifat potensial, yaitu perlunya 

konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil PEKPPP agar 

kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan meningkat. Oleh karena itu, 

rekomendasi perbaikan difokuskan pada pemantauan dan pelaksanaan 

rencana tindak lanjut hasil evaluasi PEKPPP tahun 2025 sebagai bagian 

dari upaya peningkatan pelayanan publik tahun 2026. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko Service Level Agreement (SLA) tindak lanjut penyelesaian 

pengaduan obat dan makanan tidak sesuai. Aktivitas pengendalian 

terhadap peristiwa risiko tersebut adalah: 

1) Melaksanakan tindak lanjut pengaduan sesuai SOP 

2) Monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan 

3) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan secara konsisten 

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan. 
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 

 
No Indikator Kendala 

/ 
Permas
alahan 

Rekomendasi Rencana 
Tindak Lanjut 

Timeline Apakah 
Sudah 

dikelola 
sebagai 
Risiko 
(Y/T) 

Kode 
Risiko 

Peristiwa Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
24 

 

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

UPT 

 

-  
Melakukan 
reviu terhadap 
target tahun 
berikutnya 

 
Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi rencana 
aksi hasil 
PEKPPP tahun 
2025 untuk 
peningkatan 
kualitas 
pelayanan publik 
tahun 2026 

 
2026 

 
 Y 

 
R-6 

 
Service Level 
Agreement (SLA) 
tindak lanjut 
penyelesaian 
pengaduan obat 
dan makanan 
tidak sesuai 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Kupang ditunjang oleh 

pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

dilakukan secara berkelanjutan, meliputi penyusunan dan implementasi 

kebijakan pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana 

dan prasarana yang memadai, serta optimalisasi sistem informasi 

pelayanan publik. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja 

pelayanan publik melalui aplikasi evortala.pom.go.id, yang dilengkapi 

dengan wawancara dan verifikasi data secara daring, turut memastikan 

objektivitas penilaian dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Tidak 

terdapat kegiatan yang secara signifikan menghambat pencapaian 

pernyataan kinerja, namun penguatan tindak lanjut rekomendasi evaluasi 

tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kinerja pada periode 

selanjutnya. 

 

25. Nilai Pembangunan ZI 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 
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2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada 

Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa 

seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu 

langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan 

organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, 

efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik 

kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka 

mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta 

meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.  

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 

1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan 

sesuai yang diharapkan 

2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM 

Cara Perhitungan Dan Formula: 

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim 

Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih 

dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim 

Penilai Unit Kerja Eselon I.  

Cara Perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen yaitu: 
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Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Nilai Pembangunan 

ZI BBPOM di Kupang tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi % Capaian  Kategori 

 
Nilai Pembangunan ZI 
  

 
90 

 
87,17 

 
96,86  

Baik  

 

Tahun 2025, realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Kupang 

sebesar 87,17 dari target nilai 90,00 sehingga persen capaian kinerja 

sebesar 96,86 dengan kategori Baik. Nilai pembangunan ZI diperoleh dari 

penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Hasil evaluasi 

PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada BBPOM di Kupang sebesar 

87,17 dengan rincian sebagai berikut: 
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Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan 

memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar 

dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik 

yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

Terkait hasil penilaian, BBPOM di Kupang harus melakukan perbaikan 

berdasarkan saran perbaikan yang diberikan tim penilai melalui hasil 

evaluasi. BBPOM di Kupang perlu memperbaiki nilai komponen 

pengungkit untuk bagian penataan tatalaksana dan meningkatkan nilai 

komponen pengungkit untuk bagian lainnya lebih optimal. Begitu juga 

dengan komponen hasil, nilai yang ada masih perlu ditingkatkan kembali 

di tahun 2026, walaupun capaian kinerja terkait IKSK ini masuk dalam 

kategori Baik. 
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b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

 
Nilai Pembangunan 
ZI  

 
2024 

 
88,33 

 
87,27 

 
98,80 

Baik 
 

  
 

2025 

 
90 

 
87,17 

 
96,86 

Baik 
 
 
  

 

Tahun 2024, realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI 87,27 dengan capaian 

98,80%, sedangkan tahun 2025 realisasi Nilai Pembangunan ZI 

mengalami penurunan menjadi 87,17 dengan capaian 96,86% dari target 

2025. Setelah meraih WBK pada 2023, BBPOM di Kupang mencanangkan 

meraih WBBM pada 2025 sehingga menargetkan nilai pembangunan 

Zona Integritas sebesar 90. Target ini tidak tercapai karena nilai komponen 

pengungkit Penataan Tatalaksana Tidak Memenuhi Syarat. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Nilai 
Pembangunan ZI 
 
  

 
91,00 

 
87,17 

 
95,79 

Akan 
Tercapai 

 

  
 

Realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI tahun 2025 sebesar 87,17 dibawah  

target akhir Renstra sebesar 91,00 dengan capaian 95,79% dengan 

kategori Akan Tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa target jangka 

menengah belum tercapai masih dibawah sasaran yang ditetapkan, 

sehingga kinerja pada indikator perlu ditingkatkan terus, dan menjadi 

tanggungjawab semua pegawai dalam pembangunan ZI pada BBPOM di 

Kupang, sehingga perwujudan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari 

praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya dapat tercapai sampai akhir target Renstra. 
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d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.26 NILAI PEMBANGUNAN ZI 

 

Realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Kupang pada tahun 2025 

sebesar 87,17 lebih rendah dibandingkan BBPOM di Makassar (90,71), 

BBPOM di Bandar Lampung (89,35), dan BBPOM di Aceh (90,24). Jika 

dibandingkan dengan target nasional sebesar 86,58, capaian BBPOM di 

Kupang dan UPT lainnya telah melebihi target nasional, yang 

menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembangunan ZI untuk mewujudkan 

unit kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, telah 

berjalan dengan baik pada masing-masing UPT dengan capaian diatas 

target nasional. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) di BBPOM Kupang 

Tahun 2025 menunjukkan nilai 87,17 dari target 90,00, dengan capaian 

kinerja 96,86% dan kategori Baik. Walaupun capaian ini tergolong tinggi, 

namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya 

target yaitu: 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

87,17

90,71

89,35

90,24

86,58

NILAI PEMBANGUNAN ZI
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1) Penurunan Nilai Penataan Tatalaksana, yang menunjukkan bahwa 

indikator tata kelola, SOP, dan sistem kerja tidak konsisten diterapkan, 

serta mekanisme monitoring dan evaluasi internal belum optimal, 

sehingga terjadi gap antara kebijakan dan praktik 

2) Beberapa inovasi pelayanan publik belum menunjukkan keberlanjutan, 

termasuk integrasi digitalisasi proses kerja belum sepenuhnya efektif 

3) Koordinasi lintas fungsi/bagian/tim masih belum optimal, terutama 

dalam standarisasi prosedur 

4) Sistem pengawasan internal belum mampu mendeteksi dan 

mengoreksi deviasi secara cepat 

5) Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi sebelumnya belum 

sepenuhnya dilaksanakan 

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, terdapat gap antara target (90,00) 

dan realisasi (87,17). Fokus perbaikan perlu diarahkan pada komponen 

pengungkit, khususnya Penataan Tatalaksana yang mengalami 

penurunan status. Berikut rekomendasi yang dapat digunakan untuk 

perbaikan kinerja: 

1) Digitalisasi proses kerja dengan percepatan integrasi sistem informasi 

untuk mengurangi ketergantungan pada manualisasi 

2) Review dan harmonisasi SOP dengan melakukan audit internal 

terhadap seluruh SOP, untuk memastikan konsistensi penerapan di 

setiap unit kerja dan memperbaiki daftar SOP untuk menghilangkan 

duplikasi SOP pada sistem manajemen terintegrasi 

3) Pelatihan teknis dan manajerial yang berfokus pada kompetensi tata 

kelola, pelayanan publik, dan inovasi 

4) Evaluasi keberlanjutan inovasi dengan memastikan inovasi pelayanan 

publik tidak hanya bersifat jangka pendek 

5) Tindak lanjut rekomendasi evaluasi dengan memastikan setiap catatan 

hasil evaluasi sebelumnya ditindaklanjuti dengan bukti nyata 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko SOP tidak diterapkan. Aktivitas pengendalian terhadap 

peristiwa risiko tersebut adalah melaksanakan kaji ulang dokumen, rapat 

tinjauan manajemen dan mengembangkan inovasi sinergi. 
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Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan.  

 

Matriks Rekomendasi Triwulan IV 
 

No IKSK Kendala / 
Permasalahan 

Rekomendasi Rencana Tindak 
Lanjut 

Timeli
ne 

Apakah 
Sudah 

dikelola 
sebagai 
Risiko 
(Y/T) 

Kode 
Risiko 

Peristiwa 
Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
25 

 

Nilai 

Pembang

unan ZI 

 

 

Penurunan Nilai 

Penataan Tatalaksana, 

yang menunjukkan 

bahwa indikator tata 

kelola, SOP, dan sistem 

kerja tidak konsisten 

diterapkan, serta 

mekanisme monitoring 

dan evaluasi internal 

belum optimal, sehingga 

terjadi gap antara 

kebijakan dan praktik 

Beberapa inovasi 

pelayanan publik belum 

menunjukkan 

keberlanjutan, termasuk 

integrasi digitalisasi 

proses kerja belum 

sepenuhnya efektif 

Koordinasi lintas 

fungsi/bagian/tim masih 

belum optimal, terutama 

dalam standarisasi 

prosedur 

Sistem pengawasan 

internal belum mampu 

mendeteksi dan 

mengoreksi deviasi 

secara cepat 

Tindak lanjut atas 

rekomendasi evaluasi 

sebelumnya belum 

sepenuhnya 

dilaksanakan 

 
1. Digitalisasi proses 

kerja dengan 
percepatan integrasi 
sistem informasi 
untuk mengurangi 
ketergantungan 
pada manualisasi 

2. Review dan 
harmonisasi SOP 
dengan melakukan 
audit internal 
terhadap seluruh 
SOP, untuk 
memastikan 
konsistensi 
penerapan di setiap 
unit kerja dan 
memperbaiki daftar 
SOP untuk 
menghilangkan 
duplikasi SOP pada 
sistem manajemen 
terintegrasi 

3. Pelatihan teknis dan 
manajerial yang 
berfokus pada 
kompetensi tata 
kelola, pelayanan 
publik, dan inovasi 

4. Evaluasi 
keberlanjutan 
inovasi dengan 
memastikan inovasi 
pelayanan publik 
tidak hanya bersifat 
jangka pendek 

5. Tindak lanjut 
rekomendasi 
evaluasi dengan 
memastikan setiap 
catatan hasil 
evaluasi 
sebelumnya 
ditindaklanjuti 
dengan bukti nyata 

 
1. Digitalisasi proses 

kerja dengan 
percepatan 
integrasi sistem 
informasi untuk 
mengurangi 
ketergantungan 
pada manualisasi 

2. Review dan 
harmonisasi SOP 
dengan 
melakukan audit 
internal terhadap 
seluruh SOP, 
untuk memastikan 
konsistensi 
penerapan di 
setiap unit kerja 
dan memperbaiki 
daftar SOP untuk 
menghilangkan 
duplikasi SOP 
pada sistem 
manajemen 
terintegrasi 

3. Pelatihan teknis 
dan manajerial 
yang berfokus 
pada kompetensi 
tata kelola, 
pelayanan publik, 
dan inovasi 

4. Evaluasi 
keberlanjutan 
inovasi dengan 
memastikan 
inovasi pelayanan 
publik tidak hanya 
bersifat jangka 
pendek 

5. Tindak lanjut 
rekomendasi 
evaluasi dengan 
memastikan 
setiap catatan 
hasil evaluasi 
sebelumnya 
ditindaklanjuti 
dengan bukti 
nyata 

 
2026 

 
 Y 

 
R-7 

 
SOP tidak 
diterapkan 
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f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Untuk meningkatkan capaian nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) dan 

memastikan target IKSK dapat tercapai, diperlukan kegiatan yang secara 

langsung memperkuat komponen pengungkit dan komponen hasil sebagai 

berikut:  

1. Melaksanakan pemilihan anggota tim kerja pembangunan ZI sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta membuat kriteria khusus 

dalam penentuan tim untuk setiap area perubahan. 

2. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan 

ZI Tahun 2025 yang berisi target-target prioritas untuk Tahun 2025. 

3. Menyusun rencana jadwal/agenda setting dalam rangka sosialisasi 

pembangunan WBK/WBBM baik untuk stakeholder internal maupun 

eksternal secara berkala.  

4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan 

ZI secara berkala untuk memastikan seluruh rencana kerja dapat 

terlaksana, serta menindaklanjuti hasil monitoring tersebut.  

5. Terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada seluruh 

program perubahan Agent of Change untuk memastikan dampak 

pelaksanaan program perubahan berkontribusi terhadap perubahan 

pada unit kerjanya.  

6. Melakukan internalisasi pembangunan ZI dan nilai BerAKHLAK 

kepada seluruh pegawai. 

7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh SOP sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan unit kerja serta memastikan telah melakukan tindak lanjut 

terhadap seluruh hasil evaluasi. 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi 

dan implementasi SPBE untuk seluruh aplikasi maupun inovasi yang 

digunakan secara berkala termasuk tindak lanjut kendala pada hasil 

monitoring dan evaluasi tersebut sehingga dapat memberikan dampak 

terhadap efektivitas dan efisiensi layanan unit kerja. 

9. Memastikan keselarasan data antara laporan hasil monitoring evaluasi 

dengan laporan tindak lanjut yang dilakukan. 
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10. Mendokumentasikan proses pelaksanaan rotasi internal termasuk 

justifikasi rotasi pegawai.  

11. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang 

berdasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan 

pegawai, serta menggunakan TNA sebagai dasar pengembangan 

kompetensi. 

12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan 

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. 

13. Mendokumentasikan arahan pimpinan terkait perencanaan, 

pengukuran dan/atau pencapaian kinerja.  

14. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait 

akuntabilitas kinerja kepada seluruh SDM pengelola akuntabilitas. 

15. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara 

berkala dan mendokumentasikannya. 

16. Menyusun rencana tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi 

pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing 

System, dan benturan kepentingan serta mendokumentasikan bukti 

tindak lanjut atas monev periode sebelumnya. 

17. Memanfaatkan  masukan seluruh hasil SKM dan pengaduan 

masyarakat dalam reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.  

18. Mendokumentasikan bukti implementasi pemberian 

penghargaan/sanksi bagi petugas pemberi pelayanan dan pemberian 

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai 

standar yang sesuai dengan kriteria penilaian serta menyusun analisis 

dampak setelah terdapat inovasi tersebut.  

19. Mendokumentasikan proses penilaian dalam rangka pemberian 

penghargaan/sanksi/kompensasi dalam kertas kerja.   

20. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas 

dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola 

pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang 

prima. 
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26. Nilai AKIP 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,  Peraturan Presiden No. 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja 

merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta 

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP 

adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis 

pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta 

pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan 

akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah 

nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi 

SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, 

Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.  

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Nilai Pembangunan 

ZI BBPOM di Kupang tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi Capaian Kategori 

Nilai AKIP 80,5 78,15 97,08% Baik 

 

Realisasi nilai AKIP BBPOM di Kupang tahun 2025 berdasar hasil 

penilaian Inspektorat Utama BPOM adalah 78,15 dengan kategori BB 

(Sangat Baik). Nilai AKIP Balai POM di Kupang belum mencapai target 
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dengan capaian 97,08% dan dikategorikan Baik. Bobot masing-masing 

komponen penilaian AKIP BBPOM di Kupang adalah sebagai berikut: 

No Komponen Bobot Nilai 

1 Perencanaan Kinerja 24 20,16 

2 Pengukuran Kinerja 24 17,76 

3 Pelaporan Kinerja 12 9,12 

4 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Internal 
20 15,20 

5 Capaian Kinerja 20 15,91 

Nilai Hasil Evaluasi 100 78,15 

Predikat  BB 

 

Dari hasil penilaian, perlu peningkatan lagi pada masing-masing 

komponen mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja, sehingga 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat 

terlaksana secara optimal.  

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

Nilai AKIP 2024 82,83 80,26 96,60 Baik 

2025 80,5 78,15 97,08 Baik 

 

Berdasarkan data diatas jika dibandingkan dengan capaian 2024, realisasi 

nilai AKIP tahun 2025 masih lebih rendah. Penurunan kinerja tersebut 

terjadi pada komponen Capaian Kinerja, secara rinci dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target Akhir 

Renstra 
Realisasi 

2025 
% 

Capaian  
Kategori 

Nilai AKIP 83 78,15 94,16 Akan Tercapai 
 

 

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, realisasi tahun 2025 ini 

memperoleh capaian 94,16% dengan kategori Akan Tercapai. Apabila 

rekomendasi dan perbaikan penerapan SAKIP dilakukan dengan optimal 

maka target akhir Renstra bisa tercapai dengan baik. 

 

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target 

Nasional Tahun 2025 

 

Gambar 3.27 Nilai AKIP 

 

BBPOM di
Kupang

BBPOM di
Makassar

BBPOM di
Bandar

Lampung

BBPOM di
Banda Aceh

Target
Nasional

78,15

80,91
81,49

81

79,3

NILAI AKIP
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Realisasi IKSK Nilai AKIP BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebesar 

78,15 lebih rendah dibandingkan BBPOM di Makassar (80,91), BBPOM di 

Bandar Lampung (81,49), dan BBPOM di Aceh (81,00). Jika dibandingkan 

dengan target nasional sebesar 79,30, capaian BBPOM di Kupang masilh 

lebih rendah dibanding target nasional, sedangkan ketiga UPT lainnya 

telah melebihi target nasional, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan 

akuntabilitas kinerja sebagai salah satu strategi yang dilaksanakan dalam 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan 

yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat sudah lebih optimal dibandingkan di BBPOM di Kupang. 

 

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi 

Perbaikan Kinerja 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan tercapainya target pada 

indikator ini adalah: 

1) Perencanaan Kinerja, masih terdapat beberapa kelemahan yaitu : 

a) Terdapat perbedaan pencatatan nomenklatur sasaran strategis 

antara SK IKU, RKT, PK, RAPK dan Renstra pada BBPOM di 

Kupang; 

b) Belum terdapat SK Penetapan IKU Tahun 2025 pada Loka POM di 

Kabupaten Belu; 

c) Usulan penetapan target Renstra periode 2025-2029 belum 

didukung dengan kertas kerja penyusunan target kinerja 

berdasarkan basis data yang memadai, seperti dasar perhitungan 

data/justifikasi; 

d) RAPK BBPOM di Kupang Tahun 2025 yang diupload pada esr 

belum memuat KRO, RO, Komponen, dan anggaran sesuai Aplikasi 

SIMETRIS. 

2) Pengukuran Kinerja masih terdapat kelemahan: 

a) SOP Mikro pada BBPOM di Kupang tentang Monitoring, Evaluasi 

dan Pelaporan Kinerja telah disusun namun belum terdapat definisi 

dan tugas yang jelas dari 5 (lima) pelaksana yang terlibat; 
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b) Belum terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja pada Loka POM 

di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur; 

c) Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang 

tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

(RHPK)/kertas kerja telah dapat ditelusuri ke dokumen monev 

(sumber data) namun data sumber yang diambil dari Aplikasi harus 

dilakukan cleansing atau intervensi sampai dapat digunakan untuk 

perhitungan realisasi kinerja; 

d) Belum disusun Surat Keputusan/mekanisme pemberian reward dan 

punishment pada Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di 

Kabupaten Sumba Timur yang telah mengaitkan kontribusi kinerja 

individu dengan kinerja organisasi; 

e) Pelaporan pada Aplikasi SIMETRIS belum diisi secara lengkap dan 

detail terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut. 

3) Pelaporan Kinerja 

a) Laporan kinerja interim TW III 2024, TW I s.d. II 2025 belum 

menyajikan highlight kinerja sebagaimana format laporan kinerja 

pada Kepka BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM 

b) Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja pada Laporan 

Kinerja Tahun 2024 menyajikan narasi analisis penyebab 

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yang 

sama dengan analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan; 

c) Efisiensi penggunaan anggaran telah disajikan dalam Lapkin 

Interim dan Lapkin Tahunan, namun belum terdapat informasi 

upaya yang dilakukan atau faktor-faktor penyebab terjadinya 

efisiensi maupun inefisiensi pada beberapa indikator kinerja. 

Kekurangan analisis ini terjadi pada dokumen Laporan Kinerja 

Tahun 2024 

d) Laporan Kinerja Tahun 2024, penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk 

mencapai target kinerja pada bagian "Pemanfaatan Informasi 

Kinerja" masih terdapat beberapa kekurangan dalam pendalaman 

analisisnya, yakni belum menyajikan informasi mengenai justifikasi 
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dan hasil analisa terhadap capaian target indikator >120% dan 

capaian target indikator <100% 

e) Laporan Kinerja Interim TW I dan TW II Tahun 2025 belum terdapat 

perbandingan antara capaian kinerja triwulanan terhadap capaian 

kinerja tahunan. 

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

a) Pada saat dilaksanakan evaluasi, Laporan Evaluasi Internal (LEI) 

Loka POM di Kabupaten Belu periode Triwulan II 2025 dan LEI 

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur TW I 2025 terlambat 

disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan; 

b) Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024 pada BBPOM di 

Kupang belum menyajikan hasil analisis capaian kinerja; 

c) Belum terdapat SK Tim Pengelola SAKIP pada Loka POM di 

Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. 

5) Laporan Evaluasi Internal telah menyajikan Kendala/Hambatan, RTL 

dan monitoring RTL yang selaras, namun Rencana Aksi/RTL yang 

disusun pada Triwulan I tidak terdapat timeline yang spesifik untuk 

dapat ditindaklanjuti di periode berikutnya, sehingga progress tidak 

dapat dimonev dampaknya pada periode berikutnya. 

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan 

peristiwa risiko ketidakpastian data pengukuran kinerja. Aktivitas 

pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah melaksanakan 

1. Sosialisasi manual IKU atau definisi operasional 

2. Membuat pedoman internal sumber data pengukuran kinerja 

3. Rapat evaluasi internal.  

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko 

dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai 

sesuai dengan yang ditargetkan.  
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Matriks Rekomendasi Triwulan IV 
 

No Indikator Kendala / Permasalahan Rekomendasi Rencana Tindak 
Lanjut 

Timeline Apakah 
Sudah 

dikelola 
sebagai 
Risiko 
(Y/T) 

Kode 
Risiko 

Peristiwa 
Risiko 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 
26 

 
Nilai 
AKIP  

 
1. Terdapat kelemahan 

pada perencanaan 
kinerja dimana hasil 
evaluasi masih 
menunjukkan beberapa 
catatan yang rus 
diperbaiki 

2. Pengukuran Kinerja 
harus diperbaiki sesuai 
catatan 

3. Pelaporan kinerja 
masih harus diperbaiki 
karena analisis 
terhadap pencapaian 
setiap indikator kinerja 
pada Laporan Kinerja 
Tahun 2024 
menyajikan narasi 
analisis penyebab 
keberhasilan/kegagalan 
atau peningkatan/ 
penurunan kinerja yang 
sama dengan analisis 
program/kegiatan yang 
menunjang 
keberhasilan 

4. Evaluasi akuntabilitas 
kinerja masih harus 
diperbaiki karena 
terdapat catatan 
perbaikan termasuk 
laporan evaluasi 
internal 

 
1. Perbaikan 

terhadap catatan 
hasil evaluasi 
perencanaan 
sesuai 
petunjuk/pedoman 
yang berlaku. 

2. Perbaikan 
terhadap catatan 
hasil evaluasi 
pengukuran 
kinerja sesuai 
petunjuk/pedoman 
yang berlaku 

3. Perbaikan 
terhadap catatan 
hasil evaluasi 
pelaporan kinerja 
sesuai 
petunjuk/pedoman 
yang berlaku 

4.  

 

 
Perbaikan 
terhadap catatan 
hasil evaluasi 
AKIP sesuai 
petunjuk/pedoman 
yang berlaku.  

 
Desember 

2026 

 
 Y 

 
S-4 

 
Ketidakpastian 
data 
pengukuran 
kinerja 

 

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Keberhasilan pencapaian IKSK didukung oleh kegiatan: 

1. Fokus pada kegiatan yang langsung berkontribusi pada indikator IKSK. 

2. Mendorong kepemimpinan yang transparan dan partisipatif. 

3. Membuat mekanisme feedback cepat agar deviasi target segera 

diperbaiki. 

4. Digitalisasi terintegrasi dengan mempercepat implementasi dashboard 

monitoring real time. 
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27. Nilai Kinerja Anggaran 

IKSK Nilai Kinerja Anggaran masuk salam sasaran kegiatan terwujudnya 

tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Definisi terkait IKSK Nilai 

Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT 

BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). 

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran 

evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan 

mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, 

kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil 

pelaksanaan anggaran. 

c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA), antara lain: 

1) Revisi DIPA (bobot 10%) 

2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 

3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 

4) Belanja Kontraktual (bobot 10%) 

5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 

6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 

7) Capaian Output (bobot 25%) 

8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) 

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja 

perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas 

penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. 

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 

1) Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 

2) Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK 

(bobot 15%) 

Cara perhitungan dan Formula 

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) 



 

161 
 

 

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Nilai Kinerja 

Anggaran BBPOM di Kupang tahun 2025 dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

IKSK Target  Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

Nilai Kinerja Anggaran 5 4 80,00 Cukup 

 

Pada tahun 2025, IKSK Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Kupang 

memperoleh nilai indeks sebesar 4. Nilai tersebut dihitung dari gabungan 

50% Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 50% Evaluasi 

Kinerja Anggaran (EKA). BBPOM Kupang mencatat nilai IKPA sebesar 

98,33 dan nilai EKA sebesar 79,96, sehingga menghasilkan total Nilai 

Kinerja Anggaran sebesar 89,15. Berdasarkan hasil tersebut, kategori 

indeks yang dicapai adalah 4. Jika dibandingkan dengan target indeks 5, 

capaian ini belum memenuhi target, dengan persentase pencapaian 

sebesar 80,00% dan masuk dalam kategori Cukup. 

 

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya 

IKSK Tahun Target Realisasi 
% 

Capaian 
Kategori 

Nilai Kinerja 
Anggaran 

2024     

2025 5 4 80,00 Cukup 
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IKSK Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan 

dengan tahun 2024 karena adanya perbedaan manual indikator dan 

satuan nilai. 

 

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 

IKSK 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
2025 

% 
Capaian  

Kategori 

Nilai Kinerja Anggaran 5 4 80,00 Akan 
Tercapai 

 
 

 

Realisasi IKSK Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 sebesar 4, berada di 

bawah target akhir Renstra sebesar 5, dengan capaian 80,00% dan 

kategori Akan Tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa target jangka 

menengah belum terpenuhi karena masih berada di bawah sasaran yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja pada indikator perlu terus ditingkatkan, 

khususnya pada nilai IKPA dan EKA yang menjadi tanggung jawab 

BBPOM Kupang. Peningkatan kinerja anggaran mencakup indikator 

Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja 

Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian 

Output, serta Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA). Upaya perbaikan 

diarahkan pada aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, 

kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil 

pelaksanaan anggaran di BBPOM Kupang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































































































































































































































































































































































































































































